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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  --  tiadanya  sikap  a  priori  ~  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  k^pada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


DARI  pengamatan  atas  berbagai  ulasan  tentang  negara,  M.  RusHKarim  menyimpul- 
kan  bahwa  unsur  yang  paling  penting  dan  sekaligus  membedakan  negara  dari  per- 
kumpulan  mana  pun  adalah  luas  kekuasaan  dan  besarnya  kedaulatan  serta  hak  isti- 
mewanya  dalam  memaksa  setiap  perkumpulan  lain  untuk  tunduk  kepadanya,  sehingga  ne- 
gara mempunyai  kekuatan  hegemonik.  Dan  dari  pandangan  para  pakar  dapat  diklasifikasi 
peranan  negara  dalam  empat  bidang:  (1)  pengaturan  masyarakat;  (2)  kemajuan  ekonomi;  (3) 
kesejahteraan  sosial  (termasuk  keamanan);  dan  (4)  kerja  sama  antarbangsa.  Dua  hambatan 
besar  bagi  tegaknya  negara  demokrasi  ialah  sistem  kultural  masyarakat  dan  tembok  stnik- 
tural  yang  melekati  birokrasi  pemerintah. 

Dari  waktu  ke  waktu  terus  tumbuh  berkembang  berbagai  pemikiran  mengenai  muatan 
atau  isi  beserta  nilai  dari  "demokrasi"  sebagaimana  tertuang  dalam  praksis  kehidupan 
politik  dan  bernegara  di  Indonesia.  Proses  tadi  berlangsung  sejak  zaman  "Demokrasi  Parle- 
menter"  yang  dianggap  "liberal"  dan  "tidak  asli"  dilanjutkan  dengan  "Demokrasi  Terpim- 
piri"  sampai  dengan  "Demokrasi  Pancasila".  Hal-hal  tersebut  menurut  Syamsuddin  Maris 
berkaitan  erat  dengan  gagasan  beserta  isi  dan  nilai  dari  partai,  parlemen  dan  sistem  pemerin- 
tahan.  Pertumbuhan  gagasan  tersebut  merupakan  bagian  dari  sejarah  perkembangan  bang- 
sa  yang  terus  berlanjut  sejak  dicetuskan  oleh  para  bapak  pendiri  bangsa  di  awal  tahun 
1900- an  sampai  dengan  sekarang  ini. 

Selama  ini  pemerintah  Orde  Baru  menurut  Faisa/  Siagian  melakukan  kontrol  yang  sangat 
kuat  terhadap  pemerintahan  di  daerah.  Padahal,  untuk  sekarang  pemerintah  pusat  tidak  lagi 
mampu  memberi  jawaban  bagi  semua  persoalan  yang  timbul  di  daerah.  Adanya  keterbuka- 
an  membuat  masyarakat  yang  sebelumnya  memendam  berbagai  permasalahan,  menjadi  be- 
rani  memunculkan  aspirasi  yang  dimilikinya.  Jelas  dibutuhkan  kerja  sama  antara  pemerin- 
tah pusat  dan  masyarakat  (pemerintah)  daerah  untuk  menyatukan  derap  langkah  pemba- 
ngunan  di  daerah.  Sebab  demokrasi  dapat  berkembang  bukan  hanya  karena  adanya  kepe- 
mimpinan  yang  demokratis,  tetapi  juga  karena  partisipasi  anggota  masyarakat  di  tingkat  na- 
sional  atau  lokal.  Memperkuat  civil-society  adalah  prasyarat  untuk  terlaksananya  otonomi 
daerah . 

K.H.  Abdurrahman  Wahid  memang  merupakan  figur  yang  menarik  untuk  dikaji;  bukan 
hanya  dalam  posisinya  selaku  Ketua  Tanfidziah  PBNU  yang  beberapa  waktu  yang  lalu  dipi- 
lih  kembali,  tetapi  juga  karena  berbagai  statusnya  yang  plural.  Selaku  budayawan  ia  menon- 
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jol,  belum  lagi  selaku  tokoh  LSM,  intelektual  yang  sudah  mendunia,  di  samping  keberada- 
annya  selaku  kritikus  dan  analis  yang  tajam  serta  Ketua  Forum  Demokrasi,  dan  Iain-lain.  Di 
lingkungan  NU,  selaku  tokoh  generasi  ketiga,  ia  tampak  amat  berakar  kuat.  Menurut  Laode 
Ida  gebrakan  Abdurrahman  Wahid  untuk  membawa  NU  kembali  ke  Khittah  1926,  tidak 
hanya  membawa  guncangan  dan  benturan  hebat  dengan  kelompok  politisi  dalam  NU,  tetapi 
juga  di  luar  NU  itu  sendiri,  sementara  penafsiran  terhadap  makna  Khittah  masih  tampak 
beragam.  Semuanya  ini  merupakan  suatu  proses  perjuangan  demokratisasi  NU  dan  proses 
pengembangan  peran  dan  hubungan  para  kyai  dengan  negara. 

Untuk  lebih  memacu  pembangunan  nasional  dan  menjamin  kepastian  dan  penegakan 
hukum  dalam  penanaman  modal  perlu  dibuat  undang-undang  tersendiri.  UU  No.  1  Ta- 
hun  1995  yang  akan  berlaku  tanggal  7  Maret  1996  nanti  memang  dimaksud  untuk  mem- 
perbarui  peraturan  tentang  Perseroan  Terbatas.  Dengan  undang-undang  ini  pengusaha  yang 
bermodal  kecilpun  ikut  dirangsang  untuk  memilih  Perseroan  Terbatas  sebagai  bentuk 
hukum  perusahaannya.  Namun  Pande  Radja  Silalahi  mengemukakan  banyak  hal  yang  perlu 
disadari  bersama  sejak  awal  agar  semuanya  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Seper- 
ti  kewajiban  pengusaha  untuk  menyisihkan  jumlah  tertentu  dari  laba  bersih  untuk  cadang- 
an,  pemisahan  fungsi  antara  pemilik  perusahaan  dan  penguasa  perusahaan,  komposisi 
kepemilikan  dalam  perusahaan,  komposisi  perusahaan  menurut  skala  kegiatan,  jenis  kegiat- 
an  dan  skala  usaha  perlu  dipikirkan  lebih  mendalam  guna  menghindari  dampak  negatif  yang 
tidak  diinginkan. 

Demokrasi  diyakini  sebagai  sistem  politik  yang  dapat  memaksimalkan  manfaat,  keadil- 
an,  kemakmuran  dan  kekuatan  negara.  Tetapi,  kemungkinan  demokrasi  untuk  tumbuh  dan 
berakar  di  sejumlah  besar  negara  sedang  berkembang,  termasuk  Indonesia  menurut  Ma/z^a- 
dar  Situmorang  adalah  lemah.  Sejauh  manakah  pembangunan  politik  Demokrasi  Pancasila 
sudah  mewujudkan  pemerintah  demokrasi,  perlu  diuji  dengan  kriteria  universal  negara  de- 
mokrasi: (1)  ada  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  secara  langsung 
maupun  melalui  perwakilan;  (2)  ada  kebebasan  berpendapat,  berusaha  dan  hak  milik;  (3) 
ada  rule  of  law  yang  disepakati  dan  ditaati  oleh  setiap  lapisan  masyarakat,  termasuk  peme- 
rintah; (4)  ada  distribusi  dan  pergantian  kekuasaan  secara  damai.  Sebab,  meskipun  telah  di- 
bentuk  institusi-institusi  demokrasi,  bisa  juga  hanya  terbatas  sekedar  simbol-simbol  demo- 
krasi atau  bahkan  sebagai  alat  rezim  saja. 
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Evolusi  Perkembangan 
Peranan  Negara 

M.  Rusli  Karim 


Pengantar 

APAKAH  peranan  negara  itu  stabil 
atau  dinamis,  sudah  merupakan  wa- 
cana  politik  yang  tidak  mungkin  di- 
bantah  sejak  dahulu  kala.  Mulai  dari  teori 
klasik  sampai  yang  paling  mutakhir  selalu 
ditandai  oleh  adanya  dinamika  peranan  ter- 
sebut.  Bahkan,  seperti  dinyatakan  Brucan 
bahwa  perbincangan  tentang  kapan,  menga- 
pa  dan  bagaimana  munculnya  negara  akan 
selalu  merupakan  satu  persoalan  kontrover- 
sial  (Brucan,  1980). 

Menjelang  berakhirnya  abad  ke-20  ini 
pembahasan  paling  hangat  adalah  mengenai 
tujuan  dan  kegiatan  negara  yang  bertumpu 
pada  keluasan  intervensi  negara  dalam  bi- 
dang  ekonomi  dan  masyarakat.  Kecuali  itu, 
pembahasan  juga  mengenai  hubungan  nega- 
ra dengan  individu,  kepentingan  dan  kelas- 
kelas  yang  terorganisasi  (Ponton  and  Gill, 
1993:  72). 

Memang  sejak  sekitar  lima  tahun  ter- 
akhir,  terutama  dilihat  dari  hubungan  inter- 


nasional,  kedudukan  negara  mana  pun  ma- 
kin  tidak  mudah  dipahami.  Di  satu  pihak, 
dengan  alasan-alasan  tertentu  ada  negara 
yang  dapat  mengintervensi  sesuatu  negara, 
seperti  terlihat  dalam  kasus  Amerika  dan 
sekutu-sekutunya  mengintervensi  Irak  (1991) 
dan  Haiti  baru-baru  ini.  Di  lain  pihak,  nega- 
ra-negara  "kecil"  makin  kehilangan  kedau- 
latannya,  terutama  menghadapi  negara- ne- 
gara "besar",  bahkan  Perserikatan  Bangsa- 
Bangsa  (PBB)  pun  sedang  mengalami  keada- 
an  yang  sama,  yaitu  tidak  berdaya  mengha- 
dapi kekuasaan  atau  kekuatan  besar  dunia. 
Negara-negara  besar,  khususnya  Amerika 
Serikat,  sesuai  dengan  kedudukannya  dapat 
memaksakan  kehendaknya  terhadap  badan 
dunia  tersebut  seperti  dalam  berbagai  kasus 
akhir-akhir  ini.  Lebih-lebih  setelah  berakhir- 
nya Perang  Dingin,  Amerika  Serikat  muncul 
sebagai  satu-satunya  "kekuatan  besar"  dan 
tidak  terbatas,  dan  mempunyai  "hegemoni" 
terhadap  negara  mana  pun,  bahkan  nyaris 
berfungsi  sebagai  "polisi  dunia". 

Sebelum  uraian  ini  dilanjutkan  perlu  di- 
tegaskan  bahwa  penulis  sependapat  dengan 
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pandangan  Pierson,  ketika  ia  melaporkan 
kecenderungan  teori-teori  baru  tentang  ne- 
gara  dan  masyarakat  menurut  pandangan 
"pasca-Marxis".  Menurutnya,  apa  pun  ana- 
lisis  umum  tentang  negara  (kapitalis)  selalu 
tidak  memuaskan  (Pierson,  1984),  karena 
negara  sendiri  adalah  satu  abstraksi  yang  ti- 
dak jelas.  Kadang-kadang  ia  berfungsi  seba- 
gai  rezim,  sebagai  satu  kelas  ekonomi,  seba- 
gai  satu  kerajaan,  dan  sebagai  kumpulan 
nilai-nilai  (Rosenau,  1988).  Kecuali  itu,  kon- 
sep  tentang  negara  sendiri  berkembang  se- 
cara  perlahan,  dimulai  pada  abad  ke-17  oleh 
Hobbes  (Cassese,  1986).  Apa  yang  akan  di- 
uraikan  berikut  ini  pun,  dipengaruhi  oleh 
cara  berpikir  yang  perlahan,  dan  juga  bersi- 
fat  umum  sehingga  masih  jauh  dari  memuas- 
kan. Di  sini  akan  dibahas  dua  masalah,  yaitu 
tentang  pengertian  negara  dan  fungsi  atau 
peranannya.  Apa  yang  dipaparkan  di  sini 
adalah  langkah  awal  untuk  berusaha  sung- 
guh-sungguh  memahami  gejala  negara  seba- 
gai satu  "entitas"  kehidupan  manusia  mo- 
dern. Penulis  tidak  akan  "berkisah"  tentang 
keseluruhan  pemikiran  mengenai  negara, 
melainkan  lebih  tertuju  pada  era  kontempo- 
rer.  Hal  ini  tentu  tidak  dapat  merangkul 
kompleksitas  isu  yang  terkait  dengan  masa 
lampau  evolusi  perkembangan  negara  yang 
begitu  luas  rentangannya.  Khusus  tentang 
peranan  negara,  uraian  agak  lebih  menyelu- 
ruh  akan  menampakkan  kompleksitas  fung- 
si negara,  terutama  jika  dikaitkan  dengan 
ekonomi. 


Pengertian  Negara 

Pada  bagian  ini  akan  disajikan  bagai- 
mana  kecenderungan  perkembangan  evolusi 
peranan  negara,  di  mana  terjadi  persaingan 
antara  fungsi  sosio-keamanan  dengan  fungsi 


ekonomi. 

Asal-usul  negara  ditandai  oleh  diperke- 
nalkannya  wewenang  yang  terpusat,  hierarki 
yang  diformalkan,  pengkhususan  pekerjaan 
dalam  pelaksanaan  tugas  umum,  dan  komu- 
nikasi  tertulis  (Rodee  et  al.,  1993:  34). 

Ada  dua  orang  tokoh  yang  dianggap  pe- 
lopor  tentang  konsep  negara.  Aristoteles  di- 
sebut  sebagai  pendiri  teori  "analogi  orga- 
nik"  -  yang  sekaligus  juga  disebut  sebagai 
teori  klasik,  dan  Burke  ~  sebagai  pelopor 
teori  negara  modern  (Rodee,  et  al.,  1983: 
28). 

Negara  adalah  salah  satu  di  antara  lima 
konsep  utama  dalam  ilmu  politik.  Empat 
konsep  lainnya  ialah:  kekuasaan,  pengam- 
bilan  keputusan,  kebijakan  (policy),  dan  dis- 
tribusi  atau  alokasi  (Budiarjo,  1978:  9). 

Mengkonseptualisasikan  negara  adalah 
perkara  yang  cukup  rumit,  sehingga  definisi 
mengenainya  juga  bermacam-macam.  Tidak 
ada  dua  orang  mempunyai  definisi  yang  sa- 
ma  tentang  negara.  Menurut  beberapa  sarja- 
na,  di  antara  masing-masing  definisi  tersebut 
malahan  saling  bertentangan  (Kapoor,  1979: 
46;  Rodee  et  al.,  1983:  20).  Negara  adalah 
pelaku  politik  yang  jelas,  yang  secara  poten- 
sial  mempunyai  jangkauan  pengaruh  "kau- 
sal"  yang  luas  di  dalam  masyarakat  (Ander- 
son, 1987).  Ia  juga  merupakan  alat  masyara- 
kat yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  me- 
ngatur  hubungan-hubungan  manusia  dalam 
masyarakat  dan  mengatur  gejala-gejala  ke- 
kuasaan dalam  masyarakat  (Budiarjo,  1978: 
38).  Negara  telah  menjadi  alat  yang  kuat  un- 
tuk memajukan  manusia.  Kemajuan  manu- 
sia dapat  dicapai  setelah  ada  negara  ber- 
daulat  yang  telah  menjadi  satu  "mode"  or- 
ganisasi  politik  yang  dominan  (Krasner, 
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1988). 

Bertitik  tolak  dari  anggapan  di  atas,  beri- 
kut  ini  akan  dikemukakan  beberapa  definisi. 
Pengertian  yang  paling  umum  dan  seder- 
hana,  misalnya  dari  para  pakar  sosiologi  po 
litik  yang  menyatakan  bahwa  negara  adalah 
satu  corak  khas  organisasi  yang  rumit  (Kour- 
vetaris,  1982).  Definisi  umum  lainnya  me- 
nyatakan bahwa  negara  merupakan  satu  in- 
stitusi  penting  masyarakat  untuk  membantu 
manusia  meraih  tujuan  hidup  yang  lebih 
baik  (Singh,  1986). 

Rodee  dan  kawan-kawan  mendefinisikan 
negara  sebagai  institusi  formal  yang  diben- 
tuk  untuk  melayani  keperluan  manusia  yang 
telah  berkembang  sepanjang  sejarah  "evo- 
lusi"  sosial (Rodee,  et  al.,  1983:  34).  Sedang- 
kan  menurut  Durkheim,  negara  adalah  "or- 
gan" pemikiran  sosial  yang  mempunyai  ciri 
utama  yang  sesuai  dengan  peranannya  seba- 
gai satu  "organ"  komunikasi  dengan  masya- 
rakat lainnya  (Giddens,  1987:  17).  Pandang- 
an  Durkheim  ini  sangat  berbeda  dengan  apa 
yang  dikemukakan  oleh  Weber.  Bagi  Weber, 
negara  berbeda  dengan  perkumpulan-per- 
kumpulan  lain,  terutama  dilihat  dari  tiga  un- 
sur  pokoknya,  yaitu:  keberadaan  satu  staf 
administrasi  yang  tetap  (regularized)',  mam- 
pu  melanjutkan  "klaim"-nya  terhadap  mo- 
nopoli  kontrol  cara-cara  kekerasan,  dan  me- 
megang  monopoli  tersebut  di  dalam  satu  ka- 
wasan  teritorial  tertentu  (Giddens,  1987:  18). 

Laski  berpendapat  bahwa  negara  adalah 
satu  masyarakat  teritorial  yang  dibagi  ke  da- 
lam pemerintahan  dan  tuntutan  warga  nega- 
ra (subject  claiming)  yang  mempunyai  ka- 
wasan  fisik  tertentu,  dan  juga  mempunyai 
satu  "supremasi"  terhadap  semua  institusi 
yang  lain  (Kapoor,  1979:  47).  Hampir  sena- 
da  dengan  pendapat  ini,  Giddens  mendefini- 
sikan negara  sebagai  satu  aparat  politik, 


yang  memerintah  satu  teritori  tertentu,  mem- 
punyai otoritas  yang  didukung  oleh  satu  sis- 
tem  hukum  dan  kemampuan  menggunakan 
kekuatan  untuk  memberlakukan  kebijakan- 
kebijakannya  (Giddens,  1993:  309).  Sedang- 
kan  Migdal  menegaskan  bahwa  dalam  ben- 
tuknya  yang  sempurna,  negara  bermakna 
satu  organisasi  yang  mempunyai  monopoli 
cara-cara  paksaan  yang  utama,  mempunyai 
otonomi  atas  kumpulan-kumpulan  masyara- 
kat yang  ada  terutama  dalam  membuat  hu- 
kum, dan  berkemampuan  memerintahkan 
penduduknya  untuk  mematuhi  hukum  (Mig- 
dal, 1988).  Negara  disebut  sebagai  "penja- 
min"  hukum  (Giddens,  1993a:  151).  Segi 
lain  yang  tidak  pula  kalah  penting  dari  unsur 
asas  negara,  terutama  dilihat  dari  hubungan 
antarbangsa,  adalah  kemampuan  untuk  ikut 
serta  dalam  hubungan  dengan  negara-negara 
lain  seperti  ditentukan  oleh  Konvensi  Monte- 
video pada  tahun  1933  (Rosenau,  1988). 

Sebagai  perkumpulan  yang  mempunyai 
perbatasan  yang  jelas,  negara  mempunyai 
kelebihan,  yaitu  kemampuan  memaksa  ter- 
hadap perkumpulan  lainnya  dan  individu. 
Dengan  perkataan  lain,  negara  lebih  diang- 
gap  sebagai  kerangka  sosial  yang  mempu- 
nyai supremasi.  Inti  negara  adalah  terletak 
pada  monopoli  kekuasaan  yang  bersifat  pak- 
saan (koersif).  Dan  sebagai  satu  unit  admi- 
nistrasi negara  yang  paHng  penting  (Glenn, 
1970),  ia  juga  merupakan  satu-satunya  ba- 
dan  yang  memonopoli  legitimasi  (Finer, 
1949). 

Kekuatan  memaksa  yang  ada  pada  nega- 
ra rupa-rupanya  menjadi  tumpuan  perhatian 
para  sarjana  (Mayer  dan  Schoepflin,  1989). 
O'Donnell  malah  menegaskan  bahwa  negara 
merupakan  hubungan  sosial  yang  bersifat 
dominatif,  tetapi  negara  juga  menyatukan 
konsensus  sehingga  ia  mempunyai  legitimasi 
(Surbakti,  1992:  49).  Persatuan  memang  me- 
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rupakan  satu  unsur  penting  dari  hakikat  ne- 
gara.  Mengikuti  Weiner,  negara  diperlukan 
untuk  integrasi  politik  (Surbakti,  1992:  52), 
yang  meliputi  integrasi  bangsa,  integrasi  wi- 
layah,  integrasi  nilai,  integrasi  elite  dan  kha- 
layak,  dan  perilaku  integratif. 

Masih  dalam  konteks  kemampuan  me- 
maksa  dari  negara,  Barkey  berpendapat  bah- 
wa  negara  adalah  institusi  yang  mengurusi 
keuntungan  organisasi  untuk  dirinya  sendiri, 
guna  melaksanakan  kontrol  dominasi  terha- 
dap  masyarakat  (Barkey,  1991).  Malahan 
menurut  Skockpol  dan  Amenta,  negara  juga 
merupakan  organisasi  yang  memungut  sum- 
ber-sumber  melalui  pajak  dan  berusaha 
memperluas  kontrol  paksaan  dan  otoritas 
politik  ke  perbatasan  tertentu  dan  rakyat 
yang  bertempat  tinggal  di  dalamnya  (Skock- 
pol and  Amenta,  1986).  Kemampuan  negara 
melaksanakan  monopoli  kekerasan  yang 
akan  mendorong  dan  memaksa  berbagai  seg- 
men  masyarakat  dan  ekonomi,  merupakan 
unsur  penting  dalam  menyeimbangkan  tun- 
tutan-tuntutan  stabilitas,  persamaan^e^Mff//- 
tyj  dan  pembangunan  (Anderson,  1987). 

Masing-masing  negara  akan  menjadi 
kuat  jika  didukung  oleh  tiga  "basis":  ma- 
terial (bahan  mentah  perbatasan  dan  ke- 
bangsaan,  penduduk,  energi  dan  produksi 
baja,  dan  pembentukan  militer);  politik 
(pembagian  dalam  negeri  menurut  garis  ko- 
munal  dan  perbedaan  kelas  yang  selalu  men- 
jadi sumber  penentang  usaha  negara  untuk 
memobilisasikan  sumber  manusia  dan  mate- 
rial, luasnya  legitimasi  negara,  dan  kemam- 
puan aparatur  negara  untuk  membuat  kepu- 
tusan  yang  tepat  menghadapi  setiap  krisis); 
dan  basis  antarbangsa  (Gurr,  1988).  Sedang- 
kan  menurut  Miliband,  negara  merupakan 
perkumpulan  yang  terdiri  dari  enam  institu- 
si, yaitu  pemerintah,  administrasi  dan  polisi, 
cabang  yudisial,  pemerintah  daerah  (sub- 


central  government),  dan  dewan  parlemen 
(Miliband,  1976:  50). 

Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  jelas  ter- 
bukti  bahwa  negara  berbeda  dengan  institusi 
lain,  karena  ciri-ciri  istimewa  yang  ada  pada- 
nya  tidak  terdapat  dalam  lembaga-lembaga 
lain.  Masalah  ini  akan  bertambah  jelas,  jika 
kita  hubungkan  dengan  tiga  sifat  negara  se- 
perti  yang  dikatakan  oleh  Miriam  Budiarjo 
(1978:  40-41)  yaitu:  sifat  memaksa,  sifat  mo- 
nopoli, dan  sifat  mencakup  semua  (all- 
embracing,  all-encompassing). 

Negara  juga  dapat  dianggap  satu  alat 
utama  untuk  melakukan  perubahan  sosial 
dan  memenuhi  aspirasi-aspirasi  ekonomi 
dan  sosial  (Rothchild  and  Chazan,  1988:  4). 
Di  dalam  konteks  ekonomi  ini  peranan  nega- 
ra makin  jelas  dan  menonjol.  Geschenkorn, 
misalnya  menyatakan  bahwa  dalam  mengga- 
lakkan  masyarakat  "agrarian"  menuju  pem- 
bangunan ekonomi,  peranan  tersebut  me- 
ningkat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  revo- 
lusi  radikal  untuk  menciptakan  satu  negara 
yang  cukup  kuat  menghadapi  persaingan 
ekonomi  asing  (luar  negara),  intervensi  dan 
subversi  militer,  serta  untuk  membangun 
ekonomi  negara  (Wertheim,  1992:  265). 

Bratton  malah  menegaskan  bahwa 
negara  adalah  "aktor  korporat"  yang  paling 
penting  dalam  "drama"  pembangunan  eko- 
nomi. Bahkan  di  semua  negara  miskin,  ne- 
gara telah  tumbuh  menjadi  "gudang" 
sumber- sumber  domestik  negara  bagi  pem- 
bangunan ekonomi  dan  kesejahteraan  so- 
sial. Dengan  demikian,  negara  berfungsi  un- 
tuk mengatur,  memaksa  dan  mengelola 
(Bratton,  1989).  Sedangkan  bagi  Almond 
dan  Powell,  seperti  dikutip  oleh  Singh, 
negara  mesti  mampu  memenuhi  tantangan 
pembangunan  bangsa,  pembangunan  nega- 
ra,   partisipasi    dan    keadilan  distributif 
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(Singh,  1986). 

Ada  tiga  istilah  yang  selalu  berdekatan 
atau  berhubungan  erat  dengan  negara,  tetapi 
mempunyai  makna  yang  berbeda,  yaitu  pe- 
merintah,  masyarakat  dan  bangsa  (Rodee  et 
al.,  1983:  34). 

Negara  berbeda  dengan  "asosiasi"  lain 
terutama  dilihat  dari  tujuh  aspek  berikut  ini: 
(1)  negara  merupakan  asosiasi  yang  bersatu 
secara  teritorial,  yang  terpisah  dengan  yang 
lainnya;  (2)  keanggotaan  negara  adalah  ber- 
sifat  wajib  (compulsory);  (3)  negara  merupa- 
kan perkumpulan  yang  bersifat  tetap  dan 
untuk  jangka  waktu  lama;  (4)  kawasan  ne- 
gara adalah  lebih  luas  dan  mempunyai  ber- 
bagai  kegiatan;  (5)  negara  mempunyai  ke- 
daulatan  dan  kekuasaan  untuk  memaksakan 
keputusan-keputusannya;  (6)  negara  mem- 
punyai kekuasaan  untuk  mengontrol  kegiat- 
an-kegiatan  semua  perkumpulan  sukarela; 
dan  (7)  negara  dapat  menciptakan  berbagai 
perkumpulan  dan  menentukan  fungsi-fung- 
sinya  (Kapoor,  1979:  59). 

Khusus  mengenai  hubungan  negara  de- 
ngan bangsa.  Ada  yang  berpendapat  bahwa 
bangsa  lebih  terkait  dengan  ekonomi  global 
(Reich,  1991).  Pakar  lainnya  membedakan 
negara  dengan  kebangsaan,  terutama  dilihat 
dari  lima  aspek  berikut  ini: 

-  kebangsaan  bersifat  subyektif,  negara  ber- 
sifat obyektif; 

-  kebangsaan  bersifat  psikologis,  negara 
bersifat  politis; 

-  kebangsaan  merupakan  satu  keadaan  ber- 
pikir,  negara  menurut  hukum; 

-  kebangsaan  adalah  milik  yang  bermakna 
spiritual,  sedangkan  negara  merupakan 
kewajiban  yang  dapat  dipaksakan; 

-  kebangsaan  adalah  satu  cara  untuk  mera- 
sakan,  berpikir  dan  hidup,  sedangkan  ne- 
gara adalah  keadaan  yang  tidak  dapat  di- 


pisahkan  dari  cara  hidup  yang  berper- 
adaban  (Kapoor,  1979:  66). 

Hofstede  mempunyai  pandangan  yang 
lain.  Menurutnya  bangsa  memiliki  arti  pen- 
ting  karena  tiga  alasan:  bangsa  mempunyai 
lembaga  yang  jelas,  berakar  dalam  sejarah 
dan  unik;  kebangsaan  memihki  nilai  simbo- 
lis  bagi  warga  negara,  dan  merupakan  ba- 
gian  dari  kepribadian  mereka;  dan  pemikir- 
an  rakyat  sebagian  ditentukan  oleh  faktor- 
faktor  budaya  yang  khas  berkebangsaan 
(Mueller,  1994). 

Dari  klasifikasi  di  atas,  tidak  heran  jika 
ada  masyarakat  yang  telah  memiliki  negara, 
tetapi  belum  mempunyai  bangsa  seperti  Ma- 
laysia, di  mana  masyarakat  "terbelah"  seca- 
ra jelas  menurut  garis  etnisitas:  Melayu, 
Cina  dan  India. 

Hubungan  antara  negara  dan  masyara- 
kat tidak  selalu  bersesuaian.  Menurut 
Engels,  seperti  dikutip  Hamilton,  hubungan 
antara  negara  dengan  kelas  sosial  adalah 
tidak  mudah,  karena  negara  berusaha  untuk 
bebas  sendiri  dan  membentuk  identitasnya 
sendiri;  ia  benar-benar  asing  bagi  masyara- 
kat dari  mana  ia  muncul  (Hamilton,  1981). 

Sedangkan  hubungan  antara  negara  de- 
ngan pemerintah  dapat  dilihat  dalam  para- 
digma  liberal  yang  mempersempit  definisi 
negara  hanya  sekedar  pemerintah  yang  oto- 
ritatif  di  dalam  proses  poHtik  (King,  1988). 

Dengan  makin  luasnya  aktivitas  negara 
dan  makin  berkembangnya  peradaban  ma- 
nusia  modern,  telah  lahir  pula  banyak  teori 
tentang  makna  keberadaan,  peranan  dan  di- 
namikanya  di  tengah-tengah  pergaulan 
hidup  manusia.  Berikut  ini,  akan  dikemuka- 
kan  beberapa  pandangan  yang  dapat  meng- 
gambarkan  keadaan  umum  teori  mengenai 
negara.  Kita  mulai  dengan  pendapat  Vin- 
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cent,  misalnya  ia  tidak  mengaitkan  teorinya 
dengan  asal-usul  negara.  Menurutnya,  teori 
negara  dapat  dibagi  menjadi  lima:  teori  ab- 
solutis,  teori  perlembagaan,  teori  kelas,  teori 
pluralis,  dan  teori  etis  (Ronge,  1994). 

Para  sarjana  telah  mengklasifikasikan 
negara  dalam  berbagai  corak  yang  berasas- 
kan  pada  pandangan  mereka  tentang  pe- 
ranan  negara.  Kapoor,  misalnya  memahami 
hakikat  negara  dilihat  dari  asal-usulnya. 
Dari  sini,  ia  membagi  teori  tentang  negara 
menjadi  lima  corak:  teori  yang  berasal  dari 
Tuhan  (divine  origin),  teori  kekuatan,  teori 
perjanjian  masyarakat,  teori  "patriarkal 
dan  matriarkal",  dan  teori  sejarah  atau  evo- 
lusioner  (Kapoor,  1979:  79).  Sedangkan  Gid- 
dens  mengemukakan  konsep  tentang  corak 
negara,  yaitu  klasik,  terjajah,  pasca-kolo- 
nial,  dan  modern  (Giddens,  1987:  269). 

Stepan  mengemukakan  teori  dari  pan- 
dangan yang  berbeda,  yang  membagi  teori 
ini  dalam  tiga  saja:  liberal-pluralis,  Marxis- 
klasik,  dan  organis-statis  (Stepan,  1978: 
46-72). 

Sedangkan  Johnson  menyebut  adanya 
tiga  teori  tentang  negara,  yaitu  instrumen- 
talis,  strukturalis,  dan  "  derivasionis"  (John- 
son, 1985).  Di  lain  pihak,  King  mengkla- 
sifikasikan teori  negara  dalam  dua  saja, 
yakni  teori  yang  terpusat  pada  masyarakat 
(teori  liberal  dan  Marxis),  dan  teori  yang  ter- 
pusat pada  negara  ~  yang  berusaha  meng- 
analisis  negara  sebagai  satu  institusi  yang 
berbeda  dengan  masyarakat  (King,  1988). 
Kesemua  pandangan  di  atas  menunjukkan 
bahwa  konsep  negara  telah  berkembang  dari 
masa  ke  masa.  Namun  pendapat  yang  paling 
banyak  menarik  perhatian  adalah  teori 
Marxis  atau  teori  kelas,  teori  pluralis,  dan 
teori  strukturalis.  Pemikiran  Marxis  berpen- 
dapat  bahwa  pada  tahap  abstraksi  konsep, 


negara  mengacu  pada  masalah  pokok  me- 
ngenai  "aliansi"  konsensus  dominasi  yang 
bersifat  mendasar,  yang  terdapat  dalam  ke- 
las-kelas  sosial  atau  "faksi-faksi"  kelas  dan 
norma-norma  dominan  yang  menjamin 
adanya  "dominasi"  mereka  terhadap  ke- 
lompok  masyarakat  yang  harus  tunduk  ke- 
padanya  (Cardoso,  1979:  38). 

Dengan  perkataan  lain,  penyokong  fung- 
sionalis  dan  Marxis  mempunyai  pandangan 
bahwa  negara  pada  asasnya  adalah  satu  per- 
kumpulan  kekuatan  pemaksa  (coercive) 
yang  sah  (Ninsin,  1988:  266);  negara  adalah 
"superstruktur",  dan  mereka  yang  dominan 
di  dalam  ekonomi  juga  akan  menguasai  po- 
litik  (Vielle,  1988).  Bahkan  menurut  MuUer 
dan  Neususs,  seperti  dikutip  Jessop,  inter- 
vensi  negara  di  bidang  ekonomi  merupakan 
satu  keharusan  untuk  berkembangnya  kapi- 
talisme,  yakni  produksi  kapitalis  dan  hu- 
bungan-hubungan  pasar  (Jessop,  1982:  80). 
Skockpol  dan  Amenta  menamakannya  seba- 
gai alat  bagi  kelas  yang  berkuasa  (Quadag- 
no,  1987),  atau  seperti  ditegaskan  oleh 
Johnson,  negara  adalah  penjelmaan  dari  in- 
stitusi hubungan-hubungan  kelas  (Johnson, 
1985). 

Pandangan  di  atas  berbeda  dengan  yang 
dikemukakan  oleh  aliran  "strukturalis",  se- 
perti Poulantzas,  di  mana  negara  dianggap 
sebagai  faktor  yang  mempersatukan.  Se- 
dangkan paham  konservatif  memandang  ne- 
gara sebagai  institusi  "parasitis"  yang  meng- 
ancam  kebebasan  individu  dan  menindas 
para  pekerja.  Dapat  pula  ditambahkan  di 
sini  pendapat  golongan  "fasis"  yang  menya- 
takan,  bahwa  negara  adalah  satu  penjelma- 
an hukum  alam,  pancaran  peradaban,  dan 
esensi  spiritual  kemanusiaan  (Johnson, 
1985:  19-20). 

Dengan  demikian,  negara  adalah  faktor 
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yang  paling  menentukan  mobilisasi  dan  me- 
ngubah  corak-corak  identitas  (Barkey  and 
Farikh,  1991).  Negara  juga  menetapkan 
cara-cara  dan  batas-batas  penggunaan  ke- 
kuasaan  dalam  kehidupan  bersama,  baik 
oleh  perseorangan  dan  golongan  atau  per- 
kumpulan,  ataupun  oleh  negara  sendiri  (Bu- 
diarjo,  1978:  39). 

Dari  beberapa  pengertian  di  atas  jelas 
bahwa  hampir  semua  pakar  melihat  negara 
sebagai  "instrumen"  aktif  di  dalam  masya- 
rakat.  Kelihatannya  hanya  para  penganut 
tesis  logic-of-industrialism  saja  yang  berpen- 
dapat,  bahwa  pada  umumnya  negara  meru- 
pakan  "instrumen"  pasif  untuk  memenuhi 
tuntutan  berbagai  perkumpulan  warga  nega- 
ra atau  untuk  memenuhi  keperluan  orang- 
orang  yang  mengalami  "dislokasi  industrial- 
isme",  seperti  yang  dikemukakan  Gron- 
bjerg,  Pampel  dan  Williamson  (Quadagno, 
1987). 

Keseluruhan  uraian  di  atas  menunjukkan 
betapa  banyak  ragam  pandangan  untuk  me- 
mahami  gejala  negara  di  dalam  masyarakat. 
Namun,  secara  umum  dapat  disimpulkan 
bahwa  unsur-unsur  negara  yang  paling  pen- 
ting  dan  sekaligus  membedakannya  dengan 
perkumpulan  mana  pun  adalah  luas  kekua- 
saan  dan  besar  kedaulatan  serta  hak  istime- 
wanya  dalam  memaksa  masing-masing  per- 
kumpulan untuk  tunduk  kepadanya,  sehing- 
ga  negara  mempunyai  kekuasaan  hegemo- 
nik.  Ini  terutama  dapat  dilihat  dalam  sistem 
sosialis  tradisional.  Menurut  Tong,  negara 
dan  partai  politik  memonopoli  sumber  poli- 
tik,  ekonomi  dan  ideologi,  serta  merampas 
hak-hak  masyarakat.  Negara-partai  me- 
ngontrol  public-sphere,  memaksa  mereka 
mendukung  rezim,  bahkan  mencampuri  ke- 
hidupan dan  pribadi  masyarakat,  mengatur 
cara  berpikir,  berbicara  dan  bertingkah  laku 
(Tong,  1994). 


Kompleksitas  Peranan  Negara 

Pada  bagian  ini  akan  tampak  betapa  do- 
minan  peranan  negara  di  bidang  ekonomi 
dalam  teori  politik  kontemporer.  Cara  pan- 
dang  ini  jauh  berbeda  jika  dibandingkan  de- 
ngan teori  klasik  dari  Eropa  Kontinental 
yang  lebih  men.cerminkan  pandangan  insti- 
tusionalis,  yang  menempatkan  negara  tak 
ubahnya  seperti  "penjaga  malam". 

Apakah  peranan  atau  fungsi  negara?  Se- 
cara umum,  menurut  Marx  dan  Engels  nega- 
ra menjalankan  fungsi  koordinasi  sebanyak 
mungkin  masyarakat  (Vielle,  1988;  Capora- 
so,  1988).  Pendapat  lainnya  menyebut  ada- 
nya  tiga  fungsi,  yaitu  protective  (police), 
welfare  (ministrant),  dan  economic  and  re- 
gulatory (Kapoor,  1979:  570-574).  Peranan 
negara  biasanya  sesuai  dengan  fungsi  insti- 
tusi  politik,  dan  banyak  ditentukan  oleh  co- 
rak  sistem  politiknya.  Fungsi  institusi  politik 
sendiri  menurut  Federico  terdiri  dari  tiga  as- 
pek.  Pertama,  memelihara  keteraturan  yaitu 
memperkuat  norma- norma  dan  menyelesai- 
kan  konflik.  Kediia,  mengurusi  hubungan 
luar  negara;  dan  ketiga,  memberikan  kemu- 
dahan  dan  pelayanan  masyarakat  (Federico, 
1979:  472-475). 

Hampir  senada  dengan  pendapat  di  atas, 
Adam  Smith  juga  menyebut  tiga  tugas  ne- 
gara. Pertama,  tugas  melindungi  masyara- 
kat dari  kekerasan  dan  campur  tangan  ma- 
syarakat merdeka  lainnya.  Kedua,  tugas  me- 
lindungi sejauh  mungkin  tiap  anggota  ma- 
syarakat dari  ketidakadilan  dan  paksaan 
dari  tiap-tiap  anggotanya  yang  lain,  atau  tu- 
gas membuat  satu  administrasi  atau  peme- 
rintahan  yang  adil  dan  mapan.  Ketiga,  tugas 
membentuk  dan  menjaga  pekerjaan  masya- 
rakat tertentu  yang  bukan  merupakan  ke- 
pentingan  bagi  siapa  pun,  atau  sejumlah  ke- 
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cil  orang,  untuk  mendirikan  atau  menjaga- 
nya  (Stepan,  1978:  8-9). 

Charles  E.  Merriam  di  lain  pihak,  menye- 
but  adanya  lima  fungsi  negara:  (1)  keaman- 
an  luar  negeri;  (2)  ketertiban  dalam  negeri; 
(3)  keadilan;  (4)  kesejahteraan  umum;  dan 
(5)  kebebasan  (Budiarjo,  1978:  46). 

Fungsi  yang  lebih  luas  lagi  (menyeluruh) 
dikemukakan  oleh  Bonne:  (1)  menjamin  ke- 
amanan  dan  kemakmuran  bagi  warga  nega- 
ra; (2)  pembentukan  legislasi  dan  perlin- 
dungan  oleh  hukum;  (3)  pemberian  terhadap 
dan  memajukan  bagi  kepentingan  budaya 
dan  material  serta  kebutuhan  bersama  warga 
negara.  Untuk  itu  negara  memerlukan  em- 
pat  sarana  bagi  tercapainya  fungsi  tersebut 
yaitu:  (a)  kekuatan  polisi  dan  militer;  (b)  per- 
adilan  independen;  (c)  pegawai  negeri  (civil 
service)  yang  taat  kepada  negara,  dan  admi- 
nistrasi  keuangan  yang  jujur;  (d)  sistem  cur- 
rency dan  monopoU  persoalan  keuangan 
(Bonne,  1973:  3-4). 

Pandangan  yang  hampir  senada  dengan 
Bonne  tentang  lembaga  kenegaraan  diutara- 
kan  oleh  Donner,  yang  memandang  perlu- 
nya  lima  institusi  bagi  terwujudnya  suatu  ne- 
gara, terutama  dilihat  dari  aspek  pembuatan 
hukum  dan  ketertiban  politik.  Yaitu:  satu 
kelompok  yang  memerintah;  alat  untuk 
mempertahankan  kedudukan  kelompok 
yang  memerintah  dalam  hierarki  politik  un- 
tuk melawan  ancaman  dari  dalam  dan  dari 
luar,  seperti  polisi  dan  militer;  alat  untuk 
mengadili;  alat  untuk  membayar  pelaksana- 
an  fungsi  negara;  serta  institusi  lain  demi  te- 
gaknya  hukum  dan  ideologi  (Donner,  1986). 

Masih  banyak  nuansa  tentang  fungsi  ne- 
gara. Deutsch  mengombinasikan  fungsi  de- 
ngan tipe  negara  ~  pemeliharaan  pola,  pe- 
naklukan  yang  terorganisasi,  mengejar  ke- 


makmuran, kesejahteraan,  dan  fungsi  mobi- 
lisasi  (Deutsch,  1985). 

Dari  berbagai  perspektif  yang  ada,  tam- 
paknya  peranan  negara  di  bidang  ekonomi 
lebih  menonjol.  Dalam  arti  umum,  peranan 
negara  dapat  berbentuk  pemilikan  masyara- 
kat  terhadap  kapital  produksi,  yang  biasa  di- 
sebut  state- owned  enterprise,  atau  campur 
tangan  pada  bidang  tertentu  ekonomi  seperti 
di  Korea  dan  Taiwan  (Caporaso,  1988). 
Teori  kelas,  seperti  telah  disinggung  sepintas 
di  atas,  juga  jelas  menunjukkan  betapa  kuat- 
nya  pengaruh  ekonomi  dalam  anahsis  mere- 
ka.  Bagi  kedua-duanya,  negara  mempunyai 
tiga  fungsi,  yaitu  mengkoordinasikan  ma- 
syarakat  yang  makin  ditandai  oleh  pemba- 
gian  pekerjaan;  fungsi  mengorganisasikan 
produksi,  pertukaran  dan  komunikasi;  dan 
fungsi  pengaturan,  yaitu  reproduksi  "domi- 
nasi"  yang  kumpulan  borjuis  sendiri  tidak 
dapat  menjaminnya,  sehingga  meningkat- 
kan  otonomi  relatif  bagi  negara  (Vielle, 
1988).  Dengan  kata  lain,  keberhasilan  per- 
kembangan  kapitalis  sangat  ditentukan  oleh 
campur  tangan  negara  di  bidang  ekonomi 
(Rueschemeyer  and  Evans,  1986:  44). 

Robin  Murray  (1971)  mengemukakan 
enam  fungsi  negara  ~  yang  berkaitan  dengan 
ekonomi:  menjamin  hak-hak  milik;  hberali- 
sasi  ekonomi;  "orkestrasi"  ekonomi,  yaitu 
pengaturan  siklus  bisnis,  dan  perencanaan 
ekonomi;  pemberian  input  ~  tenaga  kerja, 
tanah,  modal,  teknologi,  infrastruktur  eko- 
nomi dan  input  manufaktur  pada  umumnya; 
campur  tangan  untuk  sensus  sosial;  dan  me- 
ngelola  hubungan  luar  negeri  sistem  kapi- 
talis. Kapitalisme  itu  sendiri  menurut  Alva- 
ter,  sebagaimana  dikutip  Jessop  memerlu- 
kan empat  prasyarat  sosial  yaitu:  penerapan 
kondisi  material  secara  umum  untuk  keper- 
luan  produksi  atau  infrastruktur;  penciptaan 
dan  pengukuhan  (enforcement)  tatanan  hu- 
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kum  borjuis;  pengaturan  konflik  antara  ka- 
pital  dan  upah  buruh;  dan  memajukan  kapi- 
tal  nasional  secara  menyeluruh  dalam  pasar 
dunia  kapitalis  (Jessop,  1982:  91).  Keempat 
prasyarat  ini  juga  cenderung  memperbesar 
fungsi  negara.  Bahkan,  ada  pula  pakar  yang 
berpendapat,  seperti  Colclouch  dan  Manor, 
yang  menyatakan  bahwa  transformasi  yang 
dialami  masyarakat  adalah  hasil  dari  inter- 
vensi  negara  dalam  konteks  sosio-kelemba- 
gaan,  seperti  yang  dianut  oleh  para  institu- 
sionalis  dan  strukturalis  (D' Costa,  1994). 
Bahkan,  di  negara-negara  industri  baru 
(NICs)  terbukti  bahwa  intervensi  negara  da- 
lam ekonomi  diikuti  oleh  sejumlah  prestasi 
atau  keberhasilan  dalam  membangun  eko- 
nomi (Kohli,  1994).  Pemusatan  negara  me- 
rupakan  gejala  umum  di  kawasan  ini.  Seba- 
liknya,  liberalisasi  ekonomi  dan  pohtik  di 
Korea  Selatan  dan  Taiwan  telah  mengurangi 
kemampuan  negara  mengontrol  ekonomi 
dan  politik  (Cotton,  1994). 

Namun,  tidak  semua  pakar  melihat  pe- 
ranan  ekonomi  negara  itu  sebagai  sesuatu 
yang  tetap.  Bahkan  Evans,  pada  tulisannya 
yang  lain,  menegaskan  kalau  pendapat  yang 
bertumpu  pada  hipotesis  bahwa  negara  me- 
rupakan  "aktor  ekonomi"  sudah  ketinggal- 
an  zaman  (anakronisme),  karena  begitu 
aktor  lintas  bangsa  swasta  berkembang  ma- 
ka  aparatur  negara  akan  menjadi  lemah 
(Evans,  1986:  193). 

Teori  yang  menggunakan  pendekatan 
terpusat  pada  negara  (state-centered  ap- 
proach) membagi  fungsi  negara  ke  dalam  ti- 
ga  corak.  Pertama,  pandangan  "Hintzian" 
yang  menganggap  negara  sebagai  penjelma- 
an  kepentingan  unik  orang  yang  menguasai 
negara,  kepentingan  yang  datang  dari  sistem 
geopolitik.  Kedua,  institusionalis  yang  ber- 
pusat  pada  cara-cara,  di  mana  kemampuan, 
struktur  dan  wacana  negara  membentuk  tin- 


dakan  dan  membuat  output  kebijakan  (ne- 
gara sebagai  paksaan  struktural);  dan  ke- 
tiga,  oleh  Skockpol  disebut  concern  Toque- 
villian,  di  mana  negara  membentuk  masya- 
rakat umum  (Steinmetz,  1990:  242). 

Di  negara-negara  sosialis,  negara  menja- 
di alat  bagi  pembangunan  sosial  dan  ekono- 
mi. Bahkan  di  Polandia,  negara  memajukan 
pembangunan  ekonomi  dengan  cepat,  indus- 
triaHsasi,  urbanisasi  dan  kemajuan  sosio- 
budaya  massa  pelebeian  (Reykowski,  1994). 
Para  pakar  sosiologi  politik  Marxis  sejak  ta- 
hun  1970- an  berpendapat  bahwa  negara  ada- 
lah satu  institusi  yang  dipaksa  atau  dihalangi 
baik  oleh  syarat-syarat  struktural  kapitalis- 
me  ataupun  dibentuk  oleh  tuntutan  kelas 
yang  sangat  jelas  (Gilbert  and  Howe,  1991). 

Di  negara  yang  sedang  berkembang,  atau 
lebih  tegasnya  di  Dunia  Ketiga,  peranan  ne- 
gara jauh  lebih  menonjol  daripada  di  be- 
lahan  dunia  "pusat  kapitalis"  atau  pun  di 
negara-negara  sosialis  (O'Donnell,  1980). 
Negara  memainkan  enam  peranan,  yaitu 
menghilangkan  kemiskinan;  meniadakan 
"disposisi"  kekayaan  dan  pendapatan; 
mengakhiri  pemusatan  kekayaan  di  tangan 
segelintir  orang;  mengangkat  standar  hidup; 
meningkatkan  jumlah  melek  huruf  dan  me- 
merangi  kebodohan;  dan  terakhir,  memberi- 
kan  keamanan  bagi  masyarakat  (Singh, 
1986).  Kuatnya  peranan  negara  di  kawasan 
ini  ~  yang  sering  juga  dijuluki  terbelakang  ~ 
telah  berakibat  bagi  timbulnya  rezim  otori- 
tarian,  di  mana  demokrasi  sulit  ditegakkan. 
Kamrava  membagi  sistem  politik  di  Dunia 
Ketiga  menjadi  empat  model:  rezim  prae- 
torian yang  stabil,  multiple  authority  poli- 
ties, quasi/ pseudo  democracies,  dan  sejum- 
lah negara  yang  sedang  menuju  demokrasi 
(Kamrava,  1993).  Sedangkan  di  dalam  sis- 
tem politik  otoritarian-birokratik  industrial, 
negara  mendominasi  kelompok-'kelompok 
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primordial,  agama  dan  ekonomi.  Kekuasaan 
negara  lebih  terpusat  (Andrain,  1988:  7  dan 
27).  Kecuali  itu,  jika  dikaitkan  dengan  pera- 
nan  sentral  negara  di  bidang  ekonomi,  seba- 
gaimana  tampak  dalam  kasus  Afrika,  menu- 
rut  Sahn  dan  Sarris  kuatnya  peranan  negara 
telah  menimbulkan  inefisiensi  ekonomi  dan 
stagnasi  teknologi  (Sahn  and  Sarris,  1994). 

Keseluruhan  uraian  tentang  peranan  ne- 
gara di  atas  mencerminkan  betapa  banyak 
pengaruh  yang  sangat  rentan  terhadap  kedu- 
dukan  masing-masing  negara.  Barangkali 
ada  baiknya  jika  perhatian  kita  alihkan  pada 
pandangan  saintis  murni,  yang  menganggap 
bahwa  perkembangan  suatu  masyarakat  ber- 
gantung  pada  tingkat  pemilikan  ilmu  penge- 
tahuan,  sedangkan  perkembangan  ilmu  pe- 
ngetahuan  ditentukan  oleh  empat  faktor: 
komunitas  ilmiah,  pemerintahan,  organisasi 
internasional,  dan  korporasi  transnasional 
(Kuklinski,  1994).  Di  samping  itu,  sisi  lain 
yang  tidak  boleh  diabaikan  adalah,  bahwa 
politik  dunia  ditentukan  oleh  empat  faktor. 
Pertama,  tekanan  teknologi  modern  dan  sa- 
ling  ketergantungan;  kedua,  politik  kekuasa- 
an; ketiga,  penampilan  keyakinan-diri  setiap 
bangsa;  dan  keempat,  perubahan  sosial 
(Brucan,  1978). 

Realitas  perbedaan  kekuatan  negara  da- 
lam era  globalisasi  telah  membuat  negara 
"kecil'Vlemah  makin  sulit  menghindari  si- 
tuasi  kesalingbergantungan  yang  cenderung 
merugikan  pihak  si  lemah/kecil.  Proteksi 
dan  regionalisme,  termasuk  APEC,  akhir- 
akhir  ini  telah  menjadi  dua  kekuatan  dalam 
melindungi  perkembangan  ekonomi  negara 
dalam  percaturan  politik  internasional.  Da- 
lam konteks  ini,  menurut  Stojanovic  tingkat 
ketergantungan  ditentukan  oleh  beberapa 
komponen  berikut  yaitu:  tingkat  dan  kuali- 
tas  perdagangan,  kepentingan  geografis  dan 
geostrategis,  tingkat  perkembangan  budaya 


dan  teknologi,  perbedaan  ekonomi  dan  dera- 
jat  eksklusivitas  dan  komplementer  dalam 
sistem  ekonomi  negara  atau  kelompok  nega- 
ra-negara;  dan  konstelasi  politik  di  mana 
perimbangan  kekuatan  ditentukan  oleh 
kekuatan-kekuasaan  besar  (Stojanovic, 
1978). 

Pandangan  menyeluruh  mengenai  pera- 
nan negara  yang  diracik  (3ari  berbagai  per- 
spektif  dikemukakan  oleh  D' Costa  (1994), 
yaitu  menjamin  transform asi  ekonomi  dan 
teknologi  dalam  kerangka  kapitalis  (Ger- 
schenkorn),  dengan  mengurangi  ketergan- 
tungan teknologi  (Laux  and  Molot),  memba- 
ngun  kapital  manusia  dan  lembaga  (West- 
phal  and  Amsden),  dan  melakukan  integrasi 
industri  (Hirschman,  Rueschemeyer  and 
Evans). 

Pada  era  modernisasi,  negara  berfungsi 
sebagai  penyimpan  kekuasaan  utama,  wa- 
laupun  kekuasaannya  kurang  memaksa,  le- 
bih rasional,  lebih  sederhana  dan  lebih  "pa- 
ternalistik" ,  bahkan  "maternalistik"  dari- 
pada  pendahulunya  yang  absolutis  (Crook  et 
al.,  1992:  102). 

Dalam  perkembangan  terbaru  atau  sete- 
lah  berakhirnya  Perang  Dingin,  peranan  ne- 
gara di  bidang  ekonomi  semakin  menonjol 
dan  melebihi  masa-masa  sebelumnya.  Me- 
minjam  pendapat  Drucker,  negara  dan  pe- 
merintah  berfungsi  sebagai  master  ekonomi 
kebangsaan  dan  pengawal  iklim  ekonomi 
(Drucker,  1993:  174).  Pemusatan  pada  bi- 
dang ekonomi  tersebut  dapat  dipahami,  se- 
perti  dinyatakan  Kennedy,  mengingat  tan- 
tangan  setelah  Perang  Dingin  beralih  pada 
perlawanan  (rivalry)  ekonomi,  perlombaan 
(race)  teknologi,  dan  berbagai  corak  pepe- 
rangan  komersial  lainnya  (Kennedy,  1993: 
127).  Dunia  kini  dikuasai  oleh  dua  corak  ka- 
pitalisme,  yaitu  kapitalisme  "individual" 
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yang  dipimpin  oleh  Amerika  Serikat  dan 
Inggris,  dan  kapitalisme  "komunitarian"  di 
bawah  kekuasaan  Jerman  dan  Jepang  (Thu- 
row,  1993:  32-9). 

Di  lain  pihak,  masih  dalam  era  pasca 
Perang  Dingin,  para  sarjana  juga  mulai  me- 
lihat  aspek  lain  dari  faktor  dominan  dalam 
hubungan  antarnegara.  Richald  Falk  lebih 
menaruh  perhatian  pada  masalah  keaman- 
an.  Sedangkan  Adibe  dengan  meminjam 
konsep  keamanan  tersebut  lalu  berpendapat 
bahwa  kuatnya  sesuatu  negara  sangat  ber- 
gantung  pada  keamanan  ekonomi,  keaman- 
an demografis,  keamanan  ekologis  atau  ling- 
kungan  dan  keamanan  demokratis.  Dengan 
konsep  ini  Adibe  berpendapat  bahwa  suatu 
negara  dikatakan  lemah  jika  ia  rapuh  basis 
sosiopolitis  dan  mempunyai  kemampuan 
yang  terbatas  untuk  mengerahkan  dan  me- 
nguasai  sumber  kekuasaan  dalam  skala  apa 
pun  (Adibe,  1994). 

Setiap  negara  tentu  mengalami  perubah- 
an.  Menurut  pandangan  "  pasca- Marxis" 
perubahan  tersebut  biasa  terjadi  secara  ber- 
tahap,  setidak-tidaknya  pada  aspek  internal- 
nya  (Pierson,  1984).  Memang  menurut  Rose- 
nau,  negara  merupakan  satu  entitas  yang 
mesti  menyesuaikan  diri,  kegiatannya  juga 
adalah  politik  adaptasi.  Begitu  pula  struk- 
turnya  tak  henti-hentinya  mengalami  "fluk- 
tuasi"  dalam  menjawab  perkembangan  in- 
ternal dan  tantangan  eksternal.  Oleh  karena 
itu,  negara  memerlukan  penyesuaian  struk- 
tural:  ketahanan  ekonominya,  persatuan 
masyarakatnya,  dan  kepastian  policy-nya 
(Rosenau,  1988). 

Dalam  dunia  yang  kian  didominasi  oleh 
kapitalisme,  muncul  pula  bentuk  negara 
yang  oleh  Gadzey  disebut  positive  capitalist 
state,  dengan  ciri-ciri:  memelihara  logika  ka- 
pitalis,  pembangunan  "akar  rumput",  dan 


berorientasi  pasaran  (Gadzey,  1992). 

Dari  berbagai  pandangan  di  atas,  pera- 
nan  negara  dapat  diklasifikasikan  dalam  em- 
pat  kategori  besar,  yaitu  peranan  yang  ber- 
sifat  pengaturan,  peranan  yang  berkaitan 
dengan  kemajuan  ekonomi,  peranan  tentang 
kesejahteraan  sosial  dan  keamanan;  dan  pe- 
ranan untuk  kerja  sama  antarbangsa.  Tetapi 
mengikut  Crook  dan  kawan-kawan,  kedu- 
dukan  penting  negara  sebagai  penjamin  hak- 
hak  sosial  mulai  memudar  (Crook  et  al., 
1992). 

Akhirnya,  tidak  dapat  dibantah  bahwa 
fungsi  atau  peranan  negara  jauh  lebih  rumit 
daripada  yang  pernah  dikonsepkan  oleh 
Engels  dan  Weber  ~  sebagai  lembaga  pemo- 
nopoli  kekerasan  dan  pemungut  pajak  ~  ka- 
rena dalam  kenyataannya  banyak  pula  lem- 
baga swasta  yang  dapat  menjalankan  fungsi 
yang  dulu  hanya  milik  negara  (Van  Winden, 
1983).  Dengan  demikian,  mengkaji  negara 
pun  dituntut  pendekatan  multidisipliner. 
Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  perkem- 
bangan masyarakat  tentu  juga  menentukan 
corak  dinamika  negara,  sebagaimana  misal- 
nya  telah  dikaji  oleh  Eisenstadt  (1985).  Urai- 
an  singkat  ini,  baru  terbatas  pada  usaha 
eksplorasi  awal,  karena  itu  masih  jauh  dari 
sempurna.  Tetapi,  satu  hal  yang  tidak  dapat 
dielakkan  adalah  bahwa  kecenderungan  de- 
mokratisasi  sudah  merupakan  tuntutan  uni- 
versal dalam  setiap  wacana  tentang  fungsi 
negara.  Di  slni  kita  akan  berhadapan  dengan 
kenyataan  bahwa  demokrasi  ternyata  baru 
berkembang  di  dunia  Barat  (Held,  1991).  Di- 
perlukan  budaya  politik  tertentu  untuk  te- 
gaknya  sistem  politik  demokratis  (MuUer 
and  Seligson,  1994).  Tetapi,  dalam  konteks 
globalisasi.  Held  optimistis  dalam  melihat 
perkembangan  demokrasi  (Held,  1993).  Pe- 
nulis  pun  sependapat  dengan  Held,  sebagai 
pamungkas  kata  dari  keseluruhan  uraian  ini. 


EVOLUSI  PERKEMBANGAN  PERANAN  NEGARA 


101 


Bagi  negara  kita,  keperluan  akan  menegak- 
kan  tatanan  demokratis,  walaupun  dapat  di- 
katakan  sebagai  kebutuhan  mendesak,  juga 
akan  mengalami  dua  hambatan  besar  -  kul- 
tural  dan  struktural.  Kekuatan  masyarakat 


seharusnya  dapat  menjadi  satu  tonggak  bagi 
aktualisasi  nilai-nilai  demokrasi,  tetapi  sela- 
lu  berhadapan  dengan  "tembok"  struktural 
yang  melekat  dalam  birokrasi  pemerintahan 
kita. 
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Genealogi  Gagasan  Demokrasi 

di  Indonesia* 


Syamsuddin  Haris 


Pengantar 


TIGA  sistem  politik  yang  berbeda,  ma- 
sing-masing  mengatasnamakan  "de- 
mokrasi", telah  dicoba  ditegakkan 
selama  hampir  setengah  abad  kita  merdeka. 
Segera  sesudah  proklamasi  dicoba  sistem 
Demokrasi  Parlementer  yang  di  kemudian 
hari  bukan  saja  dinilai  "liberal",  melainkan 
juga  "salah"  karena  dianggap  tidak  sesuai 
dengan  tradisi  bangsa  sendiri.  Menjelang 
akhir  1950- an  dicoba  pula  Demokrasi  Ter- 
pimpin,  yang  dirumuskan  Soekarno  dan 
para  pendukungnya  sebagai  demokrasi 
"yang  berkepribadian  Indonesia".  Praktek 
Demokrasi  Terpimpin  ternyata  bukan  saja 
sangat  tidak  demokratis,  melainkan  juga 
cenderung  ke  arah  otoritarianisme.  Pada  ku- 
run  waktu  terpanjang  sesudah  itu  "Demo- 
krasi Pancasila"  pun  diproklamirkan  de- 

*Makalah  yang  diajukan  untuk  Seminar  Nasional 
XI  Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia  (AIPI)  dengan  the- 
ma  "Demokrasi  dan  Demokratisasi  di  Indonesia",  ker- 
ja  sama  AIPI-LIPI,  Jakarta,  25-26  Januari  1994. 


ngan  tekad  hendak  "melaksanakan  Pancasi- 
la dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konse- 
kuen",  dan  sering  kali  diklaim  sebagai  sis- 
tem politik  yang  lebih  demokratis  daripada 
dua  periode  sebelumnya.^ 

Kendati  secara  retorik  dan  "resmi"  se- 
ring dinyatakan  bahwa  "Demokrasi  Panca- 
sila" merupakan  koreksi  total  atas  penye- 
lenggaraan  sistem- sistem  demokrasi  yang 
"menyimpang"  dalam  masa  sebelumnya, 
namun  praktek-praktek  politik  seperempat 
abad  terakhir  memperlihatkan  masih  ber- 
limpahnya  distorsi.  Ironisnya,  distorsi  bu- 
kan saja  terjadi  antara  retorika  dan  praktek, 
melainkan  juga  antara  retorika  yang  satu  de- 
ngan yang  lainnya,  serta  antarpraktek  itu 
sendiri.    Pada  titik  ekstrem,  "Demokrasi 


Lihat  misalnya,  David  Bourchier,  "'Pada  Masa 
Liberal  Timbul  Semacam  Anarki':  The  1950s  in  New 
Order  Ideology  and  Politics" ,  makalah  yang  dipresenta- 
sikan  pada  Conference  on  Indonesian  Democracy  1950s 
and  1990s,  di  Monash  University,  17-20  Desember  1992. 

^Contoh  paling  aktual  mengenai  berbagai  distorsi  ini 
tercermin  dalam  respon  pemerintah  terhadap  Kongres 
Luar  Biasa  (KLB)  Partai  Demokrasi  Indonesia  yang 
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Pancasila"  bahkan  tak  jarang  dikritik  seba- 
gai  mekanisme  kekuasaan  untuk  menyem- 
bunyikan  kecenderungan  praktek-praktek 
a-demokratis  di  dalamnya. 

Realitas  yang  dikemukakan  di  atas  pa- 
ling kurang  berkaitan  dengan  dua  persoalan. 
Pertama,  kecenderungan  kekuasaan  mem- 
pertentangkan  muatan  demokrasi  itu,  antara 
nilai-nilai  yang  dianggap  bersifat  Barat  dan 
yang  "asli",  indigenous.  Akibatnya,  semua 
yang  bersifat  Barat  diharamkan  karena  di- 
anggap "tidak  sesuai  dengan  kepribadian 
bangsa",  "  bertentangan  dengan  budaya  na- 
sional",  "tidak  Pancasilais" ,  dan  seterus- 
nya.  Kecurigaan  dan  "alergi"  yang  berlebih- 
an  terhadap  cara  pengambilan  keputusan 
melalui  voting,  adalah  contoh  paling  aktual 
mengenai  kecenderungan  tersebut.  Seakan- 
akan  mekanisme  demokratis  yang  telah 
disepakati  di  dalam  UUD  1945  itu  merupa- 
kan  "reinkarnasi"  demokrasi  liberal  Barat 
yang  "buruk" 


berlangsung  di  Surabaya,  2-6  Desember  1993.  Menje- 
iang  kongres,  baik  Mendagri,  Menko  Polkam,  maupun 
Panglima  ABRI  menegaskan  bahwa  pemerintah  tidak 
akan  campur  tangan  di  dalamnya.  Tetapi  di  jajaran 
birokrasi  tingkat  bawah,  pengurus-pengurus  cabang 
PDI  di  berbagai  daerah  ditekan  oleh  Kantor  Sospol  se- 
tempat  agar  tidak  memiiih  Megawati  Sukarnoputeri. 
Sejumlah  pengurus  bahkan  disuruh  menandatangani 
teriebih  dahulu  pemyataan  dukungan  terhadap  Budi 
Hardjono,  caion  yang  lebih  "direstui"  pemerintah. 
Yang  lebih  mencolok,  sejumlah  utusan  cabang  "didam- 
pingi"  oleh  aparat  Kantor  Sospol  selama  berada  di  Su- 
rabaya. Lihat  misalnya,  Tempo,  4  dan  11  Desember 
1993,  \ug3i  Kompas,  9  Desember  1993. 

^Yang  menarik  "alergi"  terhadap  voting  itu  melan- 
da  pula  elit  PDI  yang  menjadi  Caretaker  DPP  dalam 
Kongres  Luar  Biasa  di  Surabaya,  2-6  Desember  1993 
yang  lalu.  Dengan  otoriter,  mereka  menolak  keinginan 
floor  untuk  menempuh  cara  voting  dalam  pemilihan 
DPP- PDI.  Padahal  dalam  kampanye  Pemilu  1992  dan 
SU  MPR  1993,  partai  nonpemerintah  ini  dikenal  vokal 
dengan  ide-ide  pembaruan  dan  demokratisasi. 


Kedua,  pada  tataran  akademik,  hampir 
tak  pernah  ada  studi  empirik  mengenai  tum- 
buh  dan  berkembangnya  ide  demokrasi,  se- 
hingga  tak  pernah  jelas  pula,  apakah  me- 
mang  ada  demokrasi  yang  bersifat  "asli". 
Kalau  pun  ada,  apakah  ia  sungguh-sungguh 
berbeda  dan  bertentangan  dengan  demokra- 
si universal  —  yang  sering  dituduh  sebagai 
"Barat",  tidak  juga  jelas.  Hingga  setting 
periode  revolusi,  perhatian  para  sarjana  ber- 
pusat  pada  tumbuhnya  nasionalisme  (Kahin, 
Nagazumi,  Ingleson  —  untuk  menyebut  be- 
berapa),  gerakan  Islam  (Benda,  Noer,  Al- 
fian),  dan  kebangkitan  elit  pergerakan  itu 
sendiri  (van  Niel,  Dahm).  Untuk  periode 
parlementer  dan  terpimpin,  perhatian  sedikit 
beralih  ke  pemberontakan-pemberontakan 
lokal  (Harvey,  Jackson,  Dijk).  Barangkali 
baru  Herbert  Feith  dalam  periode  ini  yang 
benar-benar  tertarik  kepada  praktek- 
praktek  demokrasi,  seperti  tergambar  dalam 
studinya.  The  Decline  of  Constitutional  De- 
mocracy in  Indonesia  {1962) ,  yang  kemudian 
diikuti  monograf  Daniel  S.  Lev  dan  studi  ter- 
baru  Adnan  Buyung  Nasution.^ 

Dalam  kaitan  tersebut  tulisan  ini  menco- 
ba  melihat  pertumbuhan  gagasan  demokra- 
si, khususnya  ide  tentang  partai,  parlemen, 
dan  sistem  pemerintalian.  Setelah  itu  akan 
dicoba  ditelusuri  bagaimana  munculnya 
akar-akar  intelektual  perdebatan  Barat  ver- 
sus "asli"  dalam  pertumbuhan  gagasan  de- 
mokrasi. 


Daniel  S.  Lev,  The  Transition  to  Guided  Demo- 
cracy: Indonesian  Politics  1957- 1959  (Ithaca,  N.Y.: 
Cornell  Modern  Indonesia  Project,  1966). 

'Adnan  Buyung  Nasution,  The  Aspiration  for  Con- 
stitutional Government  in  Indonesia,  a  Socio-legal 
Study  of  the  Indonesian  Konstituante  1 956- 1 959  (Ja- 
karta: Pustaka  Sinar  Harapan,  1992). 
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Ide  Partai  dan  Kebebasan  Berserikat 

Dalam  rangka  pemikiran  demokrasi,  un- 
sur  yang  pertama-tama  tampak  muncul  dari 
perjuangan  kaum  pergerakan  adalah  kesa- 
daran  akan  hak  dan  kebebasan  mengemuka- 
kan  pikiran  dan  pendapat.  Hal  ini  tercermin 
dan  cukup  mencolok  dari  pertumbuhan  pers 
pada  periode  awal  pergerakan.  Di  bawah 
kontrol  yang  ketat  dari  pemerintah  kolonial, 
yang  pertama  dilakukan  elit  pergerakan  bu- 
kanlah  membuat  organisasi,  melainkan 
"membuat  berita"  atau  tepatnya  kebangkit- 
an  dalam  mengemukakan  pikiran  dan  pen- 
dapat, sebagaimana  terlihat  dari  pertum- 
buhan koran  dan  majalah  pada  dekade  awal 
1900-an. 

Sebelum  terbentuknya  Budi  Utomo,  RM 
Tirtoadisurjo  pada  tahun  1906  menerbitkan 
nomor  perdana  mingguan  Medan  Prijaji, 
majalah  bagi  "sekalian  raja- raja,  bangsa- 
wan  asli  dan  pikiran,  priyayi  dan  saudagar 
dbumiputera,  dan  opsir-opsir  serta  saudagar- 
saudagar  dari  bangsa  yang  terperintah  lain- 
nya  yang  dipersamakan  dengan  anak  negeri, 
di  seluruh  Hindia  Olanda".^  Bahkan  sebe- 
lum itu,  1901-1908,  Dr.  Abdoel  Rival  bersa- 
ma  teman  Eropanya  Letnan  Kolonel  Klocker 
Sroussons  menerbitkan  Bintang  Hindia, 
yang  memiliki  edisi  Indonesia  yang  terbit  di 
Batavia.  Menurut  van  Niel,  Bintang  Hindia 
bahkan  merupakan  mingguan  berbahasa 
Melayu  pertama  yang  dibuat  berdasarkan 
konsep  jurnalistik  Barat.  Sayangnya  akibat 
tulisan  Dr.  Rival  yang  bernada  kritik  terha- 
dap  pemerintah  kolonial  dalam  edisi  1907, 
Bintang  Hindia  diberangus  pada  tahun  yang 


^Seperti  dikutip  Deliar  Noer,  Gerakan  Moderen 
Islam  di  Indonesia  1900-1942  (Jakarta:  LP3ES,  1980): 
116-117,  Catalan  kaki  no.  5. 

^Ibid.,  122,  Catalan  kaki  no.  26. 


sama.  • 

Selain  itu,  sebelum  Medan  Prijaji,  telah 
ada  puluhan  penerbitan  pers  berbahasa  Me- 
layu, baik  yang  diterbitkan  oleh  bangsa  Be- 
landa,  Cina  (Tionghoa),  maupun  oleh  bang- 
sa Indonesia  sendiri,  dengan  orientasi  ma- 
sing-masing  pula.  Selama  periode  1861-1907 
misalnya,  E.F.E.  Douwes  Dekker  mencatat 
tidak  kurang  dari  33  buah  penerbitan  pers 
berbahasa  Melayu  yang  diterbitkan  di  12  ko- 
ta  Indonesia  (Batavia,  Bandung,  Bogor, 
Banjarmasin,  Makassar,  Malang,  Manado, 
Padang,  Semarang,  Sibolga,  Surabaya,  dan 
Surakarta),  baik  oleh  orang  Belanda,  Cina, 

Q 

maupun  bumiputera.  Sesudah  itu  bermun- 
culan  berbagai  surat  kabar  maupun  majalah 
yang  merupakan  "corong"  masing-masing 
organisasi  pergerakan.  Serikat  Islam  misal- 
nya tidak  kurang  memiliki  Oetoesan  Hindia 
(yang  terbit  di  Surabaya),  Sinar  Djawa  (Se- 
marang), Pantjaran  Warta  (Betawi),  dan 
Saroetomo  (Surakarta).  Bahkan  Indische 
Partij  yang  berumur  pendek  pun  sempat  me- 
nerbitkan majalah  Het  Tijdschrift  dan  surat 
kabar  De  Expres. 

Betapapun  surat  kabar  dan  majalah  yang 
dikemukakan  itu,  khususnya  yang  terbit 
pada  periode  1861-1907  tidak  seluruhnya 
bersifat  politik,  dan  lebih  penting  lagi  belum 
secara  eksplisit  berbicara  tentang  demokrasi, 
namun  pubHkasi-publikasi  itu  memperlihat- 
kan  dengan  jelas  bahwa  kesadaran  pertama 


Robert  van  Niel,  Munculnya  Elit  Modern  Indonesia 
(Jakarta:  Puslaka  Jaya,  1984):  74. 

'E.F.E.  Douwes  Dekker,  "The  Press"  (1909),  seba- 
gaimana dikutip  oleh  Abdurrachman  Surjomihardjo 
dan  Leo  Suryadinala,  "Pers  di  Indonesia:  Ikhtisar 
Perkembangan  Sampai  1945",  dalam  Beberapa  Segi 
Perkembangan  Sejarah  Pers  di  Indonesia  (Jakarta: 
Deppen  RI-Leknas  LIPI,  1980):  67-68. 

'°Ibid.,  72-74. 
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mengenai  pemikiran  demokrasi  berkaitan 
dengan  kebutuhan  terhadap  hak  dan  kebe- 
basan  mengemukakan  pikiran  dan  penda- 
pat. 

Dalam  periode  sesudah  itu,  koran  dan 
majalah  bahkan  menjadi  media  terpenting 
pertukaran  pikiran  di  antara  elit  pergerakan 
mengenai  soal-soal  kebangsaan  dan  demo- 
krasi. Simaklah  perdebatan  Dr.  Tjipto  Ma- 
ngunkusumo  dengan  RM  Sutatmo  Surioku- 
sumo  yang  berlangsung  di  dalam  Wederop- 
bouw  (1918),  polemik  Soekarno  dan  Haji 
Agus  Salim  di  dalam  harian  Fadjar  Asia 
(1928),  perdebatan  Soekarno  -  Mohammad 
Hatta  melalui  Fikiran  Ra'Jat  dan  Daulat 
Rakjat  (1932-1933),  perdebatan  Hatta  de- 
ngan "si  Rakjat"  via. Daulat  Rakjat  danPer- 
satuan  Indonesia  (1932),  serta  juga  polemik 
Soekarno  -  Mohammad  Natsir  tentang  hu- 
bungan  agama  dan  negara  yang  diterbitkan 
melalui  Pandji  Islam  (1940). 

Salah  satu  faktor  penting  mengapa  dis- 
course intelektual  itu  bisa  berlangsung,  tam- 
paknya  karena  sikap  pemerintah  kolonial 
sendiri  yang  memberikan  toleransi  relatif 
longgar  terhadap  kebebasan  mengemukakan 
pikiran  melalui  tulisan,  Beleid  ini  berhu- 
bungan  dengan  kenyataan  bahwa  pembaca 
koran  dan  majalah  masih  amat  terbatas  di 
lingkungan  masyarakat  terdidik  yang  jum- 
lahnya  relatif  sedikit.  Berbeda  dengan  itu, 
kebijakan  represi  dikenakan  kolonial  apa- 
bila  kaum  pergerakan  melakukan  provokasi 
dan  agitasi,  baik  yang  bersifat  langsung  ke- 
pada  massa  maupun  melalui  organisasi-or- 
ganisasi  pergerakan. 

Karena  itu  tidak  heran  masalah  hak  ber- 
serikat  dan  berkumpul  dan  masalah  perwa- 
kilan  rakyat  menjadi  perhatian  kaum  perge- 
rakan berikutnya.  Soal  pertama  berhubung- 
an  dengan  pembatasan  hak  berserikat  dan 


berkumpul  oleh  pemerintah  kolonial  melalui 
pasal  111  Regeerings-Reglement  (RR,  Per- 
aturan  Pemerintah)."  Masalah  kedua-  yang 
akan  diuraikan  pada  bagian  berikut  dari  tu- 
lisan ini,  berhubungan  dengan  kehadiran 
Volksraad  {Dfwan  Rakyat)  yang  tidak  sesuai 
dengan  keinginan  dan  cita-cita  kaum  perge- 
rakan.'^ 

Tuntutan  kebebasan  berserikat  dan  ber- 
kumpul muncul  bersamaan  dengan  mening- 
katnya  kesadaran  akan  perlunya  perkumpul- 
an  atau  organisasi  bagi  masyarakat  bumi- 
putera.  Meningkatnya  jumlah  mereka  yang 
terdidik,  sebagai  akibat  kebijakan  Politik 
Etis  yang  dicetuskan  pemerintah  kolonial  se- 
jak  1901,  mendorong  sebagian  dari  mereka 
untuk  membentuk  perkumpulan  yang  dapat 
memajukan  masyarakat  pribumi.  Terben- 
tuknya  Budi  Utomo  (1908)  di  Batavia,  In- 
dische  Vereeniging  (1908)  di  Belanda,  Seri- 
kat  Islam  (1911)  dan  banyak  organisasi  per- 
gerakan lainnya  sesudah  itu. 

Tumbuhnya  kesadaran  untuk  berserikat 
itu  begitu  hebat  sehingga  selama  dua  dekade 
pertama  1900- an  beberapa  organisasi  perge- 
rakan harus  berhadapan  dengan  larangan 
berserikat  dan  berkumpul  yang  diatur  pasal 
111  RR.  Pasal  yang  menakutkan  kalangan 
pergerakan  itu  memang  merupakan  senjata 
bagi  pemerintah  kolonial  untuk  membung- 
kam  munculnya  organisasi  yang  bersifat  po- 

"Bunyi  pasal  111  RR  tersebut  adalah:  "Perkumpul- 
an-perkumpulan  atau  persidangan-persidangan  yang 
membicarakan  soal  pemerintahan  (politik),  atau  yang 
membahayakan  keamanan  umum,  dilarang  di  Hindia 
Belanda".  Lihat  dalam  D.M.G.  Koch,  Menudju  Ke- 
merdekaan:  Sedjarah  Pergerakan  Kebangsaan  Indone- 
sia Sampai  1942  (Om  de  Vrijheid  De  Nationalistische 
beweging  in  Indonesie)  (Djakarta:  Jajasan  Pembangun- 
an,  1951):  15. 

'^Deliar  Noer,  "Perkembangan  Demokrasi  Kita", 
dalam  Prisma  (2  Februari  1977):  19-20. 
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litik.  Walaupun  demikian,  adanya  pasal  ter- 
sebut  ternyata  tidak  mengurangi  intensitas 
pergerakan,  khususnya  tuntutan  yang  lebih 
luas  mengenai  hak  berserikat  dan  berkum- 
pul. 

Ketika  pasal  1 1 1  RR  digantikan  oleh  per- 
aturan  baru  yang  bernama  Indische-Regle- 
ment  pada  tahun  1919  --  antara  lain  dalam 
rangka  menyongsong  hadirnya  Volksraad, 
perjuangan  ke  arah  kebebasan  berserikat 
dan  berkumpul  tidak  berkurang.  Organisasi 
pergerakan  kemudian  tidak  hanya  bersifat 
kebudayaan,  agama,  dan  kedaerahan,  tetapi 
juga  bermunculan  organisasi-organisasi  po- 
litik,  dengan  nama  partai.  Polarisasi  organi- 
sasi dan  kepartaian  yang  tumbuh  itu  meng- 
gambarkan  dengan  jelas  ke  arah  mana  cita- 
cita  tentang  partai,  yaitu  kecenderungan  un- 
tuk:  (1)  menciptakan  suatu  sistem  banyak 
partai;  dan  (2)  mempertahankan  basis  dan 
struktur  partai  yang  bersifat  primordial. 

Kecenderungan  itu  tampak  jelas  dari  ke- 
bebasan kaum  pergerakan  memilih  dan  me- 
masuki  partai  yang  dikehendakinya,  bahkan 
kalau  perlu  membentuk  suatu  partai  yang 
sama  sekali  baru.  Karena  itu  suasana  konflik 
acapkali  tak  terhindarkan  di  antara  kaum 
pergerakan  sendiri,  seperti  tergambar  dari 
perpecahan  di  dalam  tubuh  Serikat  Islam, 
baik  antara  SI  Semarang-nya  Semaun  yang 
komunis  dengan  CSI  pada  paroh  kedua  da- 
sawarsa  kedua,  PSII  dengan  PII  (Sukiman) 
maupun  PSII  dengan  Penyedar  (Haji  Agus 
Salim  dan  Abikusno  Tjokrosujoso);  antara 
Partindo-nya  Sartono  dan  PNI  Baru-nya 
Hatta,  setelah  PNI  membubarkan  diri  di 
awal  1930-an;  juga  perpecahan  Fraksi  Na- 
sional  di  dalam  Volksraad,  antara  M.  Husni 
Thamrin  dengan  Muhammad  Yamin. 

Usaha  mempersatukan  atau  paling  ku- 


rang  mengelompokkan  organisasi  dan  par- 
tai-partai  tersebut  hampir  selalu  gagal.  Hal 
itu  terlihat  misalnya  dalam  upaya  golongan 
nasionalis  menyatukan  diri  melalui  Permu- 
fakatan  Perhimpunan  Politik  Kebangsaan 
Indonesia  (PPPKI),  namun  ditentang  keras 
oleh  Hatta;  perpecahan  di  kalangan  pendu- 
kung  Gabungan  Pohtik  Indonesia  (GAPI) 
dan  Majelis  Rakyat  Indonesia  (MRI)  menje- 
lang  akhir  kolonialisme  Belanda;  serta  per- 
pecahan di  kalangan  organisasi-organisasi 
Islam  pada  masa  pendudukan  Jepang,  Ma- 
jelis Islam  A' la  Indonesia  (MIAI).  Paling 
kurang  Soekarno  merupakan  tokoh  yang 
tidak  bosan-bosannya  menyerukan  persatu- 
an,  khususnya  di  kalangan  pergerakan  ber- 
aliran  nasionalis.  Malah  kalau  dicermati  dari 
struktur  pemikiran  yang  tercermin  di  dalam 
tulisan-tulisannya.  Bung  Karno  tampaknya 
lebih  suka  kalau  partai-partai  yang  ada  itu 
"disatukan"  sehingga  hanya  ada  satu  partai 
pelopor.^^  Kegandrungan  Soekarno  ter- 
hadap  suatu  partai  tunggal  tercermin  pula 
di  dalam  sifat  pemikiran-pemikirannya  yang 
cenderung  sinkretis,  menyatukan  berbagai 
unsur  yang  jelas-jelas  berbeda.  Hal  ini  tidak 
saja  terlihat  dalam  tulisan  pertamanya  yang 
monumental,  Nasionalisme,  Islamisme  dan 
Marxisme  (1926),  melainkan  juga  dalam  ga- 
gasannya  mengenai  Pancasila  yang  bisa  di- 
peras  menjadi  Trisila  (sosio-nasionalisme, 
sosio-demokrasi,  dan  Ketuhanan)  dan  Eka- 
sila  (gotong-royong).  Dalam  periode  Demo- 
krasi  Terpimpin,  Soekarno  bahkan  kembali 
menyatukan  berbagai  aliran  yang  berbeda  ke 
dalam  konsepsinya  mengenai  Nasakom  (na- 
sionalis, agama,  dan  komunis). 

'^Soekarno,  Mencapai  Indonesia  Merdeka  (Jakarta: 
Yayasan  Pendidikan  Sukarno  dan  Yayasan  Idayu, 
1982),  37-38.  Tulisan  yang  sama  dimuat  pula  dalam 
kumpulan  karangan  Soekarno,  Dibawah  Bendera  Revo- 
lusi.  djilid  pertama  tjetakan  kedua  (Djakarta:  Panitya 
Penerbit  Dibawah  Bendera  Revolusi,  1963):  257-324. 
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Selain  Soekarno  yang  relatif  eksplisit,  ba- 
rangkali  hanya  Sutatmo  Suriokusumo  dan 
Supomo  yang  secara  tersirat  mengemukakan 
perlunya  suatu  partai  yang  "terpimpin".  Su- 
tatmo berbicara  tentang  perlunya  pemimpin 
atau  seorang  bapak/ayah  yang  berlaku  se- 
bagai  seorang  pandito  yang  bijaksana,  tem- 
pat  semua  anggota  keluarga  "meminta  pe- 
tunjuk".  Bagi  Sutatmo,  demokrasi  hanya 
dapat  diwujudkan  dengan  kebijaksanaan 
sang  pandito-ratu,  dan  "demokrasi  tanpa 
kearifan  adalah  bencana bagi  kita  semua".''* 
Sementara  Soepomo  dalam  pidato  tanggal 
31  Mei  1945  di  Sidang  BPUPKI  mengemu- 
kakan gagasannya  mengenai  "negara  inte- 
gralistik,  negara  yang  bersatu  dengan  selu- 
ruh  rakyatnya,  yang  mengatasi  seluruh  go- 
longan-golongannya  dalam  lapangan  apa- 
pun".'^  Kendati  secara  tersurat  tidak  dike- 
mukakan,  kepemimpinan  sang  pandito  yang 
bijak  dan  keutuhan  negara- rakyat  dalam 
konsep  integralistik,  bagaimana  pun  mem- 
butuhkan  satu  golongan,  bagian,  atau  pun 
satu  partai  yang  berlaku  sebagai  "partai 
negara". 

Bagaimana  ide  tentang  basis  partai  sebe- 
narnya  sudah  terlihat  di  dalam  polarisasi 
dan  pengelompokan  partai  yang  cenderung 
mengikuti  struktur  sosial  masyarakat  Indo- 
nesia sendiri.  Basis  yang  kemudian  diidenti- 
fikasi  oleh  Clifford  Geertz  sebagai  bersifat 
"aliran"  ini/^  menjadi  salah  satu  sumber 

'''Sutatmo  Suriokusumo,  Sabdo  Pandito  Ratoe 
(1920)  sebagaimana  dikutip  Takashi  Shiraishi,  "'Satria' 
vs  'Pandita':  Sebuah  Debat  dalam  Mencari  Identitas", 
dalam  Akira  Nagazumi,  ed.,  Indonesia  dalam  Kajian 
Sarjana  Jepang  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 
1986):  158-187. 

'^Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan  Undang- 
Undang  Dasar  1945,  djiiid  pertama  (Djakarta:  Jajasan 
Prapantja,  1959):  113. 

"Tentang  politik  yang  bersifat  "aliran",  lihat  Clif- 
ford Geertz,  "The  Integrative  Revolution,  Primordial 


konflik  politik,  baik  pada  periode  Demokra- 
si Parlementer  maupun  menjelang  dan  sela- 
ma  masa  Demokrasi  Terpimpin.  Pengelom- 
pokan masyarakat  dengan  demikian  cende- 
rung mengikuti  garis  perbedaan  sosial- ke- 
agamaan,  sehingga  partainya  orang  santri 
berbeda  dengan  partainya  kelompok  masya- 
rakat abangan  maupun  priyayi. 

Dari  sudut  lain  berkembangnya  kecende- 
rungan  untuk  mempertahankan  basis  politik 
berdasarkan  garis  perbedaan  sosial  ini  tam- 
paknya  dari  dua  soal.  Pertama,  basis  dan 
sistem  kepartaian  yang  dianut  oleh  kerajaan 
Belanda  «endiri  yang  berdasarkan  garis  per- 
bedaan ideologis  sehingga  menjadi  contoh 
terdekat  bagi  kaum  pergerakan,  apalagi  bagi 
mereka  yang  pernah  belajar  di  negara  kolo- 
nial  tersebut.  Bahkan  sejumlah  partai  yang 
berdiri  pada  periode- periode  awal  pergerak- 
an justru  adalah  partai-partai  yang  sebenar- 
nya  merupakan  "cabang"  dari  partai  yang 
sama  di  negeri  Belanda,  seperti  ISDP  yang 
sosialis  dan  ISDV  yang  cenderung  menganut 
komunisme.  Kedua,  bagaimana  pun  kesa- 
daran  yang  bersifat  kebangsaan  adalah  ke- 
sadaran  yang  muncul  dan  "ditemukan"  ke- 
mudian, setelah  sentimen  dan  loyalitas  yang 
bersifat  primordial  bisa  dieliminir.  Karena- 
nya  wajar-wajar  saja  jika  yang  pertama  dan 
terutama  muncul  sebagai  basis  pengelom- 
pokan partai  adalah  garis  perbedaan  secara 
primordial,  karena  identitas  kultural  itu  te- 
lah  melekat  pada  setiap  masyarakat  tradi- 
sional  di  negara- negara  baru. 

Kendati  demikian,  toh  masih  juga  tersisa 
pertanyaan  penting.  Mengapa  elit  pergerak- 
an yang  menjadi  anggota  Dokuritsu  Zumbi 
C/ioi'aAra/ (BPUPKI)  cenderung  "diam  saja" 


Sentiment  and  Civil  Politics  in  New  States",  dalam 
Geertz,  ed.,  Old  Societies  and  New  States  (New  York: 
The  Free  Press,  1963). 
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ketika  soal  kemerdekaan  berserikat  dan  ber- 
kumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan 
dan  tulisan  diputuskan  untuk  "ditetapkan 
dengan  undang-undang"?'^  Apakah  kaum 
pergerakan  sendiri  masih  ragu  dengan  apa 
yang  mereka  cita-citakan  sebelumnya? 

Walaupun  sistem  banyak  partai  yang 
dianut  dalam  periode  Demokrasi  Parlemen- 
ter  sebagian  bersumber  dari  wacana  Hatta,'^ 
dia  sendiri  sebenarnya  kecewa  dengan  prak- 
tek  kepartaian  dalam  periode  tersebut.  Di 
dalam  tulisannya  Demokrasi  Kita,  Hatta 
mengungkapkan:^^  "Partai  yang  pada  hake- 
katnya  alat  untuk  menyusun  pendapat 
umum  secara  teratur,  agar  supaya  rakyat  be- 
lajar  merasa  tanggung  jawabnya  sebagai  pe- 
mangku  negara  dan  anggota  masyarakat 
--  partai  itu  dijadikan  tujuan  dan  negara 
menjadi  alatnya".  Bagi  Hatta,  sistem  kepar- 
taian yang  berkembang  dalam  era  Demokra- 
si Parlementer  sebenarnya  sudah  menyim- 
pang  dari  tujuan  yang  hendak  dicapai  de- 
ngan dikeluarkannya  Maklumat  3  Novem- 
ber 1945  yang  ditandatanganinya.  Bahkan 
menurutnya,  kepentingan  rakyat  bukan  saja 


Seorang  ahli  hukum  bahkan  melihat  bahwa  peru- 
musan  pasal  28  UUD  1945  itu  sebenarnya  "tidak  mem- 
berikan  jaminan  apa  pun  atas  hak  kebebasan".  Lihat 
Adnan  Buyung  Nasution  dalam  Laporan  Seminar  De- 
mokratisasi:  Implementasi  Pasal  27  dan  28  UUD  1945 
(Jakarta:  LP3ES,  1993):  16. 

'*Tetapi  menurut  pengakuan  Hatta,  inisiatif  untuk 
membuat  Maklumat  3  November  itu  datang  dari  Amir 
Sjarifuddin,  Menteri  Pertahanan,  yang  kemudian  dise- 
tujui  kabinet.  Menurut  Amir,  hal  itu  diperlukan  untuk 
menegaskan  perbedaan  dengan  masa  Jepang  yang  tidak 
membenarkan  adanya  partai,  serta  untuk  memperli- 
hatkan  kepada  dunia  luar  bahwa  Indonesia  menganut 
paham  demokrasi.  Lihat  Deliar  Noer,  Mohammad  Hat- 
ta: Biografi  Politik  (Jakarta:  LP3ES,  1990):  492. 

^'Mohammad  Hatta,  Demokrasi  Kita  (Djakarta: 
Pustaka  Antara  PT,  1966):  15.  Penebalan  adalah  tam- 
bahan. 


dikalahkan  oleh  kepentingan  partai  dan  go- 
longan,  melainkan  juga  menjadikan  partai- 
partai  yang  ada  tersebut  tidak  bermoral.^^ 

Cita-cita  tentang  Parlemen 

Aspek  demokrasi  lain  yang  memperoleh 
perhatian  luas  di  kalangan  pergerakan  ada- 
lah cita-cita  mengenai  badan  perwakilan 
rakyat  atau  parlemen.  Jauh  sebelum  Volks- 
raad  terbentuk,  Comite  Bumiputera  yang  di- 
dirikan  oleh  "tiga  serangkai"  Douwes  Dek- 
ker,  Dr.  Tjipto  Mangunkusumo  dan  Suwar- 
di  Suryaningrat,  telah  mengingatkan  peme- 
rintah  kerajaan  Belanda  agar  membentuk 
suatu  badan  perwakilan  sejati.  Dalam  kaitan 
tersebut  komite  juga  menghimbau  pemerin- 
tah  supaya  pasal  1 1 1  RR  yang  membatasi  ke- 
bebasan berbicara  dihapus  terlebih  dahulu.^' 

Di  kalangan  pergerakan  Islam,  Serikat 
Islam  merupakan  organisasi  yang  paling  vo- 
kal  menuntut  diadakannya  suatu  parlemen 
sejati.  Dalam  Kongres  Nasional  pertama 

(1916)  di  Bandung,  Ketua  CSI  HOS  Tjokro- 
aminoto  diserahi  tugas  untuk  membuat  ren- 
cana  mengenai  kedudukan  dewan  perwakil- 
an rakyat  dari  pusat  sampai  daerah.  Setahun 
kemudian,  dalam  Kongres  Nasional  kedua 

(1917)  di  Jakarta,  kembali  soal  dewan  per- 
wakilan rakyat  mendapat  perhatian  peserta, 
di  samping  soal-soal  demokrasi  lainnya  se- 
perti  masalah  desentralisasi  pemerintahan, 
hak  pemilihan,  soal  kemerdekaan  bergerak 
dan  pembelaan  negeri.  Melalui  kongres  ter- 
sebut SI  juga  memutuskan  untuk  ikut  serta 
dalam  Volksraad  dan  bertekad  untuk:  "ber- 
angsur-angsur  memperbesar  kekuasaan 
Volksraad  sampai  menjadi  Dewan  Rakyat 


"Deliar  Noer,  Mohammad  Hatta,  493. 
^'D.M.G.  Koch,  Menudju  Kemerdekaan,  52. 
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yang  sebenar-benarnya,  yang  anggota-ang- 
gotanya  terus  dipilih  oleh  rakyat". 

Begitu  besarnya  obsesi  terhadap  pemben- 
tukan  suatu  parlemen  sejati,  sehingga  hanya 
enam  bulan  sesudah  sidang  Volksraad  perta- 
ma  dibuka  oleh  Gubernur  Jenderal  van  Lim- 
burg  Stirum,  Tjokroaminoto  yang  mewakili 
SI  mengajukan  mosi,  menuntut:  (1)  hak  pi- 
lih  penuh  dan  langsung  pada  rakyat;  (2)  hak 
penuh  parlemen  sebagai  badan  legislatif; 
dan  (3)  sistem  parlementer  di  mana  peme- 
rintah  bertanggung  jawab  kepada  parle- 
men.Munculnya  mosi  ini  berkaitan  de- 
ngan  kekecewaan  SI  terhadap  kewenangan 
Volksraad  yang  hanya  terbatas  sebagai  "ba- 
dan penasehat"  belaka,  dan  struktur  keang- 
gotaan  yang  belum  mencerminkan  parlemen 
sejati.^"* 

Ketika  kaum  pergerakan  yang  bersikap 
nonkoperasi  di  luar  Volksraad  diberangus, 
dan  pemerintah  sendiri  makin  konservatif, 
kaum  pergerakan  di  dalam  dewan  ini  justru 
meningkatkan  aktivitas  mereka.  Fraksi  Na- 
sional  yang  dipimpin  Moh.  Husni  Thamrin, 
misalnya,  tidak  hanya  mempersoalkan  pe- 
nangkapan  dan  razia  terhadap  tokoh-tokoh 
PNI,  tetapi  juga  menuntut  pemerintah  mem- 
perhatikan  sikap  politik  rakyat  yang  meng- 
hendaki  kemerdekaan  secepatnya.  Pada  per- 
tengahan  1936  Sutardjo  Kartohadikusumo 


Lihat  Amelz,  HOS  Tjokroaminoto:  Hi'dup  dan 
Perdjuangannja  (Djakarta:  Bulan  Bintang,  tanpa  ta- 
hun):  106-108. 

^■'Lihat  M.  Djody  Gondokusumo  dan  Amelz,  Par- 
lemen Indonesia  (Djakarta:  Bulan  Bintang,  1951):  7-8; 
juga  Deliar  Noer,  Pengantar  ke  Pemikiran  Politik,  edisi 
baru  (Jakarta:  CV  Rajawali,  1983):  216. 

^Dari  39  orang  anggota  (termasuk  ketua)  pada 
Volksraad  pertama,  19  orang  di  antaranya  (48,7%)  di- 
angkat  dan  24  orang  (61,5%)  berasal  dari  bangsa  Be- 
landa,  Eropa  dan  Timur  Asing.  Lihat,  DMG  Koch,  Me- 
nudju  Kemerdekaan:  66. 


mengajukan  petisi  yang  menghendaki  Indo- 
nesia bersatu  dengan  Nederland  dalam  suatu 
perhubungan  dua  bagian  kerajaan  yang  sa- 

25 

ma  derajatnya.  Tapi  bagi  kalangan  perge- 
rakan, apa  yang  dimajukan  dalam  Petisi  Su- 
tardjo tersebut  dianggap  sebagai  langkah 
mundur  dibandingkan  dengan  apa  yang  di- 
tuntut  oleh  Tjokroaminoto  tahun  1918. 

Ketidakpuasan  terhadap  tuntutan  Sutar- 
djo itulah  tampaknya  antara  lain  yang  ke- 
mudian  melahirkan  mosi  Gabungan  Politik 
Indonesia  (GAPI).  Substansi  tuntutan  GAPI 
pada  dasarnya  masih  sama  dengan  mosi  Tjo- 
kroaminoto 20  tahun  sebelumnya,  hanya  sa- 
ja  memang  lebih  mendetail  dan  terperinci. 
Mosi  GAPI  ini  di  antaranya  menghendaki 
terbentuknya  suatu  parlemen  dua  kamar 
yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat,  dan  meru- 
pakan  suatu  badan  tertinggi  yang  membuat 
undang-undang  dalam  negara.  Selain  itu 
mosi  juga  menggarisbawahi  sistem  pemerin- 
tahan  parlementer,  di  mana  yang  bertang- 
gungjawab  ialah  menteri-menteri,  sementara 
menteri-menteri  sendiri  diangkat  oleh  kepala 
negara  atas  permufakatan  parlemen.^^ 

Apa  yang  sesungguhnya  hendak  dikemu- 
kakan  dari  uraian  di  atas  adalah  bahwa  ide 
atau  gagasan  mengenai  badan  perwakilan 


Gondokusumo  dan  Amelz,  Parlemen  Indonesia: 
13-14. 

^^Mohammad  Natsir  misalnya,  jelas-jelas  bergem- 
bira  setelah  mendengar  petisi  Sutardjo  ditolak  oleh  pe- 
merintah kolonial,  karena  baginya  isi  petisi  itu  tidak  se- 
suai  dengan  cita-cita  pergerakan  rakyat.  Lihat,  Natsir, 
"Di  Sekitar  Petisi  Sutardjo",  dalam  Panji  Islam,  De- 
sember  1938,  seperti  dimuat  kembali  dalam  Capita  Se- 
lecta,  cetakan  ketiga  (Djakarta:  Bulan  Bintang,  1955): 
269-273. 

^^Lihat  A.K.  Pringgodigdo,  Sejarah  Pergerakan 
Rakyat  Indonesia  (Jakarta:  Dian  Rakyat,  1980):  147- 
148;  mengenai  GAPI  ini  lihat  pula,  Gondokusumo  dan 
Amelz,  Parlemen  Indonesia. 
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rakyat  sebenarnya  lahir  sebagai  akibat  keke- 
cewaan  terhadap  substansi  Dewan  Rakyat 
yang  tak  lebih  sebagai  "komidi  omong". 
Karena  itu  bisa  dipahami  mengapa  Herbert 
Feith  beranggapan  bahwa  hampir  tidak  ada 
ide  tentang  perwakilan  politik  dalam  keselu- 
ruhan  pemikiran  orang  Indonesia  mengenai 

28 

demokrasi. 

Di  luar  Gedung  Volksraad,  ide  tentang 
perwakilan  politik  bagi  rakyat  berkembang 
secara  amat  terbatas  antara  lain  di  lingkung- 
an  elit  Pendidikan  Nasional  Indonesia  (PNI 
Baru)  yang  didirikan  Mohammad  Hatta. 
Melalui  brosur,  pidato,  dan  tulisan-tulisan- 
nya,  khususnya  di  majalah  sepuluh-harian 
Daulat  Rakyat  yang  diterbitkannya,  Hatta 
menyebarluaskan  pemikirannya  tentang  de- 
mokrasi bagi  Indonesia  merdeka. 

Bagi  Hatta,  apa  yang  disebut  Volksraad 
itu  "bukan  parlemen,  bukan  Dewan  Rak- 
yat" .^^  Dewan  tersebut  baginya  bahkan  bu- 
kan saja  "tidak  berguna",  melainkan  juga 
berbahaya  bagi  politik  sendiri  karena  ia 

30 

"mengelabui  mata  rakyat  kita".  Parle- 
men, menurut  Hatta,  harus  dipilih  dari  dan 
oleh  rakyat,  dan  bekerja  untuk  rakyat,  dan 
ia  merupakan  badan  tempat  pemerintah  ber- 
tanggungjawab  atas  kebijaksanaan  dan  per- 
buatannya."'^ 


Herbert  Feith,  The  Decline  of  the  Constitutional 
Democracy  in  Indonesia  (Ithaca,  N.Y.:  Cornell  Uni- 
versity Press,  1962). 

^'Mohammad  Hatta,  "Sedikit  Pemandangan  ten- 
tang Pidato  G.G.  Baru  di  muka  Volksraad",  dalam 
Daulat  Rakyat,  30  Oktober  1931. 

■'"Mohammad  Hatta,  "Non-Cooperasi  Bukan  Non- 
aksi",  didlam  Daulat  Rakjat,  10  November  1932. 

^'Lihat  Deliar  Noer,  Mohammad  Hatta  Biogrqfi  Po- 
litik (Jakarta:  LP3ES,  1990):  55. 


Pemikiran  Hatta  tentang  lembaga  perwa- 
kilan rakyat  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ga- 
gasannya  mengenai  demokrasi  yang  bertolak 
dari  konsep  kerakyatan  dan  kedaulatan  rak- 
yat. Dalam  suatu  keterangan  mengenai  asas 
dan  tujuan  PNI  Baru  yang  didirikannya  ber- 
judul  "Ke  Arah  Indonesia  Merdeka",  Hatta 
mengemukakan  pandangannya  mengenai 
demokrasi  yang  diperlukan  bangsa  Indone- 
sia, yang  berbeda  dengan  demokrasi  liberal 
Barat.  Mengenai  apa  yang  dimaksudkannya 
dengan  kedaulatan  rakyat,  Hatta  mengemu- 
kakan dalam  edisi  pertama  Daulat  Rakjat 
bahwa  "kedaulatan  itu  tidak  pada  raja  dan 
tidak  pula  pada  segolongan  kaum  hartawan 
yang  terkecil  atau  kaum  cerdik-pandai,  me- 
lainkan pada  rakyat  yang  banyak".^^  Se- 
dangkan  mengenai  kaitan  kerakyatan  dan 
kedaulatan  rakyat  Hatta  menulis: 

"Asas  kerakyatan  mengandung  arti  bahwa  kedau- 
latan ada  pada  rakyat.  Segala  hukum  (recht,  per- 
aturan-peraturan  negeri)  haruslah  bersandar  pada 
perasaan  keadilan  dan  kebenaran  yang  hidup  dalam 
hati  rakyat  yang  banyak,  dan  aturan  penghidupan 
haruslah  sempurna  dan  berbahagia  bagi  rakyat  ka- 
lau  ia  beralasan  kedaulatan  rakyat.  Asas  kedaulatan 
rakyat  inilah  yang  menjadi  sendi  pengakuan  oleh 
segala  jenis  manusia  yang  beradab,  bahwa  tiap-tiap 
bangsa  mempunyai  hak  menentukan  nasib  sendiri ... 
Pendek  kata,  rakyat  itu  daulat  alias  raja  atas  diri- 
nya.  Tidak  lagi  orang  seorang  atau  sekumpul  orang 
pandai  atau  satu  golongan  kecil  saja  yang  memutus- 
kan  nasib  rakyat  dan  bangsa,  melainkan  rakyat  sen- 
diri. Inilah  arti  kedaulatan  rakyat. "^^ 

Bagi  Hatta,  kedaulatan  rakyat  yang  dise- 
barluaskannya  melalui  PNI  Baru  bukanlah 
sesuatu  yang  asing  bagi  rakyat  Indonesia, 
karena  cita-cita  tersebut  tersusun  di  atas  de- 


^^Daulat  Rakjat,  no.  1  Tahun  I,  20  September  1931. 

"Mohammad  Hatta,  "Ke  Arah  Indonesia  Merde- 
ka", diterbitkan  kembali  dalam  Mohammad  Hatta, 
Kumpulan  Karangan  (Djakarta,  Amsterdam,  Surabaja: 
Penerbitan  dan  Balai  Buku  Indonesia,  1953):  66-67. 
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mokrasi  tua  atau  demokrasi  asli  yang  telah 
ada  di  desa-desa  di  tanah  air.  Namun  de- 
mikian  jika  hanya  mengandalkan  kepada  de- 
mokrasi tua  yang  ada  di  desa-desa  tradisio- 
nal  Indonesia  saja,  maka  kedaulatan  rakyat 
yang  sesungguhnya  tidak  akan  dapat  dica- 
pai.  Dalam  pandangan  Hatta,  apa  yang  dise- 
but  demokrasi  tua  di  desa-desa  itu  benar-be- 
nar  hanya  terbatas  pada  tingkat  desa,  karena 
pada  tingkat  yang  lebih  tinggi  yang  berlaku 
adalah  pemerintahan  otokrasi,  di  mana  yang 
berdaulat  bukan  rakyat,  melainkan  "Tuan- 
ku"  atau  para  raja.^^  Karena  itu  dalam  ba- 
yangannya  suatu  badan  perwakilan  haruslah 
merupakan  pilihan  rakyat,  dan  wakil-wakil 
rakyat  tersebut  kemudian  memilih  anggota- 
anggota  pemerintahan  (menteri).  Memperte- 
gas  apa  yang  dimaksudkannya,  Hatta  me- 
ngemukakan  bahwa  asas  atau  prinsip  ke- 
daulatan rakyat  itu  justru  terlihat  dalam  sua- 
tu pemerintahan  rakyat  yang  dilakukan  me- 
lalui  perantaraan  badan-badan  perwakilan. 
Selanjutnya  Hatta  mengatakan: 

"Indonesia  Merdeka  haruslah  suatu  Republik,  yang 
bersendi  kepada  pemerintahan  rakyat,  yang  dilaku- 
kan dengan  perantaraan  wakil-wakil  rakyat  atau 
Badan-badan  Perwakilan.  Dari  wakil-wakil  atau  da- 
ri  dalam  Badan-badan  Perwakilan  itu  terpilih  ang- 
gota-anggota  Pemerintah  yang  menjalankan  kekua- 


^■^Menurut  Hatta  ada  tiga  sifat  utama  demokrasi  asli 
yang  menjadi  fondasi  bagi  perumahan  Indonesia  mer- 
deka. Pertama,  cita-cita  rapat  yang  hidup  dalam  sanu- 
bari  rakyat  Indonesia  dari  zaman  dahulu  sampai  seka- 
rang.  Cita-cita  rapat  berkaitan  dengan  dasar  pemerin- 
tahan rakyat.  Kedua,  cita-cita  massa-protes,  yaitu  hak 
rakyat  untuk  membantah  segaia  peraturan  yang  diang- 
gap  tidak  adil.  Di  sini  terkait  cita-cita  kebebasan  ber- 
gerak  dan  berkumpul.  Dan  ketiga,  cita-cita  tolong-me- 
nolong,  yang  berkaitan  dengan  dasar  perekonomian  ko- 
perasi.  Di  daiamnya  terkandung  asas  kolektivitet/ 
kolektivitas  yang  bersifat  desentralisasi,  di  mana  tiap- 
tiap  bagian  berhak  menentukan  nasibnya  sendiri.  Lihat, 
ibid.,  75-76. 

"ibid.,  74-75. 


saan  negara.  Dan  pemerintah  ini  senantiasa  takiuk 
kepada  kemauan  rakyat,  yang  dinyatakan  atau  oleh 
Badan-badan  Perwakilan  Rakyat  atau  dengan  refe- 
rendum, keputusan  rakyat  dengan  suara  yang  di- 
kumpulkan."^* 

Salah  satu  benang  merah  terpenting  dari 
pemikiran  Hatta  mengenai  badan  perwakil- 
an rakyat  yaitu  bahwa  dewan  tersebut  harus 
benar-benar  bisa  mengontrol  dan  mengawasi 
pihak  eksekutif,  karena  di  situlah  implemen- 
tasi  kedaulatan  rakyat  yang  sesungguhnya. 
Komitmen  terhadap  hal  ini  dikemukakan 
kembali  oleh  Hatta  dalam  rapat-rapat 
BPUPKI  menjelang  proklamasi  kemerdeka- 
an.  Dalam  rapat  pembahasan  Undang-Un- 
dang  Dasar  tanggal  15  JuH  1945,  misalnya, 
Hatta  sekali  lagi  mengetengahkan  perlunya 
suatu  badan  perwakilan  yang  kuat  di  mana 
kabinet  atau  menteri- menteri  bertanggung- 

37 

jawab  kepadanya. 

Pemikiran  mengenai  posisi  parlemen 
yang  kuat  tetap  dianut  Hatta  walaupun  ke- 
mudian dia  harus  terpisah  dari  Soekarno 
yang  cenderung  makin  otoriter  ketika  mema- 
suki  era  Demokrasi  Terpimpin.  Hal  ini  terli- 
hat terutama  ketika  Hatta  dengan  terbuka 
mengecam  Soekarno  melalui  brosur  yang  di- 
tulisnya,  Demokrasi  Kita,  pada  tahun  1960. 
Dalam  tulisan  yang  kemudian  diterbitkan 
ijnajalah  Pandji  Masjarakat  tersebut  Hatta 
mengecam  Soekarno  yang  dengan  gampang- 
nya  membubarkan  parlemen  hasil  Pemilu 
1955.  Bagi  Hatta,  kesalahan  Demokrasi  Par- 
lementer  bukanlah  pada  parlemennya:  "Ka- 
binet jatuh  karena  kelemahan  dari  dalam, 
bukan  karena  votum  dalam  Dewan  Perwa- 
kilan Rakyat.  Berkali-kali  pemerintah 
mengundurkan  diri,  tetapi  belum  ada  yang 
jatuh  di  muka  parlemen  karena  salah  satu 

^*Hatta,  Kumpulan  Karangan,  177. 
^'Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan,  360-361. 
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votum  tidak  percaya".  Sebaliknya  menu- 
rut  Hatta,  sumber  persoalan  Demokrasi  Par- 
lementer  adalah  karena  para  politisi  terlan- 
jur  menganggap  partai  sebagai  tujuan  dan 
negara  menjadi  alatnya.  Selain  itu,  "bagi  be- 
berapa  golongan  [yang]  menjadi  partai  pe- 

39 

merintah  berarti  'membagi  rezeki  . 

Sementara  itu  dalam  bayangan  Soekar- 
no,  badan  perwakilan  rakyat  merupakan 
suatu  tempat  di  mana  di  dalamnya: 

"duduk  utusan-utusan  dari  seluruh  rakyat,  zonder 
memperbedakan  keyakinan.  Utusan-utusan  dari 
kaum  yang  100%  rasa  ke-Islam-annya,  utusan- 
utusan  dari  kaum  Keristen,  dari  kaum  yang  tiada 
agama,  dari  kaum  intelektuil,  kaum  dagang,  kaum 
tani,  kaum  buruh,  kaum  pelajaran  ~  pendek  kata 
utusan-utusan  dari  seluruh  tubuhnya  bangsa,  dari 
seluruh  tubuhnya  natie.'"*^ 

Ketika  mengajukan  pemikirannya  ten- 
tang  dasar  negara  dalam  sidang  BPUPKI 
tanggal  1  Juni  1945,  Soekarno  mengemuka- 
kan  badan  perwakilan  yang  dicita-citakan 
itu  dibangun  di  atas  prinsip  permusyawarat- 
an  perwakilan.  Oleh  karena  itu,  golongan 
Islam  -  yang  menjelang  akhir  1930- an  ber- 
beda  pendapat  dengan  Soekarno  mengenai 
hubungan  agama  dan  negara,  Soekarno  me- 
ngajak: 

"...  marilah  kita  bekerja  sehebat-hebatnya,  agar 
supaya  sebagian  yang  terbesar  daripada  kursi-kursi 
Badan  Perwakilan  Rakyat  yang  kita  adakan,  didu- 
duki  oleh  utusan-utusan  Islam  ...  Ibaratnya  Badan 
Perwakilan  Rakyat  100  orang  anggotanya,  marilah 
kita  bekerja,  bekerja  sekeras-kerasnya,  agar  supaya 
60,  70,  80,  90  utusan  yang  duduk  dalam  perwakilan 
rakyat  ini  orang  Islam,  pemuka-pemuka  Islam.  De- 


^^Mohammad  Hatta,  Demokrasi  Kita  (Djakarta: 
Pustaka  Antara  PT,  1966):  13-14. 

"ibid.,  14. 

"^"Saya  Kurang  Dinamis",  Pandji  Islam,  1940, 
dimuat  kembali  dalam  Soekarno,  Dibawah  Bendera 
ReVolusi,  451. 


ngan  sendirinya  hukum-hukum  yang  keluar  dari  Ba- 
dan Perwakilan  Rakyat  itu  hukum  Islam  pula.""" 

Selanjutnya  Bung  Karno  mengatakan:  "Da- 
lam perwakilan  nanti  ada  perjuangan  sehe- 
bat-hebatnya. Tidak  ada  satu  staat  yang  hi- 
dup  betul-betul  hidup,  jikalau  di  dalam  ba- 
dan perwakilannya  tidak  seakan-akan  ber- 
golak  mendidih  kawah  Candradimuka,  ka- 

lau  tidak  ada  perjuangan  paham  di  dalam- 
nya" .^^ 

Sepintas  lalu  terlihat  bahwa  Soekarno 
mencita-citakan  suatu  parlemen  yang  dina- 
mis, di  mana  di  dalamnya  tercermin  per- 
juangan yang  hebat  dari  para  anggota  yang 
mewakili  rakyat  pemilihnya.  Dengan  kata 
lain,  tidak  berbeda  dengan  Hatta,  dia  juga 
mengangankan  suatu  parlemen  yang  ber- 
daulat  atas  pemerintah,  sehingga  para  men- 
teri  kabinet  bertanggungjawab  kepadanya, 
Tetapi  kalau  naskah  sidang-sidang  BPUPKI 
sebagaimana  disusun  Muhammad  Yamin  di- 
baca  kembali,  cita-cita  Soekarno  tentang  ba- 
dan perwakilan  rakyat  sebenarnya  amat  ber- 
beda dengan  Hatta.  Dalam  rapat  besar 
BPUPKI  tanggal  15  Juli  1945  misalnya. 
Bung  Karno  mengemukakan  pendiriannya 
antara  lain: 

"Tidaklah  saya  telah  menyitir  perkataan  Jaures 
yang  menyatakan  bahwa  di  dalam  liberalisme,  ma- 
ka  parlemen  menjadi  rapat  raja-raja,  di  dalam  li- 
beralisme tiap-tiap  wakil  yang  duduk  sebagai  ang- 
gota di  dalam  parlemen  berkuasa  seperti  raja?  Kaum 
buruh  yang  menjadi  wakil  dalam  parlemen  pun  ber- 
kuasa sebagai  raja.  Dia  bisa  menggugurkan  ran- 
cangan-rancangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Dia 
bisa  menggugurkan  minister-minister  daripada  sing- 
gasananya  ...  Inilah  konflik  dalam  kalbu  liberalisme 
yang  telah  menjelma  dalam  parlementaire  demokra- 


si bangsa-bangsa  Eropa  dan  Amerika." 
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""Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan,  74-75. 
"•^Ibid.,  75. 

''^Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan,  296. 
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Apa  yang  ingin  ditegaskan  Soekarno  da- 
lam  pemikirannya  itu  adalah  penolakannya 
terhadap  paham  individualisme  di  dalam 
suatu  sistem  parlementer.  Seperti  dikatakan- 
nya:  "jikalau  kita  betul-betul  hendak  men- 
dasarkan  negara  kita  kepada  paham  keke- 
luargaan,  paham  tolong-menolong,  paham 
gotong-royong  dan  keadilan  sosial,  enyah- 
kanlah  tiap-tiap  pikiran,  tiap-tiap  paham  in- 
dividuaHsme  dan  liberahsme  daripada- 
nya".'^ 

Apa  yang  hendak  dikemukakannya  di 
sini  adalah  bahwa  cita-cita  tentang  parlemen 
itu  tampaknya  bukan  hanya  cenderung  ber- 
beda  antara  Hatta  dan  Soekarno,  melainkan 
juga  kurang  terperinci.  Kendati  demikian 
dari  segi  substansi  gagasan,  baik  Tjokroami- 
noto,  Hatta  maupun  tuntutan  Indonesia  Ber- 
parlemen  dari  GAPI,  tampaknya  mencita- 
citakan  suatu  parlemen  yang  anggota-anggo- 
tanya  dipilih  oleh  rakyat  secara  langsung, 
mempunyai  kekuasaan  legislatif  penuh,  dan 
sebagai  tempat  menteri-menteri  kabinet  ber- 
tanggungjawab.  Hanya  saja  GAPI  lebih 
menghendaki  suatu  parlemen  dua  kamar,  se- 
dangkan  Hatta  dan  Tjokroaminoto  tidak 
pernah  menyinggung  soal  itu. 

Mengapa  demikian?  Dalam  kaitan  ini, 
represi  dan  tekanan  kolonial  pada  periode 
Dewan  Rakyat,  dan  suasana  perang  pada 
saat  sidang-sidang  BPUPKI,  merupakan 
faktor-faktor  yang  tidak  memungkinkan  hal 
itu  terwujud.  Karena  itu  barangkah  bisa  di- 
pahami  mengapa  segenap  anggota  BPUPKI 
cenderung  menerima  saja  rancangan  Panitia 
Kecil  yang  diketuai  Supomo  mengenai  parle- 
men yang  kekuasaannya  tidak  saja  amat  ter- 
batas,  tetapi  juga  yang  susunannya  harus 
"ditetapkan  dengan  undang-undang".  Hasil 
sidang  yang  kemudian  disahkan  menjadi 

■"ibid.,  297. 


naskah  konstitusi  pada  18  Agustus  1945  me- 
mang  tidak  membuahkan  suatu  sistem  par- 
lementer. Dengan  demikian  sebenarnya  hasil 
itu  lebih  dekat  dengan  apa  yang  dicita-cita- 
kan  Soekarno.  Mengenai  parlemen,  naskah 
yang  disepakati  tersebut  antara  lain  hanya 
menyebut  bahwa  "Susunan  Dewan  Perwa- 
kilan  Rakyat  ditetapkan  dengan  undang- 
undang",  sehingga  tidak  jelas  pula  apakah 
anggotanya  dipilih,  diangkat,  gabungan  ke- 
duanya,  atau  terserah  kepada  siapa  yang  le- 
bih berkuasa  dalam  membuat  UU. 

Oleh  karena  itu  ketika  ~  atas  desakan 
"golongan  Sjahrir"  ~  terjadi  perubahan 
status  KNIP  dari  semacam  "pembantu"  ba- 
dan  eksekutif  menjadi  badan  legislatif,  yang 
berarti  pula  perubahan  dari  sistem  presiden- 
sil  kepada  sistem  parlementer,  tak  lama  se- 
sudah  merdeka,  dan  Soekarno  ternyata  setu- 
ju  dengan  perubahan  itu,'^^  muncul  sejumlah 
pertanyaan  yang  tak  terhindarkan.  Misalnya 
saja,  mengapa  Soekarno  begitu  mudah 
memberi  kesempatan  kepada  Hatta  dan  go- 
longan Sjahrir  untuk  mengubah  naskah  kon- 
stitusi yang  telah  disepakati  sehari  sesudah 
proklamasi?  Mengapa  para  anggota  BPU- 
PKI dan  PPKI  yang  telah  menyepakati  nas- 
kah UUD  1945  tidak  berupaya  memperta- 
hankan  pikiran  tentang  parlemen  yang  telah 
tertuang  di  dalamnya?  Atau,  mengapa  se- 
cara kebetulan  Soekarno  "berada  di  luar 
kota"  pada  momentum  perubahan  yang 
amat  penting  itu,  sehingga  Maklumat  yang 
berisi  perubahan  penting  tersebut  "hanya" 
ditandatangani  oleh  Hatta  selaku  Wakil  Pre- 
siden.  Terlepas  dari  benar  tidaknya  fakta 
bahwa  Soekarno  memang  tidak  berada  di 
Jakarta,  adalah  suatu  kemungkinan  yang 
amat  rasional  apabila  alasan  "di  luar  kota" 

'''Persetujuan  Soekarno  antara  lain  diungkapkan 
oleh  HaUa  dalam  Memoir  (Jakarta:  Tintamas,  1982): 
480. 
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itu  diperlukan  Soekarno  untuk  menghindari 
tanggung  jawab  (atas  perubahan)  yang  sebe- 
narnya  kurang  disetujuinya.  Apalagi  meng- 
ingat  begitu  gigih  Soekarno  mempertahan- 
kan  pendiriannya  yang  menolak  sistem  par- 
lementer  dalam  sidang-sidang  BPUPKI  yang 
lewat. 

Hanya  saja,  baik  dalam  pemikiran  HOS 
Tjokroaminoto,  GAPI,  Hatta,  maupun  Soe- 
karno belum  begitu  jelas,  struktur  parlemen 
semacam  apa  yang  mereka  cita-citakan  bagi 
Indonesia  merdeka.  Artinya,  apakah  struk- 
tur perwakilannya  atas  dasar  kepentingan, 
aliran-ideologi,  golongan,  atau  kelas  sosial, 
hampir  tidak  pernah  dikemukakan  dalam 
masa  pergerakan.  Yang  secara  implisit  se- 
ring  muncul  dan  dikemukakan  adalah 
bahwa  parlemen  yang  dicita-citakan  itu  ber- 
isi  wakil-wakil  partai  yang  dipilih  langsung 
oleh  rakyat  melalui  pemilu.  Akibatnya,  elit 
nasional  cenderung  hanya  meniru  demokrasi 
konstitusional  yang  berkembang  dan  dikem- 
bangkan  Belanda,  yang  menempatkan  per- 
bedaan  dan  pertentangan  ideologi  sebagai 
basis  perwakilan  politik.'*^ 

Cita-cita  Sistem  Pemerintahan 

Sepanjang  dua  dekade  pertama  abad  ini 
hampir  tak  pernah  terungkap  apa  sesung- 
guhnya  yang  dibayangkan  elit  pergerakan 
mengenai  wujud  Indonesia  pasca-kolonial. 
Baru  pada  paroh  kedua  dekade  ketiga  1900- 
an,  dengan  terbentuknya  organisasi-organi- 
sasi  nasionalis  yang  bersifat  nonkooperasi 
seperti  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI), 
cita-cita  merdeka  dan  berdiri  sendiri  secara 
terpisah  dari  Nederland  dirumuskan  secara 
jelas.  Walaupun  demikian,  menjelang  ber- 


Feith,  The  Decline,  41. 


akhirnya  dasawarsa  ini  kaum  nasionalis, 
khususnya  Soekarno,  mendapat  tantangan 
dari  golongan  Islam  seperti  tercermin  dalam 
polemiknya  dengan  Haji  Agus  Salim  dan 
Mohammad  Natsir. 

Sebelum  bersilang  pendapat  dengan  Nat- 
sir,  Soekarno  sebenarnya  sudah  mempunyai 
dasar-dasar  pemikiran  sendiri  mengenai  ne- 
gara  nasional  yang  bersifat  demokratis  bagi 
Indonesia  merdeka  di  kemudian  hari.  Dalam 
tulisannya  dalam  majalah  Fikiran  Ra'jat 
(1932),'*^  Bung  Karno  mengemukakan  bah- 
wa demokrasi  yang  dicita-citakannya  adalah 
suatu  sistem  demokrasi  yang  tidak  saja  ber- 
sifat politik  seperti  di  Barat,  melainkan  juga 
mencakup  ekonomi.  Dalam  hubungan  ini 
Bung  Karno  menolak  demokrasi  Barat  yang 
hanya  bersifat  politik,  karena  demokrasi 
yang  begitu  "hanyalah  demokrasi  parlemen 
sahaja".  Melalui  karangannya  Mewcapa/ //?- 
donesia  Merdeka  (1933)  Soekarno  kembali 
mengemukakan  kelemahan  demokrasi  Barat 
yang  bersumber  dari  Revolusi  Perancis  de- 
ngan semboyannya  yang  terkenal,  liberte, 
egalite  dan  fraternite  (kemerdekaan,  persa- 
maan  dan  persaudaraan). 

Penolakan  Soekarno  terhadap  demokra- 
si Barat  tampaknya  berkaitan  dengan  keti- 
daksetujuannya  terhadap  sistem  parlementer 
yang  akan  dihasilkannya.  Dalam  bayangan 
Soekarno  sistem  demokrasi  parlementer 
hanya  menguntungkan  kaum  borjuis  saja  se- 
mentara  kaum  proletar  tetap  saja  menderi- 
ta.'*^  Kepincangan  demokrasi  parlementer 
Barat  menurut  Soekarno:  "di  lapangan  poli- 
tik rakyat  adalah  raja,  tetapi  di  lapangan 
ekonomi  tetaplah  ia  budak"."*^  Selain  itu 

''^Soekarno,  "Demokrasi-Politik  dan  Demokrasi- 
Ekonomi",  da.\am Dibawah  Bendera  Revolusi,  171-176. 

'''ibid.,  318-319. 

"'ibid.,  585. 
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menurutnya,  "Parlemen  boleh  mengambil 
putusan  apa  sahaja,  parlemen  boleh  memu- 
tuskan  sapi  menjadi  kuda,  tetapi  parlemen 
tidak  boleh  mengarubiru  'milik  pribadi'  itu 
...  milik  pribadi,  tetaplah  ia  junjung  tinggi 
sebagai  satu  pusaka  yang  keramat".^^ 

Dari  segi  penolakan  terhadap  Barat, 
Hatta  sebenarnya  tidak  berbeda  dengan  Soe- 
karno.  Juga  sama  dengan  Soekarno,  Hatta 
memandang  bahwa  kekurangan  demokrasi 
liberal  di  Barat  adalah  karena  terlalu  domi- 
nannya  prinsip  individualisme,  sehingga  de- 
mokrasi hanya  berlaku  secara  politik  saja. 
Namun  lebih  jelas  dari  Soekarno,  Hatta  me- 
ngemukakan  dasar-dasar  yang  diperlukan 
untuk  mengembangkan  suatu  sistem  demo- 
krasi yang  tidak  seluruhnya  bersifat  politik 
tersebut.  Asas  atau  pijakan  yang  dimaksud 
Hatta  itu  adalah  kedaulatan  rakyat,  yang  se- 
benarnya tidak  asing  bagi  rakyat  Indonesia, 
karena  tiga  sifat  utama  yang  dikandungnya, 
yaitu  cita-cita  rapat,  cita-cita  protes  massa, 
dan  cita-cita  tolong  menolong  telah  dikenal 
dalam  demokrasi  tua  di  tanah  air  kita.^'  De- 
mokrasi tua  tersebut  menurut  Hatta  ada 
pada  desa-desa  Indonesia,  bukan  pada  ting- 
kat  pemerintahan  di  atasnya.  Walaupun  de- 
mikian,  segera  Hatta  mengingatkan  bahwa, 
pertama,  demokrasi  tua  pada  tingkat  desa 
yang  dimaksudkannya  bukanlah  sebagaima- 
na  yang  ditemukannya  dalam  tradisi  Mi- 
nangkabau.  Sebab  dalam  pandangan  Hatta, 
tradisi  yang  tercermin  di  dalam  pepatah 
"Kemanakan  beraja  ke  mamak  ~  maijiak 
beraja  ke  penghulu  ~  penghulu  beraja  ke 
mufakat"  itu  bukan  didasarkan  kepada  mu- 

fakat  rakyat,  melainkan  mufakat  penghulu 
52 

saja.    Kedua,  dengan  berasaskan  demokra- 
'°Ibid.,  586. 

"Mohammad  Hatta,  Kumpulan  Karangan,  75-76. 

""Demokrasi  Asli  Indonesia  dan  Kedaulatan  Rak- 
yat", dalam  Daulat  Rakjat,  no.  12,  10  Januari  1932, 


si  asli  atau  tua  tidak  berarti  bahwa  Indonesia 
merdeka  bisa  dibangun  hanya  di  atas  dasar 
itu.  Menurut  Hatta  demokrasi  asli  yang  di- 
kemukakannya  itu  adanya  pada  tingkat 
desa,  sebab  di  atas  itu  yang  berlaku  bukan 
daulat  rakyat,  melainkan  daulat  Tuanku.  Se- 
lain  itu,  dasar-dasar  demokrasi  desa  tersebut 
terlalu  sederhana  untuk  susunan  pemerin- 
tahan bagi  Indonesia  merdeka  yang  begitu 
luas  dan  majemuk. 

Menurut  Hatta,  di  dalam  cita-cita  rapat 
dan  cita-cita  massa  protes  dapat  dibangun 
demokrasi  ekonomi,  sedangkan  di  dalam  ci- 
ta-cita tolong  menolong  bisa  menjadi  dasar 

53 

demokrasi  ekonomi.  Walaupun  menolak 
individualisme  pada  demokrasi  Barat,  na- 
mun menurut  Hatta  asas  kolektivisme  yang 
dimaksudnya  "Bukan  kolektivisme  yang 
berdasar  sentralisasi  (satu  pimpinan  dari 
atas),  melainkan  desentralisasi,  yaitu  tiaph 
tiap  bagian  berhak  menentukan  nasibnya 
sendiri"  seperti  "sifat  hak  ulayat  atas  ta- 
nah" bukan  negeri  seumumnya  yang  berhak 
"melainkan  desa".^'* 

Kalau  dicermati  dengan  seksama,  Hatta 
sesungguhnya  tidak  menolak  sistem  demo- 
krasi parlementer  seperti  Soekarno.  Sebalik- 
nya  Hatta  justru  menghendaki  suatu  demo- 
krasi di  mana  rakyat  yang  benar-benar  me- 
miliki  kedaulatan,  dan  itu  hanya  bisa  ber- 
kembang  di  dalam  sistem  parlementer.  Se- 
lain  itu  yang  ditolak  Hatta  pada  demokrasi 
Barat  adalah  asas  individualisme  yang  berle- 
bihan,  sehingga  tidak  ada  lagi  perlindungan 
bagi  pemilikan  bersama.  Oleh  karena  itu  un- 
tuk mengurangi  "cacat"  pada  demokrasi 
Barat  itu,  dia  mengemukakan  perlunya  asas 

diterbitkan  kembali  dalam  Kumpulan  Karangan,  82,  li- 
hat  catatan  kaki. 

"ibid.,  76. 

"ibid. 
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kolektivisme  dikembangkan  dalam  demo- 
krasi  ekonomi.  Juga  berbeda  dengan  Soe- 
karno,  Hatta  hampir  tidak  pernah  memper- 
soalkan  hak-hak  dasar  individual  rakyat  da- 
lam berpolitik  seperti  kemerdekaan  ber- 
suara,  berserikat  dan  berkumpul. 

Perbedaan  Soekarno  dan  Hatta  dalam 
memandang  sistem  pemerintahan  demokrasi 
makin  tampak  dalam  sidang-sidang  BPU- 
PKI  sejak  akhir  Mei  1945.  Dalam  sidang- 
sidang  yang  hendak  merumuskan  konstitusi 
bagi  Indonesia  merdeka  tersebut,  Soekarno 
lebih  condong  kepada  pemikiran  integralis- 
me  atau  paham  negara  kekeluargaan  seperti 
dikemukakan  Supomo  ketimbang  suatu  su- 
sunan  pemerintahan  parlementer.  Dalam  si- 
dang-sidang tersebut  Hatta  bukan  saja  mem- 
peringatkan  agar  hak-hak  individu  lebih  di- 
jamin,  tetapi  juga  bahaya  yang  mengancam 
di  balik  ide  negara  kekeluargaan  Supomo. 
Mengenai  hal  itu  Hatta  antara  lain  mengata- 
kan:  "Hendaklah  kita  memperhatikan  sya- 
rat-syarat  supaya  negara  yang  kita  bikin, 
jangan  menjadi  negara  kekuasaan.  Kita 
menghendaki  negara  pengurus  ...  [Karena 
itu]  janganlah  kita  memberikan  kekuasaan 
yang  tidak  terbatas  kepada  negara  untuk 
menjadikan  di  atas  negara  baru  itu  suatu  ne- 
gara kekuasaan"  .^^ 

Selain  itu,  dalam  sidang  yang  berlang- 
sung  pada  malam  harinya,  beberapa  kali 
Bung  Hatta  mengemukakan  perlunya  suatu 
sistem  pemerintahan  di  mana  para  menteri 
bertanggungjawab  kepada  parlemen,  seperti 
pernah  dikemukakannya  pada  tahun  1930- 
an: 

"...  ada  baiknya  kalau  di  sini  diadakan  kemungkin- 
an,  bahwa  Minister  atau  Menteri  bertanggungja- 
wab, sebab  kedua-duanya  sama  menjalankan  ke- 
kuasaan membuat  undang-undang.  Tambahan  lagi 


Muhammad  Yamin,  Naskah  Persiapan,  299-300. 


tanggung  jawab  itu  ada  penting  dalam  gerakan  kita, 
dalam  susunan  negara  kita,  supaya  yang  memegang 
departemen  betul-betul  adalah  pemimpin  rakyat, 
dengan  tidak  mempunyai  tanggung  jawab  yang 
kuat,  menjalar  dalam  pemerintahan  negara."'* 

Di  sisi  lain  Supomo  yang  dipihh  Soekar- 
no menjadi  ketua  Panitia  Kecil  Perancang 
UUD  1945  bertahan  pada  gagasannya  me- 
ngenai negara  integralistik  sebagaimana  di- 
kemukakannya sejak  pidato  tanggal  31  Mei 
1945,  yaitu: 

"negara  yang  bersatu  dengan  seluruh  rakyatnya, 
yang  mengatasi  seluruh  golongan-golongannya  di 
dalam  lapangan  apapun  ...  maka  pada  dasarnya 
tidak  akan  ada  dualisme  'staat  dan  individu',  ti- 
dak akan  ada  pertentangan  antara  susunan  'staat 
dan  susunan  hukum  individu',  tidak  akan  ada  dual- 
isme 'Staat  und  staatsfreie  Gesellschaft',  ...  oleh 
karena  individu  tidak  lain  ialah  suatu  bagian  orga- 
nik  dari  staat,  yang  mempunyai  kedudukan  dan  ke- 
wajiban  tersendiri  untuk  turut  menyelenggarakan 
kemuliaan  staat 

Lalu,  dari  mana  Supomo  sendiri  mem- 
peroleh  inspirasi  tentang  negara  kekeluarga- 
an? Sebab  bagaimana  pun,  ide  mengenai  ne- 
gara integrahstik  inilah  sesungguhnya  yang 
cenderung  mewarnai  naskah  UUD  1945  se- 
perti yang  kemudian  disepakati  dalam  si- 
dang PPKI  sehari  setelah  proklamasi. 

Kalau  ditelusuri  ke  belakang,  ide  negara 
kekeluargaan  sebenarnya  bersumber  dari  ga- 
gasan  bersatunya  hamba  dan  tuan  (jum- 
buhing  kawula-gusti)  dalam  pemikiran  tra- 
disional  Jawa  mengenai  susunan  negara 
ideal.  Menurut  konsep  tersebut,  kehidupan 
negara  atau  kerajaan  yang  tenteram  dan  se- 
jahtera  hanya  dapat  dicapai  bila  kawu/a  dan 
gusti  bersatu,  sebagaimana  menyatunya  ma- 


Ibid.,  361. 
Ibid.,  113-114. 
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nusia  dengan  Sang  Pencipta.  Pemikiran 
yang  berkembang  di  Jawa  pada  abad  ke-16 
sampai  19  ini  kemudian  dianut  dan  dikem- 
bangkan  pula  oleh  Sutatmo  Suriokusumo 
pada  periode  awal  pergerakan.  Sutatmo, 
mengibaratkan  negara  sebagai  sebuah  ke- 
luarga,  di  mana  sang  ayah  yang  berlaku  se- 
bagai kepala  keluarga  dianggap  identik  de- 
ngan kedudukan  kepala  negara. 

Atas  dasar  pemikiran  ini  Panitia  Kecil 

yang  dipimpin  Supomo  maupun  Panitia  Pe- 

rancang  UUD  yang  diketuai  Soekarno  me- 

nolak  sistem  parlementer,  "karena  ini  ada- 

lah  sistem  liberale  democrasi  yang  sudah  kita 

tolak".  Dan  "dengan  menolak  aliran  pikir- 

an  individualisme,  kita  menolak  pula  sistem 
59 

liberale  democrasi". 

Di  dalam  sidang-sidang  BPUPKI  sendiri 
sebenarnya  tidak  banyak  anggota  yang  me- 
ngemukakan  pikiran  yang  senada  dengan 
Hatta,  kecuali  yang  terpenting  di  antaranya 
barangkali  Muhammad  Yamin.  Mayoritas 
anggota  tampaknya  bersetuju  saja  dengan 
apa  yang  dirancangkan  Supomo.  Di  sam- 
ping  itu,  ketika  PPKI  membicarakan  kem- 
bali  naskah  rancangan  Panitia  Kecil  sehari 
setelah  proklamasi,  faktor  keterdesakan 
waktu  selalu  diingatkan  Soekarno  selaku 
pimpinan  sidang  saat  itu.^°  Akibatnya, 
waktu  dan  kesempatan  yang  tersedia  bagi  se- 
genap  anggota  PPKI  untuk  berdiskusi  lebih 
luas  dan  mendalam  amat  terbatas. 

Lalu,  mengapa  Soekarno,  hanya  sekitar 
dua  bulan  sesudah  proklamasi  begitu  "suka- 
rela"  membiarkan  berlangsungnya  sistem 


Lihat,  Soemarsaid  Moertono,  Negara  dan  Usaha 
Bina-Negara  di  Jawa  Masa  Lampau  (Jakarta:  Yayasan 
Obor  Indonesia,  1985):  terutama  bab  II,  17-64. 

"ibid.,  362. 

"''Muhammad  Yamin,  Naskah,  410. 


pemerintahan  parlementer,  padahal  UUD 
1945  yang  telah  disepakati  mengatur  sebuah 
sistem  pemerintahan  presidensil? 

Untuk  sebagian  penjelasannya  bisa  dite- 
lusuri  kembali  dari  studi  Bernhard  Dahm 
mengenai  tokoh  proklamator  ini.^'  Menurut 
Dahm,  pemikiran  dan  perilaku  politik  Soe- 
karno dipengaruhi  oleh  tiga  faktor,  yaitu 
pertama,  keyakinannya  terhadap  sindrom 
Jayabaya,  kedua,  cara  berpikirnya  yang  sin- 
kretis,  dan  ketiga,  kesetiaan  yang  tinggi  ter- 
hadap idenya  sendiri.  Melalui  mitos  Jaya- 
baya, Soekarno  percaya  dan  juga  meyakin- 
kan  massa  pendukungnya  bahwa  suatu  saat 
akan  datang  seorang  "Ratu  Adil"  yang 
akan  menyelamatkan  kehidupan  manusia 
dari  penderitaan,  kesengsaraan  dan  penin- 
dasan.  Ketika  kharisma  HOS  Tjokroamino- 
to  merosot  dan  massa  beralih  mengelu-elu- 
kannya,  Soekarno  hadir  dan  tampil  sebagai 
personifikasi  sang  "Ratu  Adil"  itu. 

Personifikasi  itulah  tampaknya  yang 
ingin  dipertahankan  Soekarno  sebagai  kepa- 
la negara  atau  presiden,  sehingga  tidak  men- 
jadi  persoalan  benar  baginya,  apakah  sistem 
pemerintahan  yang  dianut  itu  parlementer 
atau  presidensil.  Peran  selaku  simbol  dan 
pemersatu  itu  tampaknya  benar-benar  dinik- 
mati  Soekarno  sampai  berlangsung  pemilu 
pertama  pada  tahun  1955.  Oleh  karena  itu 
ketika  gejala  perpecahan  dan  keutuhan  na- 
sional  tidak  terhindarkan  dan  kedudukan- 
nya  selaku  simbol  pemersatu  terancam  men- 
jelang  akhir  1950-an,  Soekarno  dengan  se- 
gera  kembali  kepada  idenya  sendiri  yang  me- 
mungkinkannya  berkuasa  secara  penuh. 

Kendati  demikian  sebagai  suatu  ide  atau 
gagasan,  Demokrasi  Terpimpin  bukanlah  se- 
suatu  yang  baru.  Akar-akar  geneologisnya 

Bernhard  Dahm,  Sukarno  dan  Perjuangan  Kemer- 
dekaan  (Jakarta:  LP3ES,  1987). 
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dapat  ditemukan  dalam  pemikiran  Sutatmo 
Suriokusumo  (1888-1924)  mengenai  "ma- 
nunggal[nya]  demokrasi  dan  kepemimpin- 
an".  Menurut  Sutatmo,  agar  tercapai  ma- 
syarakat  "sama  rata  dan  sama  rasa"  tanpa 
merusak  tata-tentrem-karta-raharja,  demo- 
krasi harus  disertai  kebijaksanaan,  yaitu  de- 
mokrasi dan  kebijaksanaan  (democratie  en 
wijsheid).  Kebijaksanaan  itu  sendiri  hanya 
bisa  datang  dari  sang  pandito  yang  telah  me- 
lakukan  tapa  brata,  dan  sang  pandito  itulah 
yang  memimpin  keluarga  atau  negara.  Me- 
nurut Sutatmo,  "demokrasi  tanpa  kebijak- 
sanaan adalah  bencana  bagi  kita  semua".^^ 

Melalui  Demokrasi  Terpimpin,  Soekarno 
tampaknya  ingin  memperoleh  pembenaran 
kultural  atas  gagasannya  itu  sehingga  legiti- 
masi  politik  atas  sistem  presidensil  bisa  di- 
peroleh  kembali.  Seperti  diketahui,  salah 
satu  misi  "demokrasi  dan  kebijaksanaan"- 
nya  Sutatmo  adalah  menghidupkan  kembali 
asas  masyarakat  asli  yang  dianggap  telah  di- 
rusak  oleh  kehadiran  kolonial.  Ini  berarti 
bahwa  melalui  himbauan  kultural  yang  sama 
Soekarno  juga  berharap  bahwa  masyarakat 
Indonesia  akan  lebih  memilih  gagasannya, 
karena  lebih  "asli"  ketimbang  sistem  parle- 
menter  yang  bersifat  Barat.  Berbagai  pidato 
Soekarno  menjelang  akhir  1950- an  dan  ta- 
hun-tahun  pertama  1960- an  sangat  diwarnai 
oleh  mobilisasi  ideologis  yang  memanfaat- 
kan  relativisme  kultural  semacam  ini. 

Demokrasi  Barat  vs  "Asli" 

Dari  uraian  di  atas  tampak  dengan  jelas 
bahwa  kaum  pergerakan  hampir  tidak  per- 

^^Kenji  Tsuchiya,  "Perjuangan  Taman  Siswa  dalam 
Pendidikan  Nasional",  dalam  Akira  Nagazumi,  ed.,  In- 
donesia, 206. 

"ibid.,  206-207. 


nah  mempersoalkan,  apakah  suatu  aspek  de- 
mokrasi bersumber  dari  Barat  atau  semata- 
mata  merupakan  produk  lokal.  Soekarno 
memang  berkali-kali  menyatakan  penolak- 
annya  terhadap  demokrasi  Barat  yang  diang- 
gapnya  hanya  bersifat  politik.  Tetapi  dari 
sudut  historis,  penolakan  itu  sesungguhnya 
lebih  merupakan  upaya  penciptaan  dis- 
course (wacana)  yang  berbeda  dengan  kolo- 
nial. Wacana  berbeda  bukan  hanya  diperlu- 
kan  dalam  rangka  mobilization  of  meaning 
menentang  kolonial,^  melainkan  juga  guna 
merontokkan  legitimasi  pemerintah  Hindia 
Belanda. 

Dilihat  dari  pertumbuhan  ide  tentang 
partai,  lagi-lagi  kecuali  Soekarno  dan  secara 
longgar  juga  Supomo  serta  Sutatmo  Surio- 
kusumo, tak  seorang  pun  menghendaki  pem- 
batasan  kebebasan  berserikat.  Sebaliknya 
arus  utama  gagasan  mengenai  partai  justru 
lebih  menghendaki  pola  banyak  partai  ke- 
timbang pengelompokan  atasnya,  apalagi 
partai  tunggal.  Kendati  demikian  hampir  tak 
seorang  pun  kaum  pergerakan  memperten- 
tangkannya  sebagai  ide  yang  berasal  dari 
Barat.  Sistem  banyak  partai  dikehendaki 
atas  dasar  kenyataan  obyektif  masyarakat 
Indonesia  sendiri  yang  amat  heterogen. 

Oleh  karena  itu  dilihat  dari  sudut  pan- 
dang  ini,  pembatasan  kebebasan  berserikat 
yang  dilakukan  pemerintah  Demokrasi  Ter- 
pimpin ~  dan  kemudian  diikuti  oleh  Orde 
Baru,  pada  dasarnya  merupakan  "perubah- 
an"  atas  ide  tentang  partai  yang  diperjuang- 
kan  kaum  pergerakan.  Dengan  begitu,  sebe- 
narnya  tak  ada  yang  "asli"  pada  praktek  ke- 
partaian,  baik  yang  dikembangkan  rezim 

^Mengenai  konsep  ini  lihat  Mochtar  Pabottinggi, 
"Nationalism  and  Egaiitarianism  in  Indonesia  1908- 
1980",  disertasi  Ph.D  pada  Department  of  Political 
Science,  University  of  Hawaii,  Manoa,  1991,  khususnya 
Chapter  VIII,  240-278. 
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Soekarno  maupun  pemerintah  Soeharto. 
Dari  segi  historis,  "keaslian"  justru  dite- 
mukan  pada  praktek  kepartaian  masa  De- 
mokrasi  Parlementer,  kendati  dari  segi  man- 
faat  yang  dihasilkannya  kita  belum  tentu  se- 
pakat. 

Mengenai  badan  perwakilan  rakyat  dan 
sistem  pemerintahan,  jelas  sekali  kaum  per- 
gerakan  menginginkan  berlakunya  suatu  sis- 
tem parlementer.  Soekarno  yang  didukung 
Supomo  memang  menolak  keinginan  terse- 
but  karena  dianggap  sebagai  cermin  demo- 
krasi  liberal  Barat.  Tetapi  tak  lama  sesudah 
proklamasi,  Hatta  atas  desakan  golongan 
Sjahrir  berhasil  "mengembalikan"  sistem 
parlementer  yang  menjadi  arus  utama  cita- 
cita  kaum  pergerakan  sebelumnya. 

Tjokroaminoto,  GAPI,  dan  Hatta  memi- 
lih  sistem  parlementer  bukan  karena  ia  ber- 
asal  dari  Barat.  Tetapi  karena  sistem  ter- 
sebut  dianggap  lebih  menjamin  hak-hak 
rakyat  dalam  kehidupan  bernegara.  Penga- 
laman  Volksraad  yang  hanya  bisa  menjadi 
"penasehat"  pemerintah  barangkali  meru- 
pakan  referensi  penting  yang  mempengaruhi 
pemikiran  mereka  sehingga  ide  parlementer 
disukai.  Karena  itu  dalam  bayangan  kaum 
pergerakan,  parlemen  sejati  adalah  parle- 
men  yang  anggota-anggotanya  dipilih  dari 
dan  oleh  rakyat,  serta  memiliki  kedaulatan 
dalam  menentukan  pemerintah,  tanpa  mem- 
pertentangkan  sumbernya,  apakah  "asli" 
atau  dari  Barat. 

Cara  pandang  yang  sama  muncul  berke- 
naan  dengan  gagasan  sistem  pemerintahan. 
Seperti  dikemukakan  sebelumnya,  arus 
utama  kaum  pergerakan  menghendaki  ber- 
lakunya sistem  parlementer  karena  memung- 
kinkan  berlangsungnya  mekanisme  account- 
ability pemerintah  kepada  rakyat.  Peming- 
giran  peran  rakyat  dalam  kerajaan  tradi- 


sional  maupun  struktur  kolonial,  menjadi 
faktor  pendorong  terpenting  munculnya 
asas  "pertanggungjawaban"  itu.  Dengan  de- 
mikian  sekali  lagi  terlihat,  tidak  ada  persoal- 
an  Barat  dan  "asli"  di  dalam  tumbuhnya 
berbagai  aspek  gagasan  demokrasi  pada 
masa  pergerakan. 

Betapa  pun  Hatta  berkali-kali  mengemu- 
kakan  dasar-dasar  demokrasi  tua  di  desa- 
desa  nusantara  sebagai  demokrasi  "asli", 
namun  dia  sendiri  sangat  ragu,  apakah  itu 
cukup  bagi  Indonesia  merdeka  yang  begitu 
besar  dan  multietnik.  Dalam  polemiknya  de- 
ngan "si  Rakjat"  pada  awal  1932,  Hatta  de- 
ngan tegas  mengatakan  bahwa  demokrasi 
asli  hanya  relevan  bagi  masyarakat  dengan 
cakupan  desa.  Karena  itu  demokrasi  desa 
tersebut  perlu  diperluas  dan  ditambah 
dengan  nilai-nilai  baru,  termasuk  yang  ber- 
asal  dari  Barat.  Bahkan  baginya,  setiap  pe- 
mikiran yang  mengatasnamakan  "asli"  tan- 
pa  mempersoalkan  substansi,  tidak  lebih  se- 
bagai slogan  yang  "kosong  tidak  berisi".^^ 

Ini  berarti  bahwa  predikat  "Barat"  dan 
"asli"  sebenarnya  lebih  bersifat  slogan  poli- 
tik  yang  dipakai  oleh  rezim  penguasa  untuk 
mengidentifikasi  "lawan"  dan  "kawan"  da- 
lam politik.  Tidak  ada  substansi  di  dalam 
dua  kata  sifat  itu.  Baik  "si  Rakjat"  maupun 
Soekarno  tidak  berhasil  menunjukkan  nilai- 
nilai  asli  semacam  apa  di  balik  gagasan  de- 
mokrasi yang  "khas"  Indonesia  itu.  Soe- 
karno misalnya  menyebut  gotong-royong, 
yang  sebenarnya  dapat  ditemukan  dalam 
masyarakat  agraris-tradisional  mana  pun  di 
muka  bumi. 

Selain  itu  pengalaman  Demokrasi  Parle- 
menter dan  Terpimpin  memberi  pelajaran 

*^Mohammad  Hatta,  "Demokrasi  Asli  dan  Kedau- 
latan Rakjat" ,  dalam  D(7M/a/  Rakjal,  no.  12,  lOJanuari 
1932. 
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kepada  kita  betapa  tidak  bermanfaatnya 
mempersoalkan  sumber  nilai  demokrasi.  Se- 
bab  ternyata,  Demokrasi  Parlementer  yang 
dianggap  berasal  dari  Barat  dan  bersifat 
"liberal"  itu  jauh  lebih  demokratis  dari  De- 
mokrasi Terpimpin  yang  dianggap  lebih 


"asli"  dan  sesuai  dengan  "kepribadian  In- 
donesia". Ini  berarti  bahwa  konsep  demo- 
krasi justru  bernilai  dan  menjadi  obsesi  ma- 
syarakat  beradab  karena  ia  bersifat  univer- 
sal, tidak  dibatasi  oleh  nilai-nilai  yang  bersi- 
fat lokal,  Barat  maupun  "asli". 


Meretas  Kepemimpinan 
yang  Demokratis  dalam  Penerapan 
Otonomi  Daerah  di  Indonesia 

Suatu  Perspektif  dari  Hubungan 
Negara  dan  Masyarakat* 

Faisal  Siagian 


Pendahuluan 


DALAM  lima  tahun  terakhir  ini  pro- 
ses pemilihan  Kepala  Daerah  (Gu- 
bernur  atau  Bupati)  di  berbagai  pro- 
pinsi  ternyata  menimbulkan  kekisruhan.  Mi- 
salnya  pada  tanggal  18  Desember  1993,  pro- 
ses pemungutan  suara  dalam  Sidang  Pari- 
purna  DPRD  TK  I  Kalimantan  Tengah  un- 
tuk  memilih  Gubernur  Kalimantan  Tengah 
berbuntut  panjang.  Dalam  pemungutan 
suara  kandidat  Kama  Suwanda  memperoleh 
24  suara,  D.J.  Nihin  21  suara  dan  Lukas 
Tingkes  tidak  memperoleh  suara.' 

Kekisruhan  itu  sebagai  dampak  dari  ada- 
nya  gerakan  unjuk  rasa.  Gerakan  unjuk  rasa 
bermula  dari  bakal  calon  Kepala  Daerah 
yang  diusulkan  DPRD  ditolak  Mendagri, 
karena  usianya  yang  terlalu  tua  dan  baru  di- 

•Makalah  sumbangan  yang  disajikan  untuk  Seminar 
Nasional  XII  AIPI  (Asosiasi  Ilmu  Politik  Indonesia)  de- 
ngan  thema  "Kepemimpinan  dan  Politik  Kewargaan 
Menjelang  Abad  keXXI",  Kupang,  24-26  Januari  1995. 

^Kompas,  19  Desember  1993. 


setujui  setelah  di  antara  bakal  calon  tercan- 
tum  nama  Karna  Suwanda,  sedangkan  Kar- 
na  Suwanda  yang  Wakil  Gubernur  Jawa  Ba- 
rat  itu  tokh  lebih  tua  lagi  (64  tahun). 

Unjuk  rasa  di  kota  Palangkaraya  ber- 
langsung  dua  hari  kemudian  (20  Desember 
1993),  di  mana  sekitar  2.000  warga  KaUman- 
tan  Tengah  menuntut  aspirasinya  tentang  ca- 
lon Gubernur  daerahnya  diperhatikan.  Aksi 
unjuk  "aspirasi"  itu  diteruskan  dengan  "an- 
caman"  bahwa  21  anggota  F-KP  DPRD 
Tingkat  I  Kalteng  yang  memilih  D.J.  Nihin 
berniat  mengundurkan  diri,  jika  Mendagri 
memaksakan  melantik  Drs  Karna  Suwanda 
sebagai  Gubernur  Kalteng  periode  1994- 
1999.  Akhirnya  niat  ke  21  anggota  DPRD 
dari  FKP  itu  urung  dilakukan,  karena  peme- 
rintah  tanggap  terhadap  aspirasi  arus  ba- 
wah. 

Nama  propinsi  Kalimantan  Tengah  men- 
jadi  fokus  perhatian  pemerintah  pusat,  sete- 
lah Mendagri  menginstruksikan  perlu  dila- 
kukan proses  pemilihan  ulang  bagi  calon 
Gubernur  Kalteng  yang  sempat  terhambat. 
Peranan  pers  dan  peliputan  media  massa 
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yang  begitu  gencar,  menyebabkan  daerah 
Kalteng  yang  terbelakang  mendadak  sontak 
mendapat  perhatian  penuh  dari  pemerintah 
pusat.  Akhirnya,  proses  pencalonan  Guber- 
nur  Kalteng  mendapat  perhatian  dari  Presi- 
den  dan  instansi  terkait. 

Mendagri  memutuskan  —  setelah  adanya 
penangguhan  selama  enam  bulan  ~  menun- 
juk  caretaker  Gubernur  Kalteng  yaitu  Warsi- 
to  Rahman,  mantan  Dirjen  PUOD.  Dalam 
hal  ini  penunjukan  Warsito  Rahman  sebagai 
caretaker  diputuskan  oleh  Presiden,  sedang- 
kan  perpanjangan  masa  tugas  Gubernur  cu- 
kup  hanya  dengan  Surat  Keputusan  Menda- 
gri. Akhirnya  Warsito  Rahman,  yang  ditun- 
juk  sebagai  caretaker  Gubernur  Kalteng  dan 
telah  bertugas  mengkondisikan  dan  memper- 
siapkan  pemilihan  Gubernur  Kalteng  selama 
enam  bulan,  terpilih  sebagai  Gubernur  defi- 
nitif  KDH  TK  I  Kalimantan  Tengah. 

Beberapa  kasus  pemilihan  Kepala  Dae- 
rah sebelumnya  juga  telah  menimbulkan  ge- 
rakan  unjuk  rasa.  Unjuk  rasa  itu  timbul  un- 
tuk  memprotes  proses  pemihhan  Kepala 
Daerah  yang  dianggap  kurang/a/r  dan  ku- 
rang  demokratis. 

Ini  menunjukkan  bahwa  hasil  pemilihan 
Kepala  Daerah  ternyata  kurang  berkenan  di 
hati  kalangan  masyarakat.  Meledaknya  ber- 
bagai  kasus  pemilihan  Kepala  Daerah  me- 
nyebabkan pemerintah  (dalam  hal  ini  Depar- 
temen  Dalam  Negeri)  telah  melakukan  pemi- 
lihan ulang.  Pemilihan  ulang  dilakukan  un- 
tuk  menyeimbangkan  aspirasi  daerah  dan 
keinginan  pemerintah  pusat,  khususnya 
yang  menyangkut  calon  Kepala  Daerah  (Gu- 
bernur atau  Bupati)  yang  definitif. 

Kembali  pada  beberapa  kasus  pemilihan 
Kepala  Daerah,  pers  mencium  bahwa  proses 
pencalonan  Kepala  Daerah  sengaja  direka- 
yasa  oleh  pemerintah  pusat  (dalam  hal  ini 


Depdagri).  Sebelum  ada  keputusan  pemi- 
lihan ulang  Kepala  Daerah,  beberapa  dele- 
gasi  masyarakat  daerah  juga  sudah  menyani- 
paikan  aspirasinya  ke  DPR  yang  menyesal- 
kan  adanya  calon  titipan  dari  pusat  untuk 
Gubernurnya. 

Adanya  pencalonan  beberapa  Kepala 
Daerah  yang  gagal  itu  membuat  citra  peme- 
rintah (cq  Depdagri)  menurun,  apalagi  pers 
mencium  gelagat  adanya  calon  dropping 
dari  pusat.  Meskipun  beberapa  kandidat 
dropping  dari  pusat  memenangkan  penca- 
lonan, namanya  keburu  kurang  disenangi 
oleh  masyarakat  setempat.  Sementara  itu  ca- 
lon Kepala  Daerah  yang  putra  asli  daerah 
kalah  suara,  tetapi  disenangi  oleh  masyara- 
kat setempat  dan  didukung  secara  penuh 
oleh  masyarakat. 

Sehubungan  dengan  kasus- kasus  terse- 
but,  kembah  proses  pencalonan  kepala  dae- 
rah menjadi  signifikan  dalam  blantika  poli- 
tik  lokal  Indonesia.  Sebelum  kasus  pemilih- 
an Kepala  Daerah  propinsi  Kalimantan  Te- 
ngah, di  tahun  1986  muncul  kasus  pemilihan 
Gubernur  Riau  yang  sempat  diulang,  tahun 
1992  pemilihan  Gubernur  Sulawesi  Tengah 
sempat  ricuh  dan  pemilihan  Gubernur  Su- 
matera  Barat  berbuiitut  panjang.  Semuanya 
mendapat  peliputan  media  massa  secara  gen- 
car. Kasus  pemilihan  Gubernur  yang  dise- 
butkan  di  atas,  oleh  khalayak  dinilai  kurang 
demokratis,  kurang  mewakili  aspirasi  dae- 
rah, dan  kurang  transparan. 

Kasus- kasus  pemilihan  Kepala  Daerah 
~  untuk  menyebut  beberapa  contoh  ~  ada- 
lah  kasus  menarik  untuk  dikaji  dan  membu- 
tuhkan  pembedahan  lebih  lanjut  apa,  me- 
ngapa  dan  mau  mengarah  ke  mana  orientasi 
kepemimpinan,  otonomi  dan  demokrasi  di 
tingkat  lokal.  Timbulnya  unjuk  rasa  dari 
anggota  masyarakat  yang  memprotes  proses 


MERETAS  KEPEMIMPINAN  YANG  DEMOKRATIS 


125 


pencalonan  Kepala  Daerah  harus  dibedah 
dengan  memakai  beberapa  indikator. 

Dalam  meretas  kepemimpinan  yang  de- 
mokratis  dan  pengaruhnya  terhadap  pelak- 
sanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia,  penulis 
akan  membahasnya  berdasarkan  beberapa 
indikator  yang  dapat  dipakai  yaitu:  (1)  de- 
sentralisasi,  otonomi  dan  demokrasi  di  ting- 
kat  lokal;  (2)  basis  sosial  kepemimpinan;  (3) 
kepemimpinan  dan  otonomi. 

Interaksi  dan  dinamika  dari  desientralisa- 
si  atau  otonomi  erat  kaitannya  dengan  kepe- 
mimpinan pada  skala  nasional  dan  regional. 
Maksudnya,  kepemimpinan  pada  skala  na- 
sional mempengaruhi  performance  kepe- 
mimpinan pada  skala  regional,  dan  demi- 
kian  sebaliknya.  Sebab  kepemimpinan  pada 
skala  nasional  berkaitan  erat  dengan  besar 
kecilnya  akses  pada  sumber  daya  pemba- 
ngunan  pada  skala  regional. 

Berdasarkan  pola  pikir  disertai  beberapa 
indikator,  diharapkan  substansi  masalahnya 
dapat  lebih  transparan  dan  tersaji  secara  je- 
las,  sehingga  pemahaman  kita  mengenai 
kepemimpinan  dan  otonomi  daerah  di  Indo- 
nesia dapat  lebih  nyata. 


Desentralisasi,  Otonomi  dan  Demo- 
kratisasi 

Otonomi  dan  Desentralisasi 

Desentralisasi  merupakan  suatu  konsep 
yang  dianggap  mampu  untuk  mengatasi  ma- 
salah  pelayanan  sosial  di  berbagai  sektor  pu- 
blik.  Dengan  konsep  desentralisasi  diharaF>- 
kan  terjadi  efisiensi,  efektivitas  serta  peme- 


rataan,  dan  kesejahteraan  masyarakat  akan 
cepat  terwujud.  Namun  bagaimana  perja- 
lanan  konsep  desentralisasi  dan  implemen- 
tasinya  di  Indonesia? 

Salah  satu  isu  yang  sangat  crucial  dan  se- 
ring  menjadi  masalah  untuk  didiskusikan 
adalah  isu  mengenai  sentralisasi  versus  de- 
sentralisasi. Kedua  isu  ini  sering  mengun- 
dang  kecurigaan  tentang  bangkitnya  kem- 
bali  separatisme. 

Sebetulnya  tidak  perlu  timbul  pemikiran 
dan  anggapan  seperti  itu,  kalau  kita  membi- 
carakan  sentralisasi  dan  desentralisasi.  Ini 
sering  menghangat  hanya  karena  didorong 
oleh  pencarian  model  yang  tepat  untuk  me- 
nata  bagaimana  hubungan  antara  pusat  dan 
daerah  yang  ideal  dan  sesuai  dengan  tuntut- 
an  perubahan  sosial  dan  politik.  Masalah 
sentralisasi  menyangkut  tingkat  derajat  dan 
kontrol  pemerintah  pusat  terhadap  aktivitas 
pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah. 
Dalam  hal  ini  pemerintah  Orde  Baru  terma- 
suk  pemerintah  yang  sangat  kuat  melakukan 
kontrol  terhadap  pemerintahan  di  daerah. 

Sejak  tahun  1970-an  kontrol  atas  kegiat- 
an  pembangunan  di  hampir  semua  daerah  27 
propinsi  di  Indonesia  dipusatkan  pada  pe- 
merintah pusat.  Manajemen  pemerintah 
pusat  untuk  mengontrol  pemerintah  dan 
pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  men- 
jadi mengental  dan  kemudian  mulai  mencari 
otonomi  daerah  dengan  kuatnya  tuntutan 
untuk  melaksanakan  desentralisasi  sejak 
dekade  1980-1990-an. 

Lebih-lebih  dengan  tumbuhnya  indus- 
trialisasi  yang  menyangkut  PMA/PMDN  di 
berbagai  wilayah  Indonesia,  maka  tuntutan 
otonomi  itu  semakin  kuat.  Puncaknya  ada- 
lah ketika  Mendagri  lewat  Dirjen  PUOD  me- 
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nyatakan  untuk  segera  merealisasikan  ide 
otonomi  daerah  yang  nyata,  dinamis  dan 
bertanggungjawab,  seperti  yang  diamanat- 
kan  oleh  Undang-undang  Nomor  5/1974  se- 
telah  20  tahun  berjalan.^ 

Pelaksanaan  desentralisasi  itu  tergantung 
pada  intervensi  pemerintah  pusat  terhadap 
pemerintah  daerah.  Konsekuensi  logisnya 
adalah  dalam  hal  anggaran  dana  pemba- 
ngunan  apakah  daerah  telah  sanggup  me- 
laksanakan  pembangunan  dengan  biaya  sen- 
diri  tanpa  tergantung  pada  pemerintah 
pusat.  Apakah  daerah  sanggup  merencana- 
kan  pembangunan  di  daerah  tanpa  DIP  dari 
pusat? 

Dibentuknya  BAPPEDA  (TK  I/TK  II)  di 
berbagai  daerah  menunjukkan  bahwa  kebi- 
jaksanaan  regional  secara  rasional  diharap- 
kan  merealisasikan  prinsip  otonomi  secara 
penuh,  lebih-lebih  daerah  yang  mempunyai 
kelebihan  kemampuan  ekonomi  berupa  sur- 
plus pembangunan,  akan  lebih  kondusif  un- 
tuk memacu  otonomi  itu  menjadi  lebih 
nyata. 

Bagi  yang  tidak  sanggup  melaksanakan 
otonomi  dan  desentralisasi,  maka  perlu  di- 
perkuat  struktur  pemerintah  daerahnya  yang 
bertumpu  pada  kenaikan  PAD  yang  dapat 
membiayai  anggaran  pembangunan  di  dae- 
rah. Jadi  pelaksanaannya  dikaitkan  dengan 
particular  conditions  yang  menjadi  tantang- 
an  sekaligus  peluang  bagi  otonomi  yang  be- 
bas  dan  bertanggungjawab.  Keadaan  ling- 
kungan,  posisi  geografis  yang  bervariasi 
membuat  pelaksanaan  otonomi  dan  desen- 
tralisasi tampaknya  perlu  peninjauan  lebih 
lanjut.^ 


'^Kompas,  13  Oktober  1994. 

^Nazaruddin  Syamsuddin,  Kompas,  16  Juli  1994 
dan  20  Oktober  1994. 


Demokratisasl 

Salah  satu  pendekatan  kontemporer  da- 
lam Ilmu  Politik  yang  dapat  membedah  per- 
lunya  demokratisasi  dalam  pemilihan  Kepa- 
la  Daerah  (Gubernur  atau  Bupati)  adalah 
"pendekatan  hubungan  negara  dan  masya- 
rakat"  (state  and  society  relations  ap- 
proach). 

Menurut  pendekatan  ini,  civil  society 
adalah  suatu  bidang  rumit  dalam  hidup  ber- 
masyarakat  yang  terletak  di  antara  keluarga 
per  orang  pada  satu  pihak  dalam  kehidupan 
bernegara,  dan  proses  pemilihan  untuk  me- 
netapkan  siapa  yang  memerintah  negara 
pada  pihak  lainnya. 

Alfred  Stepan  merumuskan  civil  society 
sebagai  berikut: 

"Civil society  adalah  arena  tempat  beradanya  gerak- 
an  sosial  (seperti  persatuan  atas  dasar  kekerabatan, 
perhimpunan  wanita,  kelompok-kelompok  agama 
dan  organisasi  cendekiawan)  dan  organisasi-organi- 
sasi  kemasyarakatan  dari  pelbagai  golongan  dan 
kelompok  profesi  (seperti  Perhimpunan  Sarjana 
Hukum,  persatuan  wartawan,  Serikat  Buruh,  Aso- 
siasi  Pengusaha,  dsb),  yang  mencoba  membentuk 
diri  mereka  dalam  suatu  keteraturan  supaya  mereka 
dapat  menyatakan  dirinya  dan  menyalurkan  kepen- 
tingan-kepentingannya"  (Alfred  Stepan,  1988:  3-4). 

Belakangan  ini  civil  society  seringkali  di- 
pahami  sebagai  "keseluruhan  bidang  yang 
bukan  termasuk  dalam  negara,  non-state 
(misalnya  pasar  yang  diatur  atau  dikelola 
oleh  swasta  dan  secara  sukarela  diorganisasi- 
kan)".  (John  Keane,  Ed.,  1988:  1). 

Memperkuat  civil  society  merupakan 
prasyarat  untuk  melaksanakan  otonomi  dae- 
rah, misalnya  adanya  gerakan-gerakan,  lem- 
baga-lembaga,  organisasi- organisasi  masya- 
rakat  yang  bersifat  otonom  di  daerah,  yang 
mengarahkan  kegiatannya  terhadap  pengua- 
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sa  sebagai  cara  untuk  menyalurkan  aspirasi 
dan  pilihan-pilihan  mereka  demi  menandingi 
pilihan  dan  aspirasi  yang  dipaksakan  oleh 
penguasa  kepada  mereka. 

Persaingan  untuk  menjadi  pemimpin  di 
daerah  sangat  tergantung  pada  masyarakat 
politik,  lembaga-lembaga  serta  administrasi/ 
birokrasi,  hukum/perundang-undangan  de- 
ngan  segala  tingkat  kewenangannya.  Demi- 
kian  pula  halnya  dengan  mekanisme  pemi- 
lihan  Kepala  Daerah  TK  I.  Mekanisme  pe- 
milihan  Kepala  Daerah  KDH  TK  I  sebenar- 
nya  sudah  built  in  dalam  UU  Nomor  5/1974. 
Cuma  teknis  operasional  penjabaran  UU  itu 
kurang  transparan,  kurang  sempurna,  dan 
karena  itu  perlu  ditinjau  kembali.  Kurang- 
nya  transparansi  itu  disebabkan  pihak  peme- 
rintah  pusat  kurang  tanggap  dalam  menang- 
kap  sinyal  keterbukaan  dan  demokratisasi. 

Menurut  UU  Nomor  5/1974  pasal  12-14, 
pemilihan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat 
I  dilakukan  oleh  DPRD.  Pemilihan  calon 
Gubernur  ada  prosedurnya.  Setelah  menya- 
ring  berbagai  usulan,  fraksi-fraksi  yang  ada 
di  DPRD  Tingkat  I  mengajukan  lima  calon 
ke  Depdagri.  Setelah  itu  Depdagrilah  yang 
mempunyai  wewenang  menentukan  siapa 
yang  lolos  saringan  untuk  menjadi  calon  Gu- 
bernur. Depdagri  kemudian  menyerahkan 
kembali  nama-nama  calon  Gubernur  kepada 
DPRD  TK  I  untuk  dipilih  dalam  Sidang  Pa- 
ripurna  DPRD  TK  I.  Calon  Gubernur  terpi- 
lih  kemudian  dilantik  oleh  Mendagri  untuk 
menjadi  Gubernur  definitif  selama  lima  ta- 
hun. 

Proses  pencalonan  Kepala  Daerah  meli- 
batkan  banyak  pihak  yang  berkepentingan, 
bukan  hanya  masyarakat  daerah  dan  peme- 
rintah  daerah  tetapi  juga  melibatkan  peme- 
rintah  pusat.  Dalam  setiap  pemilihan  Kepala 
Daerah  perlu  disatukan  persepsi  dan  lang- 


kah  melalui  integrasi  dan  koordinasi  antara 
instansi  terkait  secara  lintas  sektoral  dan  lin- 
tas  regional.  Dalam  hal  ini  pihak-pihak  yang 
berkepentingan  khususnya  pemerintah  pu- 
sat, janganlah  memaksakan  kehendaknya 
tanpa  melibatkan  pemerintah  daerah  dan 
masyarakat  di  daerah.  Jika  pemerintah  pu- 
sat memaksakan  calon  dropping-nya,  maka 
kehendak  pemerintah  dan  masyarakat  dae- 
rah menjadi  terlupakan. 

Selama  ini  ada  kesan  bahwa  pemerintah 
pusat  adalah  segala- galanya.  Sekarang  ini 
pemerintah  pusat  tidak  lagi  mampu  memberi 
jawaban  bagi  semua  persoalan  yang  timbul 
di  daerah.  Dalam  hal  ini,  dibutuhkan  kerja 
sama  antara  pemerintah  pusat  dan  masyara- 
kat/pemerintah  daerah,  untuk  menyatukan 
derap  langkah  pembangunan  di  daerah,  ter- 
masuk  di  sini  proses  pemilihan  Gubernur 
KDH  TK  I. 

Itulah  sebabnya  dibutuhkan  komitmen 
nasional  di  tingkat  lokal,  sehingga  muatan 
keputusan  pemerintah  pusat  untuk  seorang 
calon  Kepala  Daerah  tidak  lagi  menim- 
bulkan  gejolak  dan  keresahan  di  daerah. 
Jika  timbul  keresahan,  maka  yang  pasti 
repot  tentu  saja  pemerintah  pusat  dan 
pemerintah  daerah.  Sekarang  bukan  zaman- 
nya  lagi  untuk  memaksakan  calon  Kepala 
Daerah  dari  atas,  sekarang  kita  butuh 
transparansi,  keterbukaan  dan  demokrati- 
sasi. Tiada  resep  khusus  bagaimana  caranya 
agar  pemilihan  Kepala  Daerah  berjalan  de- 
ngan mulus.  Yang  jelas,  semua  pihak  yang 
berkepentingan  harus  mengikuti  aturan 
main  yang  ada  tanpa  ada  sistem  rekayasa, 
apalagi  droping-dropingan. 

Mempelajari  kasus-kasus  pencalonan 
Kepala  Daerah  di  tengah  keterbukaan  dan 
demokratisasi  seperti  sekarang,  tampaknya 
sistem  rekayasa  atau  dropping  calon  Kepala 
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Daerah  seperti  di  masa  lalu  sudah  tidak 
relevan  lagi.  Sebahnsebabnya  dapat  dikaji  di 
bawah  ini. 

Pertama,  desakan  demokratisasi.  Ada- 
nya  desakan  demokratisasi  di  tingkat  atas/ 
pusat  yang  kemudian  merambah  ke  tingkat 
bawah/daerah.  Munculnya  tuntutan  demo- 
kratisasi bagi  pemilihan  beberapa  Kepala 
Daerah  di  Indonesia  sebenarnya  disebabkan 
oleh  munculnya  arus  bawah.  Contohnya,  pe- 
milihan Gubernur  Riau  sebelum  isu  keterbu- 
kaan  dan  demokratisasi  merebak  ke  permu- 
kaan,  dan  pemilihan  Gubernur  Sumatera 
Barat  dan  Kalimantan  Tengah  setelah  isu 
keterbukaan  dan  demokratisasi  merebak 
menjadi  tuntutan. 

Kedua,  aspirasi  dari  bawah.  Aspirasi  dari 
bawah  dapat  berupa  tuntutan  dan  dukung- 
an.  Aspirasi  dari  bawah  sudah  menjadi  trade 
mark  yang  tidak  bisa  dinafikan.  Kalau  dina- 
fikan  justru  akan  menambah  gejolak  di  dae- 
rah. Sehubungan  dengan  pemilihan  Kepala 
Daerah,  maka  aspirasi  dari  bawah  itu  ada 
empat  macam  yaitu:  (a)  aspirasi  yang  me- 
nuntut  agar  calon  Kepala  Daerah  haruslah 
putra  asli  daerah,  demi  dipercaya  untuk  me- 
mimpin  daerah  asalnya;  (b)  aspirasi  yang 
menuntut  agar  seorang  calon  Kepala  Daerah 
haruslah  mengetahui  secara  rinci  letak 
geografis,  tradisi  budaya,  sifat  masyarakat 
serta  potensi  daerah.  Ini  berarti  kader  calon 
Kepala  Daerah  harus  handal  dan  mampu 
membaca  aspirasi  daerah;  (c)  aspirasi  yang 
menuntut  agar  seorang  Kepala  Daerah  ja- 
nganlah  calon  dropping  dari  pusat.  Kader 
calon  Kepala  Daerah  janganlah  bersifat  one 
man  show,  artinya  daerah  jangan  terlampau 
tergantung  pada  satu  calon  atau  satu  kader 
saja.  Sebab  hal  ini  menunjukkan  terbatas- 
nya  putra  asli  daerah  untuk  menjadi  Kepala 
Daerah;  (d)  aspirasi  yang  menganggap 
bahwa    seorang   calon    Kepala  Daerah 


haruslah  murni  pilihan  rakyat  dan  masyara- 
kat setempat.  Ini  berarti  setiap  kader  calon 
Kepala  Daerah  haruslah  orang  yang  diha- 
rapkan  masyarakat,  kader  harus  mendapat- 
kan  kepercayaan  baik  dari  masyarakat  se- 
tempat maupun  dari  pemerintah  daerah  ser- 
ta DPRD  TK  I/II. 

Ketiga,  political  appeal.  "Political  ap- 
peal" adalah  kiat  politik  daerah  untuk  me- 
narik  perhatian  pemerintah  pusat.  Tekanan 
atau  desakan  demokratisasi  dari  perspektif 
regional  menyangkut  geopolitik  daerah. 
Daerah-daerah  yang  relatif  terpencil  biasa- 
nya  suka  membuat  move  untuk  menarik  per- 
hatian pemerintah  pusat.  Untuk  kasus-kasus 
sebelumnya,  cara  daerah  menarik  perhatian 
pemerintah  pusat  cukup  jitu,  sehingga  akhir- 
nya  daerah  diperhatikan  oleh  pemerintah 
pusat  secara  ekstra. 

Untuk  kasus  pemilihan  Kepala  Daerah  di 
propinsi  yang  termasuk  pinggiran  (misalnya 
Propinsi  Kalimantan  Tengah),  barangkali 
faktor  ketertinggalan  daerah  dalam  banyak 
hal  perlu  mendapat  sorotan.  Mungkin  unjuk 
rasa  masyarakat  daerah  adalah  suatu  cara 
untuk  menarik  perhatian  pemerintah  pusat. 
Oleh  sebab  itu,  pemilihan  Kepala  Daerah 
juga  mempunyai  muatan  atau  dimensi  eko- 
nomi-poHtik  yang  mengisyaratkan,  bahwa 
munculnya  arus  bawah  merupakan  tuntutan 
politik  agar  isolasi  daerah  harus  segera  dien- 
taskan  sehingga  daerah  pinggiran  tidak  ke- 
tinggalan  dengan  daerah  lain  yang  sudah 
maju. 

Masalah  utama  yang  dihadapi  oleh 
daerah  pinggiran  pada  umumnya  adalah 
ketertinggalan  di  bidang  infrastruktur  sosial, 
sehingga  keadaan  ini  mengisolasi  daerah  dan 
hal  ini  mengakibatkan  ketertinggalan  eko- 
nomi  di  daerah.  Malahan  infrastruktur  so- 
sial-ekonomi  ini  adalah  roda  perekonomian 
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dan  pembangunan  secara  regional.  Ekonomi 
daerah  tetap  akan  tertinggal,  jika  pemba- 
ngunan infrastruktur  sosial  (jalan  dan  jem- 
batan)  ditangguhkan. 

Jadi  untuk  daerah  tertentu,  gejolak  dan 
keresahan  pemilihan  Kepala  Daerah  meru- 
pakan  produk  sampingan  dari  ketertinggal- 
an  daerah  itu.  Daerah  pinggiran  butuh 
ekstra  perhatian  dari  pemerintah  pusat.  Tu- 
gas  pemerintah  pusat  adalah  mengakomoda- 
sikan  semua  aspirasi  yang  ada  di  daerah,  se- 
hingga  harapan  masyarakat  dapat  diwujud- 
kan  menjadi  suatu  kenyataan  yang  sesung- 
guhnya. 

Keempat,  pluralisme  politik.  Munculnya 
pluralisme  politik  di  daerah  adalah  inheren 
dengan  demokratisasi  dalam  pemilihan  Ke- 
pala Daerah.  Peristiwa  semisal  unjuk  rasa 
merupakan  cerminan  dari  pluralisme  politik 
lokal  itu. 

Di  samping  masalah  demokratisasi, 
maka  faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi 
kepemimpinan  dan  otonomi  daerah  adalah 
keterbukaan  di  tingkat  lokal.  Keterbukaan 
di  tingkat  lokal  mempunyai  tiga  makna. 
Makna  pertama,  terbuka  kesempatan  bagi 
masyarakat  di  daerah  untuk  secara  bebas 
mengritik  kebijaksanaan  pemerintah  pusat 
kepada  daerah,  termasuk  kritik  terhadap 
pola  kebijakan  pembangunan  di  daerah. 
Makna  kedua,  terbuka  kesempatan  bagi  ma- 
syarakat di  daerah  untuk  berbeda  pendapat 
dengan  pemerintah  pusat,  perbedaan  mana 
harus  diakomodasikan  oleh  pemerintah 
pusat  dengan  menyerap  aspirasi  daerah. 
Makna  ketiga,  terbuka  kesempatan  bagi 
masyarakat  di  daerah  untuk  menolak  Kepala 
Daerah  (Gubernur  atau  Bupati)  yang  kurang 
berkenan  dengan  aspirasi  daerah.  Oleh  kare- 
na  itu,  kader  pemimpin  daerah  harus  diberi 
kesempatan  menunjukkan  kemampuannya. 


Bagaimanapun  keterbukaan  yang  ada  se- 
karang  membuat  masyarakat  yang  selama 
ini  berupaya  memendam  berbagai  permasa- 
lahan,  menjadi  berani  memunculkan  aspira- 
si yang  dimilikinya.  Keterbukaan  yang  dipe- 
lopori  oleh  pemerintah  berdampak  positif 
bagi  tuntutan  otonomi  dan  demokratisasi. 
Di  beberapa  daerah  tuntutan  kehidupan  de- 
mokrasi  yang  lebih  maju  dan  terbuka  sudah 
menjadi  kebutuhan  yang  tidak  bisa  diabai- 
kan. 

Persoalan  yang  kini  dihadapi  masyarakat 
di  daerah  adalah  hasr4t  untuk  memiliki  oto- 
nomi dan  kehidupan  demokrasi  yang  lebih 
substansial.  Maka,  pemerintah  pusat  dewasa 
ini  tidak  dapat  lagi  mengabaikan  bahwa  dae- 
rah mempunyai  peluang  atas  preferensi  ter- 
hadap calon  Kepala  Daerah,  meskipun  ke- 
putusan  finalnya  tetap  berada  di  tangan  pe- 
merintah pusat. 

Suasana  yang  diakibatkan  oleh  adanya 
keterbukaan  dalam  bentuk  kuatnya  tuntutan 
akan  otonomi  dan  demokratisasi,  bukanlah 
hanya  disebabkan  oleh  masalah-masalah 
yang  sifatnya  formal-legalistik,  melainkan 
juga  dikarenakan  oleh  kondisi  struktural 
yang  mendasari  ricuhnya  pemilihan  Kepala 
Daerah.  Kondisi  struktural  yang  demikian 
senjang  antara  pusat  pemerintahan  dengan 
daerah  pinggiran,  menjadikan  yang  terakhir 
ini  terkondisikan  untuk  tetap  tidak  berge- 
ming  menghadapi  kontrol  pemerintah  pusat. 


Basis  Sosial  dan  Corak  Kepemim- 
pinan 

Untuk  memahami  hubungan  mendasar 
antara  kepemimpinan  dan  demokrasi  di  dae- 
rah tertentu,  konsep  yang  digunakan  bisa  di- 
bedakan  antara  basis  sosial  kepemimpinan 
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yang  bercorak  integralistik  dan  pluralistik. 
Kepemimpinan  sebagai  bagian  dari  sosialisa- 
si  legitimasi  politik  massa  terhadap  seorang 
pemimpin,  akan  mengalami  perubahan  seca- 
ra  mendasar  sesuai  dengan  dinamika  masya- 
rakat  bersangkutan  dari  pola  yang  bercorak 
integralistik  menuju  ke  pola  yang  pluralistik 
(Eugene  Smith,  1985:  12). 

Dalam  basis  kepemimpinan  yang  berco- 
rak integralistik,  ikatan  individu  kepada  pe- 
mimpin sangat  kuat  berdasarkan  pada  keya- 
kinan  akan  perlunya  nilai  kepemimpinan 
tertentu  dihayati  dan  ditaati  (Apter  1985: 
333).  Sedangkan  basis  kepemimpinan  yang 
bercorak  pluralistik,  ikatan  individu  kepada 
pemimpin  bersif at  longgar  karena  basis  ke- 
kuatannya  didasarkan  atas  persamaan  ke- 
pentingan  yang  senantiasa  berubah  di  sepan- 
jang  kebutuhan  dan  waktu. 

Persamaan  nilai  dan  keyakinan  individu 
terhadap  sang  pemimpin  memungkinkan 
bahwa  organisasi  dan  pemimpin  yang  memi- 
liki  nilai  yang  sama,  mendapatkan  kesetiaan 
dari  keseluruhan  individu  dalam  batas  wila- 
yah  basis  sosial  kepemimpinan  yang  berco- 
rak integralistik,  Sedangkan  organisasi  dan 
pemimpin  yang  mengandalkan  dukungan 
pada  basis  sosial  yang  pluralistik,  hanya 
akan  mendapatkan  dukungan  dari  individu 
yang  sudah  mandiri  apabila  organisasi  dan 
pemimpin  dapat  mengaktualisasikan  kepen- 
tingan  secara  bersama. 

Dalam  masyarakat  Indonesia  yang  masih 
berada  dalam  tahap  awal  modernisasi  de- 
ngan tingkat  kekotaannya  masih  di  bawah 
20% ,  ikatan  pemimpin  dan  organisasi  kepa- 
da anggota  masyarakat  lebih  mendekati  co- 
rak  integralistik  (Hans  Dieter  Evers,  1978: 
5).  Dalam  pada  itu,  tidak  dapat  dihindari 
adanya  pengaruh  modernisasi  terhadap  ke- 
dua  basis  sosial  dari  kepemimpinan  itu.  Te- 


tapi  karena  pengaruh  modernisasi  belum  in- 
ternalized, maka  baru  sebagian  kecil  warga 
masyarakat  memasuki  tahap  awal  dari  basis 
sosial  kepemimpinan  yang  bercorak  pluralis- 
tik. 

Nilai  dan  keyakinan  jelas  mengutamakan 
ikatan  individu  kepada  pemimpin  dan  orga- 
nisasi. Ikatan  itu  bisa  bersifat  menyeluruh 
atau  sebaliknya,  dalam  arti  suatu  kelompok 
memberikan  kesetiaannya  kepada  organisasi 
dan  pemimpin  tertentu. 

Corak  kepemimpinan  dan  basis  sosialnya 
adalah  sangat  penting  untuk  menganalisis 
para  Kepala  Daerah  ketika  mereka  berko- 
munikasi  dalam  suatu  pola  interaksi  dengan 
masyarakat  di  daerah.  Tingkah  laku  Guber- 
nur  atau  Bupati  berada  pada  titik  peka  da- 
lam sistem  politik  yang  mempertemukan 
aspirasi  rakyat  daerah  dan  kebijaksanaan 
pemerintah  pusat,  dalam  pola  komunikasi 
politik  dari  atas  ke  bawah  (pusat  ke  daerah) 
atau  dari  baWah  (Parpol,  kelompok  kepen- 
tingan,  Ormas)  ke  atas  (pemerintah  pu- 
sat). 

Dalam  pola  komunikasi  politik  demikian 
Kepala  Daerah  dikelilingi  suatu  jaringan 
yang  bersifat  kompleks  dan  dapat  diamati 
dalam  tindakanhya.  Misalnya,  bagaimana 
Kepala  Daerah  meluncurkan  suatu  peratur- 
an  daerah  dengan  DPRD,  dan  bagaimana 
Kepala  Daerah  dan  DPRD  mendengarkan, 
dan  menyalurkan  aspirasi  rakyat  di  daerah. 

Dari  corak  kepemimpinan  dan  basis  so- 
sialnya dapat  diidentifikasi:  Pertama,  apa- 
kah  Gubernur  atau  Bupati  berorientasi  pada 
masyarakat  daerah.  Kedua,  apakah  Guber- 
nur atau  Bupati  berorientasi  pada  pemerin- 
tah pusat.  Ketiga,  bagaimana  Gubernur  atau 
Bupati  dapat  menyeimbangkan  kedua  orien- 
tasi  itu  (pada  pusat  atau  pada  daerah).  Da- 
lam konteks  kedua  orientasi  inilah  baik  Gu- 
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bernur  atau  Bupati  dapat  mengambil  kebi- 
jaksanaan  secara  obyektif. 

Untuk  memperjelas,  kedua  orientasi  ini 
perlu  dikaitkan  dengan  subkultur  kepemim- 
pinan  yaitu  kepribadian.  Dalam  membahas 
subkultur  kepemimpinan  Heinz  Eulau  me- 
ngemukakan  empat  jenis  kepribadian  yaitu 
ritualis,  tribunalis,  investor  dan  broker 
(Heinz  Eulau  dan  Kenneth  Prewitt,  1973: 
467).  Keempat  tipe  itu  diperoleh  berdasar- 
kan  latar  belakang  sosial-budaya,  tempat  ke- 
lahiran,  tempat  tinggal,  tempat  dibesarkan, 
pendidikan,  pekerjaan,  pekerjaan  orang  tua 
mereka,  usia,  pengalaman  politik,  partisipa- 
si  dalam  dunia  politik/ atau  pengalaman  bi- 
rokrasi.  Variabel  lain  termasuk  hubungan 
pemimpin  dengan  rakyatnya,  kemampuan 
kepemimpinan  dan  daya  tanggap. 

Pertama,  para  ritualis  menaruh  perha- 
tian  pada  kesopanan  dan  protokoler.  la 
akan  berusaha  memasukkan  semua  pesan 
yang  relevan  ke  dalam  kategori-kategori 
yang  dibakukan  dan  diterima. 

Kedua,  tribunalis  menganggap  dirinya 
wakil  dari  forum  rakyat.  Ide-ide  tribunalis 
biasanya  mendekati  kebutuhan  rakyat  jela- 
ta.  la  adalah  ahli  dalam  menemukan  tang- 
gapan  rakyat  jelata.  la  merupakan  peranan 
seorang  populis. 

Ketiga.  inventor  menganggap  dirinya  se- 
bagai  pemrakarsa  kebijaksanaan.  Inventor 
adalah  seseorang  yang  membayangkan, 
mencari  rumusan  dan  strategi-strategi  baru. 
Inventor  mungkin  seorang  yang  progresif, 
sambil  mengantisipasi  masalah-masalah  dan 
menyelesaikan  persoalan  yang  belum  tuntas. 

Keempat,  akhirnya  broker  merupakan 
perantara  klasik  yang  menyeimbangkan  se- 
mua pokok  pandangan,  membuat  transaksi 
dan  selalu  tampak  netral. 


Bagi  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat 
majemuk  dengan  aneka  ragam  kebudayaan- 
nya,  ditambah  lagi  dengan  pola  berpikir 
yang  sebagian  masih  berorientasi  pada  pola 
agraris,  jelas  dibutuhkan  kelompok  pemim- 
pin yang  berjiwa  reformis.  Yaitu  pemimpin 
yang  mendasari  kebijakannya  pada  inisiatif 
dan  kreativitas  untuk  memajukan  kehidup- 
an  masyarakat  yang  dipimpinnya.  Bukan  pe- 
mimpin yang  terperangkap  oleh  kebijakan 
yang  bersifat  rutin. 

Pemimpin  yang  termasuk  kategori  pe- 
mimpin yang  rutin,  umumnya  sudah  tidak 
terlihat  lagi  daya  kreativitasnya,  karena  dia 
telah  kehilangan  inisiatif  untuk  mengem- 
bangkan  potensi  masyarakat  dan  potensi 
daerah  yang  berada  di  bawah  wewenang  dan 
kekuasaannya.  Apa  yang  kemudian  menjadi 
siklus  tugasnya  dari  tahun  ke  tahun  hingga 
masa  jabatannya  berakhir  adalah  berkisar 
pada  tugas  yang  telah  digariskan  secara 
umum  dari  atas,  tanpa  memperhitungkan 
apakah  tugas  itu  bermanfaat  bagi  rakyat 
yang  dipimpinnya  secara  keseluruhan.  Jadi 
kelompok  pemimpin  yang  rutin  mempunyai 
kepatuhan  yang  beku,  dan  dari  pemimpin 
seperti  ini  tidak  bisa  diharapkan  mampu 
membuat  terobosan. 


Kepemimpinan  dan  Demokrasi 

Demokrasi  sebagai  sistem  pemerintahan 
terdiri  dari  tiga  ciri  yaitu:  (a)  persaingan 
yang  ekstensif  untuk  menduduki  posisi-posi- 
si  politis  negara  melalui  pemilihan  yang  ter- 
atur,  bebas  dan  adil;  (b)  adanya  akses  untuk 
partisipasi  politik  yang  menyeluruh  sehingga 
tidak  seorang  dewasa  pun  yang  tidak  dica- 
kupnya;  (c)  kebebasan  pers,  kebebasan  ber- 
serikat  dan  ditegakkannya  hukum,  yang  cu- 
kup  untuk  menjamin  bahwa  persaingan  dan 
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partisipasi  politik  tersebut  menjadi  bermak- 
na  dan  otentik  (Larry  Diamond,  1994:  10). 

Perjuangan  menegakkan  demokrasi  ha- 
rus  memiliki  salah  satu  tujuan  utamanya 
ialah  pembentukan  masyarakat  politik  yang 
demokratis,  termasuk  di  sini  proses  pemilih- 
an  Kepala  Daerah  secara  fair  dan  demokra- 
tis melalui  mekanisme  persaingan  secara  wa- 
jar,  sehingga  proses  politik  setelah  pemilihan 
itu  berada  dalam  keadaan  suasana  damai, 
teratur  dan  stabil.  Demokrasi  dapat  berkem- 
bang  bukan  hanya  karena  adanya  kepemim- 
pinan  yang  demokratis,  melainkan  juga  ka- 
rena tingginya  partisipasi  anggota  masyara- 
kat dalam  sistem  politik  nasional  dan  lo- 
kal. 

Sementara  organisasi  masyarakat  meng- 
arah  pada  partisipasi  rakyat  secara  penuh  di 
tengah-tengah  perubahan  sosial-politik,  par-, 
tisipasi  itu  sendiri  masih  membutuhkan 
syarat  yaitu  tertanamnya  kesadaran  pada 
tingkat  tertentu.  Dalam  masyarakat  selalu 
terdapat  anggota  masyarakat  yang  sudah 
tinggi  dan  yang  masih  rendah  kesadaran  po- 
Htiknya.  Bagi  yang  masih  rendah  kesadaran 
politiknya,  pemahaman  terhadap  proses  po- 
litik pun  masih  rendah. 

Partisipasi  demokratis  khususnya  di  awal 
proses  demokrasi,  tidak  dapat  dicapai  hanya 
dengan  mengumpulkan  rakyat  dalam  perte- 
muan-pertemuan  besar.  Masyarakat  mem- 
butuhkan seorang  pemimpin  yang  potensial 
di  antara  rakyat,  untuk  melatih  dan  mem- 
pertinggi  tingkat  kesadaran  rakyat.  Melalui 
proses  seperti  ini  para  Kepala  Daerah  meru- 
pakan  kunci  untuk  memutar  roda  perubah- 
an. 

Namun  sayang,  tatkala  pemimpin  ma- 
syarakat menempati  kedudukan  penting  dan 
merasa  mempunyai  kekuasaan  politik,  pada 
saat  itu  pula  terciptalah  elite  politik  baru. 


Hal  ini  melahirkan  masalah-masalah  baru 
karena  beberapa  di  antara  pemimpin  itu 
menggunakan  kekuasaan  mereka  demi  tuju- 
an-tujuan  mereka  sendiri,  dan  berusaha 
mempertahankan  status  yang  baru  didapat- 
nya  dengan  menggunakan  teknik  yang  sama 
dengan  teknik  yang  digunakan  oleh  para 
pemimpin  tradisional. 

Pemupukan  kekuasaan  mereka  sudah 
barang  tentu  sangat  merugikan  masyarakat. 
Berbarengan  dengan  itu,  mereka  terpisah 
dari  masyarakat,  sehingga  masyarakat  ada 
dalam  keadaan  tergantung,  tidak  hanya 
pada  pemimpin  melainkan  juga  pada  peme- 
rintah  pusat/daerah  secara  penuh.  Situasi  se- 
rupa  itu  mengundurkan  lahirnya  proses  de- 
mokrasi dan  demokratisasi. 

Di  lain  pihak,  partisipasi  penuh  dari  rak- 
yat juga  terbingkai  oleh  keterlibatan.  Dalam 
mehhat  kasus-kasus  pemihhan  Kepala  Dae- 
rah di  berbagai  wilayah  propinsi,  terdapat 
faktor-faktor  tertentu  yang  merupakan  pe- 
nentu  tingkat  kesadaran  rakyat:  (1)  penga- 
laman  nyata  dari  kontrol  pemerintah  terha- 
dap masyarakat;  (2)  kemampuan  menyerap 
gagasan;  (3)  derajat  manfaat  yang  dipetik 
anggota  masyarakat  dari  pemimpin. 

Semakin  seseorang  tertekan  oleh  kebi- 
jakan  pemerintah,  maka  seseorang  akan 
mendapat  sedikit  keuntungan  dari  manfaat 
sistem  yang  berlaku.  la  akan  lebih  kritis,  ka- 
pasitasnya  untuk  bergerak  lebih  tinggi.  Yang 
pertama  merupakan  faktor-faktor  yang  ber- 
kaitan  dengan  massa  rakyat.  Tingkat  pendi- 
dikan  sangat  mempengaruhi  kemampuan  se- 
seorang untuk  meresapkan  dan  mengaktuali- 
sasikan  gagasan.  Mengharapkan  setiap 
orang  berpartisipasi  secara  penuh,  akan 
memberi  kesempatan  kepada  Kepala  Daerah 
yang  juga  memiliki  kekuatan  sosial  dan  eko- 
nomi,  untuk  tetap  memegang  peranan  pen- 
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ting  dalam  pembangunan  daerah. 

Kita  butuh  waktu  untuk  melahirkan  pe- 
mimpin  yang  berasal  dari  daerah  dan  dari 
bawah,  yang  dapat  bertahan  menghadapi 
calon  Kepala  Daerah  dari  pusat.  Jalan  ke- 
luarnya  adalah  dengan  menggalang  kekuat- 
an  massa  rakyat,  seperti  unjuk  rasa  mem- 
protes  pemihhan  Kepala  Daerah  sebagaima- 
na  yang  telah  dibeberkan  di  atas.  Guna 
menghindari  terbentuknya  lapisan  pengha- 
lang  tingkat  dua  yang  berasal  dari  masyara- 
kat  setempat,  maka  setiap  anggota  masyara- 
kat  di  daerah  bertanggungjawab  kepada  se- 
luruh  masyarakat  sebagai  cara  untuk  me- 

mantapkan  partisipasi  demokratis. 

.   .1/'  •- 

Tambahan  pula,  lahirnya  pemimpin 
baru  dari  pusat  yang  lebih  terlatih  ketim- 
bang  pemimpin  lokal  yang  didukung  oleh 
masyarakat  yang  kurang  memiliki  keahlian 
dan  pengetahuan  yang  dapat  mereka  guna- 
kan  dalam  kedudukannya  sebagai  Kepala 
Daerah,  akan  menyebabkan  timbulnya  ke- 
senjangan  politik  baru  yang  bernuansa 
konflik.  Timbulnya  kesenjangan  atau  jurang 
asal  usul  Kepala  Daerah  yang  berasal  dari 
pusat  dan  yang  berasal  dari  daerah,  menja- 
dikan  substansi  pembangunan  daerah  men- 
jadi  persoalan.  Pembangunan  daerah  mung- 
kin  kurang  mendapat  dukungan  dari  rakyat 
di  daerah,  jika  Kepala  Daerahnya  hanya  ba- 
sil dropingan  dari  pusat.  Sedangkan  sebalik- 
nya  jika  Kepala  Daerah  berasal  dari  putra 
asli  daerah,  maka  pembangunan  akan  meng- 
abdi  kepada  kepentingan  masyarakat  di  dae- 
rah. 

Walaupun  asumsi  ini  tidak  seluruhnya 
benar,  namun  dari  berbagai  kasus  unjuk 
rasa  akibat  pemilihan  Kepala  Daerah  yang 
kurang  demokratis,  sudah  tumbuh  partisi- 
pasi demokratis  dalam  masyarakat  untuk 
melegitimasikan  basis  sosial  dan  corak  kepe- 


mimpinan  baru,  bahwa  pemimpin  tidak 
hanya  bertanggungjawab  kepada  rakyatnya, 
melainkan  juga  harus  bertanggungjawab  ke- 
pada pemerintah  pusat  yang  tetap  menjadi 
motor  penggerak  pembangunan  di  daerah. 

Sekarang  bagaimanakah  merealisasikan 
gagasan  kita  agar  kita  memperoleh  kepe- 
mimpinan  yang  sesuai  dengan  visi  demokrasi 
dan  demokratisasi.  Kepemimpinan  yang  de- 
mokratis dapat  lahir  setidak-tidaknya  berda- 
sarkan  pertimbangan  di  bawah  ini. 

Pertama,  kepemimpinan  harus  visible 
terhadap  perubahan  zaman.  Perubahan  so- 
sial selalu  datang  bertubi-tubi.  Agar  peru- 
bahan sosial  itu  tidak  menggilas  kita,  maka 
dibutuhkan  kepemimpinan  yang  visible  ke 
arah  perubahan  secara  terencana.  Demokra- 
si membutuhkan  bukan  hanya  pemimpin 
yang  demokratis,  melainkan  juga  pemimpin 
yang  mampu  merefleksikan  aspirasi  rakyat 
menjadi  suatu  kenyataan. 

Pemimpin  yang  tidak  visible  yaitu  ku- 
rang mampu  memproyeksikan  keinginan 
dan  kebutuhan  rakyat,  akan  tergulung  oleh 
perubahan  sosial  yang  demikian  dahsyat. 
Pemimpin  yang  hanya  mempertahankan 
status  quo  ketika  menghadapi  perubahan 
dan  tidak  melakukan  penyesuaian-penyesu- 
aian,  pemimpin  seperti  itu  terbanting  oleh 
perkembangan  keadaan. 

Kepemimpinan  seperti  itu  kurang  adap- 
tif,  tidak  pandai  menyesuaikan  diri  dengan 
gejolak  perubahan-perubahan  besar  yang 
terjadi  di  sekitar  kita.  Pemimpin  yang  ku- 
rang adaptif  sangat  berbahaya  karena  pe- 
mimpin seperti  ini  hanya  memikirkan  diri- 
nya  sendiri,  yaitu  hanya  mempertahankan 
kedudukannya  sendiri,  tanpa  melihat  pada 
substansi  kepentingan  rakyat.  Pemimpin  se- 
perti ini  menganggap  setiap  perubahan  seba- 
gai ancaman,  karena  setiap  perubahan  di- 


134 


ANALISIS  CSIS,  1995-2 


anggap  hanya  untuk  mendongkel  jabatan- 
nya.  Oleh  sebab  itu,  masa  jabatan  formal 
pemimpin  seperti  ini  perlu  dibatasi. 

Kedua,  kepemimpinan  hams  memiliki 
akountabilitas  kepada  masyarakat.  Setiap 
pemimpin  itu  dipilih  oleh  rakyat.  Dalam  hal 
ini  Kepala  Daerah  dipilih  oleh  rakyat  melalui 
badan  perwakilan  (DPRD).  Karena  dia  dipi- 
lih oleh  rakyat,  maka  seharusnya  dia  ber- 
tanggungjawab  kepada  rakyat.  Kalau  ma- 
syarakat semakin  sadar  akan  hak  dan  kewa- 
jibannya,  maka  seorang  pemimpin  seyogya- 
nya  harus  mempertanggungjawabkan  hasil 
pekerjaannya.  Semakin  tinggi  kesadaran 
masyarakat,  semakin  kritis  masyarakat,  se- 
hingga  seorang  pemimpin  harus  lebih  kritis 
pula  menanggapi  dan  menyalurkan  keingin- 
an  rakyat.  Sikap  pemimpin  kepada  rakyat 
harus  responsible,  tidak  kaku  dan  memaksa- 
kan  kehendak  tanpa  melihat  realitas  perma- 
salahan  masyarakat.  Sense  of  responsibility 
dari  pemimpin  kepada  masyarakat  harus  se- 
lalu  berusaha  menyerap  bukan  menolak  as- 
pirasi  rakyat. 

Dalam  kaitan  bagaimana  pemimpin 
harus  melaksanakan  otonomi  daerah  yang 
nyata  dan  bertanggungjawab,  maka  pokok- 
pokok  pikiran  di  bawah  ini  dapat  menjadi 
bahan  pertimbangan: 

Pertama,  jabatan  Kepala  Daerah 
Tingkat  II  merupakan  jabatan  politik  dan 
administratif.  Mitra  kerja  KDH  TK  I  adalah 
DPRD.  Karena  jabatan  KDH  TK  I  cende- 
rung  merupakan  jabatan  politik,  maka  pro- 
ses rekrutmennya  pun  tidak  bisa  dilakukan 
secara  sentralistik.  Hal  ini  akan  mengurangi 
derajat  dan  substansi  demokrasi  di  daerah, 
padahal  kita  sedang  getol-getolnya  meng- 
kampanyekan  demokrasi  dan  demokratisasi. 
Kriteria  penentuan  calon  Kepala  Daerah 
akan  mengurangi  substansi  dan  bobot  demo- 


krasi (Afan  Gaffar). 

Kedua,  kapasitas  kepemimpinan  seorang 
calon  Kepala  Daerah  sangat  dipengaruhi 
oleh  luasnya  pengalaman  dalam  bidang  poli- 
tik dan  pemerintahan,  tingkat  pendidikan, 
serta  kemampuan  adaptif  untuk  menyerap 
aspirasi  masyarakat.  Jadi,  syarat  kepemim- 
pinan Kepala  Daerah  tidak  tergantung  pada 
apakah  dia  seorang  sipil  atau  ABRI,  pernah 
menjabat  sebagai  Sekwilda  atau  tidak. 

Ketiga,  kalau  substansi  mengenai  otono- 
mi, demokrasi  dan  demokratisasi  dapat  kita 
pahami  secara  konsepsional  dan  praktis, 
maka  kunci  dari  pelaksanaan  otonomi  ada- 
lah seberapa  besar  kewenangan  yang  dimi- 
liki  oleh  setiap  pemerintah  daerah  untuk  se- 
cara mandiri  mampu  memilih  Kepala  Dae- 
rahnya  tanpa  intervensi  pemerintah  pusat 
terlampau  dalam. 

Keempat,  untuk  meretas  kepemimpinan 
yang  demokratis  demi  melaksanakan  otono- 
mi daerah,  diperlukan  suatu  format  sistem 
otonomi  daerah  yang  lebih  sesuai  dengan 
tuntutan  zaman,  khususnya  dalam  mengha- 
dapi  pengaruh  globalisasi. 

Kelima,  kapasitas  otonomi  daerah  tidak 
semata-mata  ditentukan  oleh  Kepala  Daerah 
akan  tetapi  melibatkan  banyak  faktor,  ter- 
utama  sumber  daya  manusia  secara  keselu- 
ruhan  di  daerah. 
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Kepemimpinan  Nahdlatul  Ulama 
Era  Abdurrahman  Wahid: 
Perjuangan  Demokratisasi 
di  Tengah  Arus  Negara  Kuat 

Laode  Ida 


Pendahuluan 


PASCA  Muktamar  Situbondo,  Nah- 
dlatul Ulama  (NU)  memasuki  babak- 
an  baru  setelah  sekitar  35  tahun  ma- 
sa  kemerdekaan  terlibat  secara  substantif  di 
kancah  politik  praktis.  Era  setelah  mukta- 
mar ini  pula  ditandai  dengan  adanya  regene- 
rasi  dalam  kepengurusan  Tanfidziah  PBNU 
(Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama),  yaitu 
terpilihnya  KH  Abdurrahman  Wahid  (saat. 
itu  berusia  43  tahun)  ditambah  dengan  bebe- 
rapa  tokoh-tokoh  organisator  usia  muda 
lainnya,  menggantikan  KH  Dr.  Idham  Cha- 
Hd  yang  sudah  32  tahun  memimpin  PBNU. 
Para  pengurus  Tanfidziah  ini  merupakan  ge- 
nerasi  ketiga  dari  NU  (Abdurrahman  Wa- 
hid, merupakan  cucu  dari  Pendiri  NU,  KH 
Hasyim  Asyhari,  anak  dari  KH  Wahid  Ha- 
syim)  dengan  latar  belakang  pendidikan 
yang  sangat  beragam. 

Generasi  ketiga  NU  ini  kebanyakan  ka- 
langan  intelektual  yang  oleh  Anas  Saidi  di- 


bagi  dalam  tiga  kelompok  menurut  latar  be- 
lakang pendidikan  dan  pola  pikirannya.^ 
Pertama,  generasi  stok  baru,  dengan  latar 
belakang  pendidikannya  dari  perguruan 
tinggi  umum.  Kedua,  generasi  stok  lama, 
yakni  mereka  yang  melalui  pendidikan  pe- 
santren  dan/atau  IAIN  tetapi  sudah  menga- 
lami  sosiahsasi  baru  atau  perkenalan  dengan 
ilmu-ilmu  lain,  khususnya  ilmu-ilmu  sosial. 
Dengan  demikian,  pada  dasarnya  mereka  sa- 
ngat kental  pengetahuan  agamanya  (segi 
kognitif),  tetapi  tidaklah  terlalu  kaku  dalam 
menafsirkan  dan  menyikapi  sesuatu,  bahkan 
tak  jarang  yang  dianggap  bersifat  radikal 
dan  revolusioner  oleh  kalangan  tokoh-tokoh 
NU  konservatif.  Dan  ketiga,  generasi  yang 
tetap  konsisten,  yakni  mereka  yang  mulai 
dari  pesantren,  melanjutkan  ke  IAIN  dan 
kemudian  melanjutkan  lagi  studi  lanjutan  ke 
Timur  Tengah.  Kecenderungan  berpikir  ke- 
lompok ini  adalah  tetap  pada  pola  pemikir- 


Anas  Saidi,  makalah  yang  dihimpun  dalam  Genera- 
si Baru  NV,  yang  didokumentasikan  oleh  LAKPES- 
DAM-NU,  1990. 
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an  dan  hubungan-hubungan  sosial  ala  pe- 
santren. 

Kepengurusan  Tanfidziah  PBNU  sejak 
tahun  1984,  mengacu  pada  Anas  Saidi,  mu- 
lai  lebih  didominasi  oleh  kelompok  perta- 
ma  dan  kedua.  Sidney  Jones  malah  menye- 
butkan  secara  lebih  ekstrim  lagi,  yakni  ke- 
lompok muslim  liberal  (liberal  muslim), 
dengan  pola  pikir  dan  tindakannya  yang  le- 
bih kritis,  rasional,  dan  terdapat  kecende- 
rungan  melakukan  perubahan  terhadap  kul- 
tur  NU  yang  sudah  dianggap  mapan.  Pe- 
rubahan pertama,  tampak  dari  segi  orientasi 
NU  selama  ini,  yang  sudah  benar-benar  ken- 
tal  dengan  kegiatan  politik  praktis,  semen- 
tara  hal  itu  dianggap  oleh  tokoh-tokoh 
muda  NU  sebagai  kekeliruan  karena  NU 
melupakan  akarnya,  melupakan  umatnya, 
melupakan  kegiatan  pokoknya. 

Gagasan-gagasan  yang  dibangun  oleh 
tokoh-tokoh  NU  muda  (faksi  cendekia)  itu 
memperoleh  legitimasi  formal  melalui  Muk- 
tamar  Situbondo,  sehingga  secara  organisa- 
toris  telah  diatur  hubungan  antara  NU  de- 
ngan PPP  atau  organisasi  sosial  politik  lain- 
nya.  Di  sini  warga  NU  diberi  kebebasan  un- 
tuk  menentukan  pilihan  sesuai  haknya  sendi- 
ri  sebagaimana  warga  negara  Indonesia  lain- 
nya,  kemerdekaan  mana  karena  NU  secara 
formal  tidak  memiliki  ikatan  politik  dengan 
salah  satu  organisasi  sosial  politik  mana 
pun. 


Wawancara  dengan  Slamet  Efendi  Yusuf,  juga  se- 
nada  dengan  pandangan  Kyai  Ali  Yafie,  dan  Matori 
Abdul  Jalil.  Evaluasi  yang  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh 
muda  NU  berupa  diskusi  informal  yang  menurut  Yusuf 
dilakukan  sejak  tahun  1977,  yang  karena  sering  melaku- 
kan pertemuan  di  gang  "G"  maka  kelompok  itu  biasa 
disebut  Kelompok  G. 


Misi  NU  Generasi  Ketiga  dan  Keme- 
lut  Awal  Kepemimpinan  Wahid 

Generasi  Ketiga  NU  Versi  Wahid:  Persoalan 
Bagi  Politisi 

Pemisahan  NU  sebagai  organisasi  yang 
tak  diperkenankan  lagi  berpolitik  praktis  de- 
ngan kalangan  nahdlyin  sebagai  warga  nega- 
ra yang  diberi  kebebasan  menentukan  ki- 
prah  politiknya  sendiri-sendiri,  menjadi  ciri 
utama  NU  kembali  ke  khittah  1926.  Tetapi 
persoalannya  ialah  bahwa  sebagian  dari  elite 
NU  masih  ada  yang  secara  formal  terikat  se- 
bagai pengurus  bahkan  ada  yang  menjadi 
pengurus  inti  dari  salah  satu  Orsospol  khu- 
susnya  PPP  (Partai  Persatuan  Pembangun- 
an)  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat 
daerah,  sehingga  muncul  tanda  tanya  ten- 
tang  kemurnian  pelaksanaan  khittah  1926. 
Soalnya,  ketika  mereka  memiliki  ambisi  po- 
litik, bukanlah  suatu  waktu  mereka  itu  akan 
selalu  membawa-bawa  jamaah  dan  organisa- 
si NU  di  mana  mereka  berasal? 

Sementara  itu  Abdurrahman  Wahid  sen- 
diri  sebagai  Ketua  Tanfidziah,  selalu  menya- 
takan  sikap  ~  bahkan  jauh-jauh  hari  sebe- 
lum  ia  terpilih  ~,  bahwa  keterikatan  NU  di 
kancah  politik  praktis  sangat  merugikan 
NU.  Apalagi  PPP,  partai  politik  setempat  di 
mana  NU  terikat  setelah  fusi  partai  awal  ta- 
hun 1973,  oleh  Abdurrahman  Wahid  diang- 
gap masih  merupakan  kekuatan  "oposisi" 
bagi  pemerintah  sehingga  akan  sangat  meru- 
gikan kredibilitas  NU  di  mata  pemerintah. 
Wahid  berpendapat  bahwa  bila  NU  menye- 
bar  ke  berbagai  kekuatan  orpol  yang  ada,  itu 
lebih  baik.  Dan  justru  akan  menjadi  kerdil 
bila  NU  terus  berkecimpung  dalam  kancah 
politik  yang  secara  formal  terbatas. 

Sikap  politik  NU  versi  Wahid  itu  telah 
ditanggapi  serius  oleh  beberapa  poWisi  NU 
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termasuk  tokoh-tokoh  PPP  yang  bukan  dari 
unsur  NU.  Berbagai  tanggapan  setelah  Muk- 
tamar  Situbondo  menggambarkan  situasi  ke- 
tegangan  pada  awal  kepemimpinan  Abdur- 
rahman Wahid,  yang  pada  dasarnya  mere- 
fleksikan  kekuatiran  dari  tokoh-tokoh  poh- 
tisi  NU  khususnya  yang  ada  di  PPP.  Sikap 
menyerang  beberapa  tokoh  poHtisi  NU  seca- 
ra  lebih  tajam  diarahkan  pada  Abdurrah- 
man Wahid,  terlebih  lagi  ketika  Wahid  me- 
ngeluarkan  pernyataan  di  media  massa  bah- 
wa  deklarasi  empat  Parpol  Islam  untuk  ber- 
fusi  ke  dalam  PPP  tahun  1973  lalu  tidak 
mempunyai  kekuatan  lagi  sejak  Muktamar 
PPP  bulan  Agustus  1984,  di  mana  PPP  me- 
nerima  asas  Pancasila.  Serangan  lain  juga 
menyangkut  isu  "modernisasi"  di  NU  yang 
dikuatirkan  akan  mengubah  sikap  yang  sela- 
ma  ini  dipertahankan  oleh  NU. 

Isu  terakhir  ini  diragukan  karena  sikap 
tradisionalisme  a/z/w^^M^fir/z  waljamaah  yang 
dianut  oleh  NU  hingga  saat  itu  dipandang 
sudah  merupakan  "final"  dari  sikap  muslim 
yang  kaaffah,  sementara  ada  signal  bahwa 
Abdurrahman  Wahid  dianggap  agak  berha- 
luan  reformis  yang  cukup  progresif.  Maka- 
nya,  dari  pernyataan- pernyataan  Wahid,  ka- 
langan  politisi  (faksi  politik)  mengambil  ke- 
sempatan  untuk  menyerang.  H  Fachrurazy 
AH,  misalnya,  menilai  ucapan  Wahid  seba- 
gai  membingungkan  warga  NU,  walaupun 
pernyataan  itu  lebih  merupakan  kekuatiran 
beberapa  aktivis  partai  politik  saja. 

Kepentingan  Politik  Faksi  Politik 

Perbedaan  pendapat  antar  sesama  ang- 
gota  NU  pada  tahun  1985  antara  lain  diwar- 
nai  oleh  tarik  menarik  antara  faksi  politik 
dan  kyai-kyai  (faksi  Syuriah),  dan  para  ang- 

^Berita  Buana,  18  Desember  1984. 


gota  Majelis  24,  generasi  ketiga  (faksi  cende- 
kia),  walaupun  bukan  berarti  kubu  pesan- 
tren  steril  dengan  politik  praktis  karena  pada 
kenyataannya  beberapa  tokoh  pesantren  ak- 
tif  sebagai  pengurus  PPP  maupun  anggota 
legislatif  baik  di  tingkat  pusat  maupun  dae- 
rah.  Pertama,  adanya  kemauan  pihak  PPP 
dan  juga  anggota  legislatif  dari  unsur  NU 
melalui  PPP,  agar  NU  tidak  melepaskan  diri 
dari  PPP  dan  terlebih  lagi  dalam  mengha- 
dapi  Pemilu  1987,  suara  anggota  NU  -  seba- 
gaimana  pada  Pemilu  1977  dan  1982  -  ma- 
suk  di  PPP  lagi.  Ini,  misalnya,  ditandai  de- 
ngan polemik  H.J.  Naro  (Ketua  Umum 
PPP,  saat  itu)  yang  mendukung  sikap  dan 
kehendak  tokoh-tokoh  NU  di  PPP,  bahwa 
NU  tetap  mempunyai  hubungan  dengan 
PPP. 

Kedua,  kyai-kyai  pesantren  menjawab 
secara  tegas  bahwa  anggota  NU  tidak  secara 
otomatis  menjadi  anggota  PPP,  di  mana 
pernyataan  ini  dikeluarkan  sebagai  hasil 
rapat  gabungan  antara  Syuriah  dan  Tanfid- 
ziah,  yang  memang  sesungguhnya  sudah  di- 
tegaskan  dalam  salah  satu  keputusan  Muk- 
tamar Situbondo.  Dalam  hal  ini  Abdurrah- 
man Wahid  berada  pada  kubu  pesantren,  se- 
mentara KH  Idham  Chahd  berada  pada 
kubu  NU  di  PPP. 

Sikap  para  kyai  dan  anggota  Majelis  24 
yang  menjadi  pengurus  Tanfidziah  ini  tidak 
hanya  sampai  pada  pernyataan- pernyataan 
politis.  Sebab  di  lapangan  elite-ehte  NU  ini 
selalu  menganjurkan  warganya  agar  memilih 
kontestan  yang  terbaik,  yang  diduga  yang  di- 
maksudkan  "terbaik"  itu  adalah  Golkar 
(Golongan  Karya).  Di  sini  terlihat  adanya  in- 
teres  kelompok-kelompok  tertentu  untuk 
menarik  anggota  NU  agar  memilih  Golkar, 
yang  dalam  prakteknya  diikuti  dengan  ge- 
rakan  penggembosan  secara  terus  menerus. 
Gerakan  terakhir  ini  tampaknya  untuk  lebih 
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mewujudkan  sikap  tokoh-tokoh  NU  yang 
merasa  kecewa  terhadap  PPP,  yang  dengan 
sendirinya  dalam  pertemuan-pertemuan 
yang  dilakukan  oleh  beberapa  elite  NU  de- 
ngan warga  NU  di  pedesaan  Jawa,  mencoba 
melakukan  upaya-upaya  bagaimana  agar 
warga  NU  memahami  eksistensi  sikap  poli- 
tik  NU  setelah  Muktamar  Situbondo,  dan 
pula  melakukan  gerakan  penggembosan  un- 
tuk  tidak  terikat  lagi  pada  PPP. 

Untuk  mempertegas  sikap  politik  NU 
dan  mencoba  mengantisipasi  keterkaitan  po 
litis  beberapa  elite  NU,  khususnya  mereka 
yang  masih  menjadi  pengurus  PPP  baik  di 
daerah-daerah  maupun  di  pusat,  maka 
PBNU  mengeluarkan  SK  No.  01/PBNU/I- 
1985,  tertanggal  11  Januari  1985,  yang  ber- 
isikan  tiga  hal  penting:'* 

1.  Pengurus  Harian  Nahdlatul  Ulama  tidak 
diperkenankan  merangkap  menjadi  pe- 
ngurus harian  partai  politik/organisasi 
sosial  politik  manapun; 

2.  Batas  waktu  pelaksanaan  hal  tersebut  pa- 
da  angka  1  (satu)  di  atas  adalah  satu  ta- 
hun  untuk  wilayah  dan  dua  tahun  untuk 
cabang; 

3.  Kepada  pengurus  wilayah  dan  cabang 
NU  di  seluruh  Indonesia  supaya  mengam- 
bil  langkah-langkah  ke  arah  pelaksanaan 
keputusan  ini. 

Melihat  batas  waktu  keputusan  tersebut 
sampai  dengan  dua  tahun  (khususnya  untuk 
wilayah/cabang/daerah),  maka  sebenarnya 
masih  terdapat  peluang  bagi  pengurus-pe- 
ngurus  NU  yang  merangkap  pengurus  PPP 
di  daerah  untuk  mempengaruhi  massa  NU 
atau  menarik  massa  NU  ke  dalam  PPP  khu- 
susnya dalam  Pemilu  1987.  Makanya  ge- 

^Kacung  Marijan,  Quo  Vadis  NU,  Setelah  Kembali 
ke  Khiitah  1926  (Jakarta:  Penerbit  Erlangga,  1992), 
157. 


rakan  penggembosan  semakin  gencar  dila- 
kukan, sementara  H.J.  Naro  menyerang  si- 
nis  dengan  mengatakan  bahwa  yang  melaku- 
kan penggembosan  semacam  "telur  busuk" 
NU. 

Tetapi  sikap  Naro  itu  sendiri  bukan  tidak 
didukung  oleh  sebagian  tokoh  NU.  KH  Syan- 
suri  Badhawi,  misalnya  -  dalam  menghadapi 
Pemilu  1987  ~  pernah  berfatwah  bahwa 
umat  Islam  wajib  memilih  PPP.  Pemikiran 
semacam  ini  berangkat  dari  keterkaitan  his- 
toris  antara  NU  dan  PPP  sebagai  fusi  partai 
Islam,  dan  karena  masih  kuatnya  anggapan 


^Menurut  Slamet  Effendi  Jusuf,  mereka  yang  terma- 
suk  dalam  Kelompok  "G",  tidak  melakukan  penggem- 
bosan. Dalam  perjalanan  mereka  menjelang/setelah  NU 
kembali  ke  khittah  1926,  hanya  berupaya  menjelaskan 
apa  makna  khittah,  sikap  politik  NU,  hubungan  antara 
NU  dengan  PPP  dan/atau  orsospol  lain,  hak-hak  warga 
NU,  dan  semua  penjelasan  yang  berkaitan  dengan 
upaya-upaya  kembali  ke  khittah  sesuai  dengan  keputus- 
an Muktamar  Situbondo  1984.  Terhadap  PPP  mereka 
bersikap  netral  dalam  menjelaskannya  kepada  warga 
NU  (wawancara  dengan  Slamet  Effendi  Yusuf  tanggal  1 
April  1994).  Yang  melakukan  penggembosan  langsung 
adalah  mereka  yang  kecewa  dengan  PPP.  Terhadap 
Mahbub  Junaedi  yang  secara  terbuka  melakukan  peng- 
gembosan, menurut  Effendi,  sebenarnya  meskipun  ter- 
masuk  dalam  Kelompok  "G"  namun  dalam  hal  sikap 
politik  adalah  berbeda,  sebab  ia  masih  menghendaki 
NU  berpolitik,  hanya  saja  ia  termasuk  yang  dikecewa- 
kan  di  PPP.  Tetapi  penjelasan  bahwa  tak  melakukan 
penggembosan,  tampaknya  sukar  diterima  begitu  saja, 
karena  posisi  Slamet  dan  Wahid  pada  saat  perjalanan 
sebenarnya  sekaligus  memberi  peluang  kepada  Golkar 
untuk  merebut  suara  warga  NU.  Pada  saat  itu,  piha/v: 
PPP  memberi  reaksi  keras  terhadap  NU,  khususnya 
yang  secara  tegas  menyatakan  diri  keluar  dari  PPP  serta 
mempengaruhi  massa/warga  NU  untuk  sejak  setelah 
Muktamar  menentukan  sikap  untuk  keluar  dari  PPP 
dan  selanjutnya  masuk  Golkar,  dan  bahkan  ada  yang 
masuk  menjadi  pengurus  PDI  (Partai  Demokrasi  Indo- 
nesia). Reaksi  PPP  itu  terlihat  pada  terutama  H.J.  Naro 
yang  pada  beberapa  kesempatan  menyatakan  secara  ter- 
buka dengan  mengibaratkan  orang-orang  NU  yang  ke- 
luar dari  PPP  sebagai  "telur  busuk". 
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bahwa  PPP  adalah  partainya  umat  Islam, 
sehingga  dengan  sendirinya  PPP  dianggap 
secara  otomatis  merupakan  saluran  politik 
umat  Islam  terlebih  lagi  warga  NU. 

Pernyataan  sebagian  tokoh  NU  yang 
mengarahkan  warganya  untuk  memilih 
Golkar  dan  sebagian  lagi  menghendaki  war- 
ganya tetap  memilih  PPP,  dilihat  dari 
konteks  jiwa  kembali  ke  khittah  1926,  me- 
mang  terasa  bertentangan,  karena  faksi  poli- 
tisi  NU  membawa-bawa  nama  dan  warga 
NU.  Padahal,  dalam  salah  satu  keputusan 
Muktamar  hal  itu  tidak  dibenarkan.  Namun 
secara  politis  di  mana  setiap  orang  menghen- 
daki dukungan  untuk  tercapainya  tujuan- 
tujuan  politiknya,  maka  perilaku  para  elite 
itu  dapat  dikatakan  wajar-wajar  saja.  Apa- 
lagi  proses  sosialisasi  khittah  masih  dalam 
transisi,  maka  hal  itu  dianggap  menyalahi 
kenyataan  perjalanan  sejarah  panjang  NU 
sebagai  organisasi  politik  yang  cukup  besar 
di  Indonesia. 

Reaksi  PPP  dan  unsur  NU  di  PPP  men- 
dapat  tanggapan  serius  pula  dari  para  elite 
NU,  seperti  Mahbub  Junaedi,  KH  Yusuf 
Hasyim,  KH  Akhmad  Siddiq,  KH  As' ad 
Syamsul  Arifin,  H  Abdurrahman  Wahid, 
dan  sederetan  tokoh  NU  yang  sudah  menya- 
takan  sikapnya  keluar  dari  PPP  atau  mereka 
yang  secara  konsisten  dengan  keputusan 
muktamar.  Maka  semakin  gencar  pulalah 
aksi  penggembosan  pada  basis- basis  utama 
NU  khususnya  di  Jawa  Timur,  Jawa  Te- 
ngah,  dan  Jawa  Barat.  Dalam  setiap  acara 
pertemuan  dengan  warga  NU,  para  aktor 
penggembos  mencoba  menguraikan  dan  me- 

^Pendapat  seperti  ini  mencoba  menggiring  emosi  pe- 
milih  primordial  PPP,  yang  menganggap  PPP  sebagai 
Partainya  orang-orang  Islam.  Tetapi  sebagian  orang- 
orang  Islam  sudah  berubah  pola  pikirnya,  sebab  tak  lagi 
memandang  PPP  sebagai  partai  Islam,  atau  tak  lagi  me- 
mandang  partai  dengan  simbol-simbol  Islam  tertentu, 
melainkan  sudah  lebih  realistis. 


yakinkan  warganya  bagaimana  konstelasi 
politik  di  negara  ini,  dan  bagaimana  posisi 
setiap  kekuatan  orsospol  yang  ada  (PPP, 
Golkar,  dan  PDI).  Pada  dasarnya  mereka 
mengarah  pada  sikap  "mendiskreditkan" 
PPP  sehingga  warga  NU  mau  menyalurkan 
aspirasi  politiknya  ke  Golkar  atau  setidak- 
nya  mereka  tidak  lagi  ke  PPP.  Salah  satu  in- 
ti  pemikiran  dalam  aksi  penggembosan  itu 
adalah:  bahwa  bila  dipertimbangkan  secara 
kritis  dan  tidak  emosional,  maka  dalam 
Pemilu  yang  pantas  dipilih  adalah  Golkar, 
sebab  di  samping  membawa  manfaat  bagi 
bangsa  dan  umat  Islam  di  Indonesia,  kita 
juga  dapat  mengamalkan  taat  kepada  ulil 
amri  dan  dapat  lebih  dekat  dengan  mereka. 
Jadi  memilih  Golkar  merupakan  pilihan 
yang  tepat,  di  mana  elite  NU  non-PPP  yakin 
bahwa  dengan  menitipkan  aspirasi  lewat 
Golkar,  maka  mereka  tidak  hanya  ikut  men- 
jaga  kewibawaan  ulama  tetapi  juga  pema- 
syarakatan  ajaran  alhussunah  wal  jamaah 
akan  lebih  dapat  direalisasikan.^ 

Lebih  dari  itu,  tampaknya  beberapa  elite 
NU  non-PPP  lebih  tegas  lagi  mencoba  me- 
lawan  PPP  dengan  pernyataan-pernyataan 
bombastis  yang  menekankan  agar  seluruh 
warga  NU  dilarang  atau  haram  mencoblos 
tanda  gambar  PPP  (bintang)  dalam  Pemilu 
1987,  dilarang/haram  menjadi  Golput,  dan 
sekahgus  memerintahkan  seluruh  warga  NU 
untuk  memilih  Golkar  atau  PDI  dengan  lan- 
dasan  akhlaqul  karimah. 

Perbedaan  Penafsiran  Terhadap  Khittah 

Di  dalam  NU  sendiri,  setelah  kembali  ke 
khittah  1926,  muncul  pengelompokan  pemi- 

''DPW  NU  Yogyakarta,  Hasil  Bahtsul-Masail  Seki- 
lar  Pemilu  Antar  Pondok  Pesantren  se-Daerah  Istime- 
wa  Yogyakarta;  dikutip  dari  Kacung  Marijan,  ibid., 
163. 
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kiran  berdasarkan  pemahaman  dan  penafsir- 
an  makna  khittah  1926.  Abdurrahman  Wa- 
hid pernah  memberi  penilaian  terhadap  ke- 
adaan  kelompok-kelompok  tersebut,  yang 
dibaginya  dalam  tiga  kelompok,  yaitu:^  Per- 
tama,  kelompok  khittah  murni,  yakni  warga 
NU  yang  dalam  menjelaskan  dan  mengamal- 
kan  khittah  1926  benar-benar  dijelaskan  dan 
diamalkan  secara  murni  dan  utuh,  tanpa  me- 
ngurangi,  tanpa  ada  bagian-bagian  yang  di- 
tutup-tutupi,  serta  tanpa  ada  penambahan 
dengan  boncengan  yang  diwarnai  oleh  ke- 
pentingan  pribadi.  Kedua,  kelompok  khittah 
plus,  yaitu  warga  NU  yang  menjelaskan  dan 
mengamalkan  khittah  secara  berlebihan,  mi- 
salnya  membuat  larangan  terhadap  hal-hal 
yang  sebenarnya  tidak  dilarang  dalam  khit- 
tah 1926.  Dan  ketiga,  kelompok  khittah 
minus,  yakni  warga  NU  yang  menjelaskan 
dan  mengamalkan  khittah  1926  secara  tidak 
utuh,  masih  ada  yang  ditutup-tutupi,  yang 
mungkin  karena  bila  menjelaskannya  secara 
utuh  akan  merugikan  kepentingan  pribadi- 
nya. 

Adanya  kelompok-kelompok  ini  mencer- 
minkan  ketegangan  internal  NU.  Mereka 
yang  tergolong  tokoh  dalam  faksi  politisi 
NU  umumnya  termasuk  dalam  kelompok 
kedua  dan  ketiga.  Ini  mulai  terlihat  dengan 
adanya  keinginan  sebagian  tokoh  NU  untuk 
membawa  NU  kembali  ke  kancah  politik 
praktis,  dunia  yang  secara  khittah  sudah  se- 
cara resmi  ditinggalkan.  Para  tokoh  yang 
tergolong  dalam  kelompok  ini  umumnya 
mereka  yang  kecewa  terhadap  PPP  dan  ke- 
pemimpinan  KH  Idham  Chalid,  sementara 
di  NU  setelah  kembali  ke  khittah  1926 
merasa  memenangkan  percaturan  dengan 
kelompok  Idham  Chalid,  sehingga  tuntutan 
mereka  terhadap  NU  pun  diharapkan  untuk 

^Lihat,  Mutiara  Khittah  NU  1926,  11-12;  juga 
Jones,  1985. 


ditanggapi  positif.  Tercatat  dalam  deretan 
tokoh  ini  ahtara  lain  Mahbub  Junaidi,  Syah 
Manaf,  yang  didukung  pula  oleh  KH  As' ad 
Syamsul  Arifin. 

Tetapi  Abdurrahman  Wahid  berupaya 
untuk  tetap  konsisten  dengan  gagasan-ga- 
gasan  awal  mereka  untuk  secara  tegas  memi- 
sahkan  antara  aktivitas  NU  sebagai  organi- 
sasi  sosial  keagamaan  dengan  aktivitas  war- 
ga atau  tokoh-tokohnya  yang  hendak  berpo- 
litik.  Sementara  tokoh-tokoh  faksi  poHtisi 
NU  menginginkan  agar  kembali  ke  khittah 
1926  tidak  perlu  secara  tegas- formal  mele- 
paskan  aktivitas  dan  kiprah  politiknya.  Di 
sinilah  muncul  ketegangan  dan  konflik,  de- 
ngan memanfaatkan  momen  perkembangan 
pemikiran-pemikiran  Wahid  yang  dianggap 
"aneh",  seperti  misalnya:  pribumisasi  Is- 
lam,^ ucapan  "Assalamu'alaikum"  diganti 
dengan  "selamat  pagi"  atau  "selamat 
siang",  atau  "selamat  sore",^^  modernisasi 
Islam,  posisi  Wahid  yang  pernah  menjadi 
dewan  juri  pada  festival  kesenian  di  Ban- 
dung, kehadiran  Wahid  pada  malam  puisi 
Yesus  Kristus  di  Surabaya,  dan  sebagainya, 

'Menurut  Wahid,  sebetulnya  yang  dimaksudkan  de- 
ngan pribumisasi  Islam  adalah  bagaimana  menjadikan 
Islam  berakar  di  Indonesia  sesuai  dengan  kultur  masya- 
rakat  setempat,  agar  masyarakat  merasa  memiliki  atau 
tak  merasa  terasing  karena  mempertentangkan  antara 
budaya  dengan  Islam.  Misalnya,  syiar  Islam  melalui  wa- 
yang.  Wawancara  dengan  Wahid,  11  Maret  1994. 

'"Padahal,  menurut  Nurcholis  Madjid,  bahwa  isu 
itu  sebenarnya  berawal  dari  keluhan  Siswono  Judo- 
husodo  pada  Wahid  dalam  suatu  gedung  pertemuan. 
Siswono  mengeluh  pada  Wahid  karena  dia  tidak  fasih 
mengucapkan  assalamu'alaikum,  sementara  dalam  per- 
temuan itu  semua  orang  memulai  pidato  dengan  salam 
itu.  Lalu  Wahid  dengan  enak  berkata  "ya  sudah  ...  gan- 
ti  saja  dengan  selamat  pagi",  ...  (untuk  pak  Sis),  ndak 
apa-apa  Ha!  itu  disiarkan  oleh  pers  seakan-akan 
Wahid  menganjurkan  pcnggantian  assalamu'alaikum 
dengan  "selamat  pagi".  Lihat:  Muhammadyah  dan 
NU,  213. 
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sehingga  persoalannya  menjadi  sangat  rumit 
dan  menjadikan  Wahid  dipojokkan. 

Menurut  Abdurrahman  Wahid,  sebetul- 
nya  ketegangan  dan  konflik  hanyalah  terjadi 
di  antara  tokoh-tokoh  yang  tergolong  sayap 
politisi  NU  saja.^^  Artinya  di  antara  sesama 
mereka,  khususnya  yang  berada  di  PPP, 
atau  yang  berkeinginan  untuk  mendominasi 
kembali  PPP  "berkelahi",  tetapi  bila  terka- 
lahkan,  maka  yang  disorot  adalah  NU.  Wa- 
hid lebih  lanjut  mengatakan: 

"Kalangan  sayap  politisi  sukar  menjadikan  NU  de- 
politisasi,  karena  setiap  konflik  antar  mereka  di 
PPP  dikait-kaitkan  dengan  NU.  Akibatnya  kalau 
menang  untuk  PPP,  tapi  kalau  kalah  maka  NU  yang 
kalah.  Contohnya,  sayap  Yusuf  Hasyim  yang  me- 
rupakan  sayap  politisi.  Ketika  bertentangan  dengan 
kubunya  Idham  Chalid  di  PPP  dan  kalah,  mereka 
kompensasi  dengan  melakukan  penggembosan.  La- 
in mereka  minta  dukungan  saya.  Namun  ketika  saya 
menolak  untuk  konfrontatif  dengan  H.J.  Naro,  ma- 
ka mereka  marah  pada  saya.  Maunya  mereka  ada- 
lah menghadapkan  NU  dengan  Naro.  Tetapi  saya 
menolak,  itu  bukan  urusan  saya  dan  bukan  urusan 
NU."'2 

Fenomena  semacam  ini  menunjukkan 
bahwa  ada  keinginan  untuk  menjadikan  NU 
berpolitik.  Bahkan  lebih  dari  itu  ada  tokoh- 
tokoh  faksi  politik  mengusulkan  agar  NU 
kembali  menjadi  partai  politik  lagi,  lepas 

13 

dari  PPP.  Atau' paling  tidak  masih  banyak 
tokoh-tokohnya  yang  belum  rela  membiar- 
kan  NU  tidak  berpolitik  secara  formal.  Apa- 
lagi  sebagian  tokohnya  masih  aktif  mengu- 
rusi  PPP  baik  di  daerah  maupun  di  pusat. 
Sementara  banyak  di  antara  elite  NU  yang 
duduk  baik  di  Tanfidziah  PBNU  maupun 


"Wawancara  dengan  Abdurrahman  Wahid,  11  Ma- 
ret  1994. 

'^Ibid. 

"Bruinessen,  The  NU  in  the  1980s,  Dokumentasi 
LAKPESDAM,  tidak  dipublikasikan,  23. 


Syuriah  periode  1984-1989,  tampaknya 
menganggap  posisi  PPP  masih  kuat  bagi 
warga  NU,  sementara  mereka  sudah  dikece- 
wakan  oleh  PPP.  Oleh  karena  itu,  aksi  peng- 
gembosan pun  mengantisipasi  pengaruh 
PPP  bagi  warga  NU  di  pedesaan,  di  samping 
lobi-lobi  tingkat  pusat  para  elite  NU  meng- 
hendaki  agar  H.J.  Naro  tidak  lagi  menjadi 
Ketua  Umum  PPP.  Hal  ini  terlihat  dengan 
antara  lain  usaha-usaha  KH  As' ad  Syamsul 
Arifin  yang  pernah  menyampaikan  maksud- 
nya  kepada  Mendagri  Supardjo  Rustam  agar 
H.J.  Naro  keluar  saja  dari  PPP. 

Dinamika  NU  tahun  1986-1987  umum- 
nya  masih  diwarnai  oleh  iklim  politik  meng- 
hadapi  Pemilu  1987.  Ketiga  kontestan  tam- 
paknya saling  berebut  pengaruh.  Tetapi  Gol- 
kar setidaknya  telah  memperoleh  dukungan 
dari  sebagian  elite  NU  khususnya  mereka 
yang  banyak  kecewa  terhadap  PPP.  Maka 
tak  heran,  misalnya,  kalau  sekitar  1.100  war- 
ga NU  menyatakan  diri  masuk  Golkar.^'*  Se- 
mentara PPP  sendiri  sebetulnya  masih  me- 
miliki  akar  di  basis- basis  NU  yang  ditandai 
dengan  adanya  beberapa  tokoh  pesantren 
(Kyai)  yang  dicalonkan  sebagai  anggota 
DPR  dari  PPP.  KH  Syansuri  Badhawi  dari 
Pondok  Pesantren  Jombang,  Jawa  Timur, 
misalnya,  dicalonkan  oleh  PPP  dalam  Pemi- 
lu 1987.  Di  lain  pihak,  PDI  tentu  berupaya 
pula  merebut  simpati  dari  beberapa  tokoh 
NU,  bahkan  pada  saat  itu  diberitakan  men- 
calonkan  beberapa  tokoh  NU,'^  yang  berarti 
masa  NU  diperkirakan  telah  menyebar  ke 
mana-mana.  Maka  sehubungan  dengan  ke- 
nyataan  itu  sejumlah  pengurus  NU  di  daerah 
dinon-aktifkan  karena  dicalonkan  oleh 
ketiga  kontestan,'^  di  mana  upaya  terakhir 

^^Pelita,  24  Juli  1986. 
^^Merdeka.  25  Oktobcr  1986. 
^^Merdeka,  11  Februari  1987. 
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ini  dalam  rangka  merealisasikan  kesepakat- 
an  Muktamar  Situbondo  atau  untuk  memur- 
nikan  pelaksanaan  khittah  1926. 

Sementara  reaksi  beberapa  tokoh  NU 
terhadap  upaya-upaya  ketiga  kontestan, 
jauh-jauh  hari  sebelum  Pemilu,  cukup  diplo- 
matis.  Salah  seorang  Rois  PBNU,  KH  Na- 
djib  Abdul  Wahab,  memberi  komentar:  pe- 
nyaluran  aspirasi  NU  dalam  Pemilu  1987, 
tergantung  dari  kekuatan  sosial  politik  mana 
yang  bisa  banyak  menyerap  program  NU 
dan  menampilkan  figur  NU  dalam  pencalon- 
an  di  lembaga  legislatif.^^  Pernyataan  ini  se- 
benarnya  mengandung  unsur  "keinginan" 
politis  para  tokoh  NU  untuk  tampil  sebagai 
wakil  NU  di  lembaga  legislatif,  melalui  salah 
satu  kontestan  yang  bisa  mengakomodasi 
aspirasi  NU,  tetapi  sekaligus  pula  membuka 
peluang  konflik  antara  sesama  tokoh  karena 
bagaimana  pun  pada  saat  para  tokoh  itu 
memperebutkan  suara,  maka  pada  saat  itu- 
lah  mereka  berebut  pengaruh  pada  basis- 
basis  NU,  dan  tidak  mustahil  yang  menonjol 
pada  akhirnya  adalah  kepentingan  politik 
tokoh  itu  sendiri. 

Kecenderungan  sikap  politik  tokoh- 
tokoh  NU  seperti  diuraikan  di  atas  akan  te- 
rus  berlangsung.  Hal  ini  ada  keterkaitan  erat 
dengan  sejarah  perjalanan  NU  yang  hingga 
saat  itu  masih  banyak  tokoh-tokohnya  sukar 
melepaskan  diri  dari  kiprah  politik  praktis, 
yang  juga  sukar  memisahkan  tindakannya 
sebagai  pribadi  dengan  NU.  Berkaitan 
dengan  itu  KH  Ali  Yafie  mengatakan: 

"Banyak  tokoh-tokoh  NU  yang  sudah  asyik  dengan 
politik,  sudah  menikmati  politik,  sudah  bermental 
politik.  Sehingga  pada  waktu  banting  stir  setelah 
Situbondo,  yang  mcnjadi  masalah  adalah  soal  me- 
ngubah  mental  tokoh-tokoh  NU  yang  mendominasi 
perjalanan  NU,  di  mana  dengan  NU  mereka  sudah 
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menikmati  kebahagiaan.  Akibatnya  program-pro- 
gram Situbondo,  sampai  juga  diprogramkannya  lagi 
di  Krapyak,  Yogyakarta  (1989)  kenyataan  belum 
juga  bisa  mulus  dikembangkan.  Mental-mental  po- 
litik sudah  mengendap  dalam  diri  tokoh-tokoh  NU 
...  Buktinya  saat  menghadapi  Muktamar  PPP  1994 
ini,  muncul  lagi  keinginan  berpolitik  lewat  PPP."'* 

Makanya  konflik  antara  tokoh-tokoh 
yang  termasuk  faksi  politisi  (Mahbub  Junai- 
di,  KH  Yusuf  Hasyim,  Syah  Manaf,  dan  se- 
deretan  tokoh  lain)  dengan  tokoh-tokoh  mu- 
da  intelektual  NU  (faksi  cendekia)  di  bawah 
Abdurrahman  Wahid  tahun  1986  yang  ber- 
puncak  pada  Munas  Alim  Ulama  di  Cilacap 
tahun  1987,  merupakan  ekspresi  dari  tuntut- 
an  kaum  politisi  untuk  menggiring  Wahid 
agar  membawa  NU  kembali  berpolitik,  se- 
mentara Wahid  sendiri  tetap  konsisten  de- 
ngan gagasan-gagasan  awalnya,  konsepsi 
khittah  1926,  bahwa  NU  tak  perlu  berpoli- 
tik. Ini  artinya  Wahid  konsisten  dengan  ke- 
hendak  Muktamar  Situbondo,  sedangkan 
tokoh-tokoh  yang  berhadapan  dengannya 
menafsirkan  makna  khittah  secara  berbeda. 


Perjuangan  Demokratisasi  NU  Era 
Kepemimpinan  Wahid 

Generasi  Ketiga  Versus  Kyai-Kyai 

Sebagian  tindakan  dan  pemikiran  Ab- 
durrahman Wahid  seperti  sudah  diuraikan 
di  muka,  dianggap  aneh-aneh  dan  menim- 
bulkan  kemarahan  para  tokoh  NU.  Para  to- 
koh NU  sayap  politik  memanfaatkan  situasi 
itu  untuk  terus  menggoyang  Wahid  dari  kur- 
si  kepemimpinannya,  dengan  mencoba  men- 
cari  dukungan  para  kyai  NU  (pesantren)  se- 
hingga sebagian  kyai  terpengaruh  dan  men- 
dukung  usaha-usaha  mendongkel  Wahid. 


"Merdeka,  3  Januari  1986. 


"Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafie,  17  April  1994. 


144 


ANALISIS  CSIS,  1995-2 


KH  As' ad  Syamsul  Arifin  adalah  salah  satu 
sesepuh  NU  yang  mendukung  upaya-upaya 
pendongkelan  itu.  Setelah  tak  berhasil  diba- 
has  dalam  acara  Munas  Alim  Ulama  di  Cila- 
cap  tahun  1987  dan  Wahid  terpilih  kembali 
sebagai  Ketua  Umum  Tanfidziah  PBNU  un- 
tuk  kedua  kalinya  melalui  Muktamar  ke-28 
di  Krapyak  tahun  1989,  Kyai  As' ad  menya- 
takan  pengunduran  dirinya  sebagai  penase- 
hat  (Mustasyar  Aam)  PBNU.  Ini  dapat  dika- 
takan  sebagai  puncak  kemarahan  Kyai 
As' ad  terhadap  Wahid  dan  para  pendukung- 
nya,  Alasan  yang  dikemukakan  oleh  Kyai 
As' ad  adalah  bahwa  ia  tak  bisa  bertanggung- 
jawab  dihadapan  Allah  SWT  atas  kepemim- 
pinan  Wahid.  Sikap  Kyai  As' ad  ini  menim- 
bulkan  tanda  tanya,  sebegitu  jauhkah  pola 
pikir  dan  tindakan  Wahid  menyimpang  dari 
ketentuan-ketentuan  pokok  NU  sehingga  dia 
Kyai  As'  ad  mengundurkan  diri  dengan  alas- 
an tersebut?  Padahal:  (1)  pada  saat  naiknya 
Wahid  sebagai  Ketua  PBNU  melalui  Mukta- 
mar Situbondo  tahun  1984,  KH  As' ad  bera- 
da  di  belakangnya,  di  mana  ia  menjadi  to- 
koh  tunggal  atau  formatur  (Ahlul  Hali  Wal 
Aqdi)  yang  dipercayakan  menentukan  Ketua 
Tanfidziah  dan  penyusunan  kepengurusan 
dengan  dibantu  oleh  KH  Achmad  Siddiq; 
dan  (2)  sebelum  terangkat  pun  Wahid  sudah 
dikenalnya  sebagai  budayawan,  cendekia- 
wan,  serta  sederetan  predikat  dan  jabatan  di 
mana  pemikiran-pemikirannya  pun  sering 
digulirkan  baik  di  media  massa  maupun  di 
forum- forum  terbatas  seperti  diskusi  dan  se- 
minar. 

Tetapi  ada  yang  tersinggung  dengan  pola 
pikir  dan  tindakan  Wahid,  karena  adanya 
reaksi  para  ulama  sewaktu  mereka  membaca 
dan  mendengar  berita  dan  ulasan  tentang 
Wahid,  malahan  ada  yang  sudah  sampai  me- 
nuduhnya,  misalnya:  menyimpang  dari  ma^- 
hab  yang  dianut  oleh  NU,  berpikiran  ala 


Mu'tazilah  dan  Syi'ah,  berpikiran  sosiaHs, 
agen  zionis  dan  sederetan  tuduhan  lainnya. 
Perkembangan  seperti  ini  mengakibatkan 
Wahid  harus  menghadapi  gugatan  para 
kyai.  Untuk  meluruskan  hal  itu  dilakukan 
pertemuan  di  Pesantren  Darul  at-Tauhid, 
Arjowinangun,  Cirebon,  Jawa  Barat,  tang- 
gal  8-9  Maret  1989,  pertemuan  mana  difasili- 
tatori  oleh  Robithatul  Ma'ahidil  Islamiyah 
(Ikatan  Pesantren  NU)}^ 

Namun  sebelum  pertemuan  itu,  sehu- 
bungan  dengan  konflik  yang  disebabkan 
pernyataannya  tentang  ucapan  assalamu' 
alaikum  boleh  diganti  dengan  istilah  Indone- 
sia seperti  sudah  dijelaskan  di  atas,  Wahid 
sudah  mengajukan  permohonan  maaf  ke- 
pada  Rois  Aam,  KH  Ali  Makhshum.  Kon- 
flik itu  secara  organisatoris  dianggap  ha- 

20 

bis.  Sikap  Wahid  sendiri  dalam  mengha- 
dapi dua  hari  pertemuan  (Maret  1989)  de- 
ngan para  kyai  tetap  bertanggungjawab,  dan 
menjelaskan  semua  maksud  ungkapan  dan 
tindakannya  termasuk  menjelaskan  kembali 

21 

assalamu' alaikum,  dan  setelah  itu  persoal- 
an  dianggap  tuntas,  paling  tidak  alasan- 
alasan  yang  dikemukakan  Wahid  cukup 
kuat  untuk  sebuah  argumentasi  rasional. 

Dari  sisi  ini,  bila  saja  penjelasan-penje- 
lasan  Wahid  itu  tidak  memuaskan  dan/atau 
para  kyai  masih  menyimpan  kejengkelan  ter- 
hadap Wahid,  maka  akan  menjadi  ganjalan 
untuk  perebutan  kursi  Ketua  Umum  Tan- 
fidziah PBNU  periode  kedua  yang  diseleng- 
garakan  di  Krapyak,  Yogyakarta,  pada  bu- 

"Hamzah,  et  al.,  Sebuah  Dialog  Mencari  Kejelasan, 
Gus  Dur  Diadili  Kiai-kiai  (Surabaya:  Penerbit  Jawa 
Pos,  1989),  bagian  Kata  Pengantar,  6. 

^°Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafie,  17  April  1994. 

'Mengenai  rangkuman  hasil  pertemuan  itu  antara 
lain  dapat  dibaca  dalam  Hamzah,  "Sebuah  Dialog 
khususnya  17-35. 
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Ian  Desember  1989,  bahkan  ia  terpilih  se- 
cara  aklamasi.^^  Yang  menentukan  dalam 
Muktamar  adalah  Muktamarin  atau  peserta 
yang  berasal  dari  berbagai  cabang,  Sistem 
pemilihannya  berbeda  dengan  Sistem  Muk- 
tamar NU  di  Situbondo.^^  Ini  mengindikasi- 
kan  paling  tidak  dua  faktor:  pertama,  sete- 
lah  menjelaskan  seluruh  pikiran  dan  tindak- 
annya  yang  dianggap  aneh  dan  menyim- 
pang,  para  kyai  baru  bisa  memahami 
maksud  dan  tujuan  serta  alasan-alasan  Wa- 
hid. Hal  ini  menunjukkan  pula  bahwa  ke- 
mungkinan  kesalah-pahaman  tersebut  dise- 
babkan  kurangnya  intensitas  hubungan 
komunikasi  langsung  antara  Wahid  dengan 
para  kyai  untuk  menjelaskan  posisi,  tin- 
dakan  dan  pemikirannya.  Pahng  tidak,  bah- 
wa sikap  lunak  dan  menerima  dari  para  kyai 
didasarkan  oleh  anggapan-anggapan  bah- 
wa tindak-tanduk  Wahid  masih  lebih  ba- 
nyak  baiknya  ketimbang  jeleknya,  sehingga 
kelakuannya  yang  dianggap  aneh- aneh  da- 
pat  dimaafkan  dengan  harapan  dapat  beru- 
bah  atau  dapat  diperbaiki.  Apalagi  Wahid 
merupakan  cucu  dari  pendiri  NU,  KH  Ha- 
syim  Asyhari,  dan  anak  tokoh  NU  dan  man- 
tan  Menteri  Agama,  KH  Wahid  Hasyim, 
dan/atau  masih  merupakan  sumbu  dari  ke- 
luarga  besar  NU  di  Pulau  Jawa,  sehingga 
ada  keyakinan  bahwa  perilakunya  itu  tidak 
akan  merusak  lebih  jauh  tatanan  NU. 


Walaupun  begitu,  Wahid  sempat  menyatakan  ke- 
kecewaan  dan  kemarahannya  akibat  permainan  dari  ke- 
lompok  Mahbub  Junaedi  yang  mengajukan  KH  Jusuf 
Hasjidm,  paman  Wahid  sendiri,  sebagai  rivalnya  saat 
itu.  Lihat,  Suara  Karya,  30  November  1989. 

^^Kalau  Muktamar  Situbondo  menerapkan  sistem 
formatur  tungga!  dengan  mempercayakan  pada  KH 
As'ad  Syamsul  Arifin,  maka  Muktamar  Krapyak  lain. 
Yang  dipilih  langsung  oleh  Muktamarin  ada  tiga  orang, 
yakni:  Rois  Aam,  Wakil  Rois  Aam,  dan  Ketua  Umum 
Tanfidziah.  Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafie,  17  April 
1994. 


Kedua,  bahwa  yang  selalu  mempersoal- 
kan  Wahid  dari  jabatannya  di  PBNU  adalah 
tokoh-tokoh  NU  sayap  politisi,  yang  tidak 
berpengaruh  dalam  proses  pengambilan  ke- 
putusan  di  NU.^'*  Menjelang  dan  pada  saat 
berlangsung  Munas  Alim  Ulama  di  Cilacap 
tahun  1987,  misalnya,  santer  pembicaraan 
tentang  "  kfiittah  plus"  bagi  NU  di  mana  wa- 
laupun disadari  bahwa  NU  telah  kembali  ke 
khittah  1926,  namun  dianggap  tak  perlu  me- 
lepaskan  kiprah  poHtik  praktisnya  secara 
formal.  Kelompok  ini  yang  berupaya  meng- 
geser  posisi  Wahid  dari  Ketua  PBNU  sejak 
saat  itu,  dan  terus  berupaya  pada  Muktamar 
Krapyak  tahun  1989.  Memang  pada  kedua 
peristiwa  tersebut  posisi  Wahid  digambar- 
kan  di  ujung  tanduk,  namun  berkaitan  de- 
ngan berbagai  sikap  dan  pemikirannya  yang 
sebetulnya  sudah  dijelaskan  itu,  ia  lagi-lagi 
"minta  maaf ' ,  gaya  yang  sama  dengan  yang 
dilakukan  oleh  KH  Idham  Chalid  dalam 
Muktamar  Semarang  1979,  seperti  digam- 
barkan  oleh  Nakamura  dan  Mahrus. 

Perjuangan  sayap  politik  NU  ini,  secara 
teoretik,  merupakan  perjuangan  status, 
yang  sekaligus  berdimensi  politik-kekuasaan 
dan  ekonomi.  Sebab  bila  melihat:  (1)  kehen- 
dak  untuk  menggunakan  NU  dalam  berkon- 
frontasi  dengan  H.J.  Naro  di  PPP,  yang  ti- 
dak diakomodasi  oleh  Wahid  sehingga  me- 
nimbulkan  kejengkelan  dan  kemarahan  dari 

25 

beberapa  tokohnya;  dan  (2)  adanya  ga- 
gasan  "khittah  plus"  bagi  NU,  jelas-jelas 
ingin  memanfaatkan  NU  sebagai  wadah  (de- 
ngan legitimasi  formal  Ketua  Tanfidziah  dan 
Syuriah  PBNU)  melakukari  manuver-manu- 
ver  politik  di  lembaga  legislatif,  misalnya. 


Wawancara  dengan  Wahid,  11  Maret  1994. 

^' Wawancara  dengan  Wahid,  1 1  Maret  1994,  lihat 
kutipan  sebelumnya. 
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Wahid  selamat  dari  ujung  tanduk,  la  me- 
mimpin  kembali  PBNU  periode  1989-1994 
dengan  berbagai  harapan  padanya  untuk 
menjalankan  NU  mewujudkan  konsep  kem- 
bali ke  khittah  1926,  diharapkan  pula  agar  ia 
memperbaiki  pola  pikir  dan  tindakannya. 
Bahkan  ia  semakin  kuat  posisinya,  yakni  se- 
bagai  Ketua  Umum  Tanfidziah  PBNU, 
suatu  status  yang  akan  memperkuat  peran- 
nya  di  NU,  sebab  pada  periode  pertama  ter- 
pilih  jabatan  yang  didudukinya  hanya  seba- 
gai  Ketua  Tanfidziah  PBNU,  bukan  Ketua 
Umum.^^ 

Tetapi  pada  periode  ini  pula  Wahid  kem- 
bali membuat  pusing  sebagian  tokoh  NU,  se- 
bagian  umat  Islam  atau  ~  paling  tidak 
—  tokoh-tokoh  Islam  di  luar  komunitas  NU 
dan  juga  pemerintah.  Tindakannya  yang 
pertama  adalah  berupa  keterlibatannya  di 
Kelompok  Kerja  (Pokja)  Forum  Demokfasi 
(Fordem),  sebagai  koordinator.  Kedua,  re- 
komendasinya  pada  salah  satu  Yayasan 
Islam  di  Jawa  Timur  (yang  ternyata  yayasan 
itu  milik  Sekjen  PBNU,  Gafar  Rahman)  un- 
tuk menerima  bantuan  dari  YDBKS,  sebuah 
Yayasan  di  Jakarta  yang  menyelenggarakan 


Menurut  Ali  Yafie,  status  sebagai  ketua  sangat 
berbeda  maknanya  dengan  ketua  umum.  Sebab  ketua 
lebih  berperan  sebagai  pelaksana  dari  keputusan-kepu- 
tusan  Syuriah,  dan  ini  dilakukan  dalam  rangka  me- 
ngembalikan  peran  utama  Syuriah  yang  telah  digeser 
oleh  Tanfldziah  selama  NU  berkiprah  di  dunia  politik. 
Dan  di  sini  pulalah  salah  satu  inti  dari  penataan  orga- 
nisasi  secara  tuntas  sebagaimana  dikonsepsikan  dalam 
khittah  1926.  Dengan  demikian,  perubahan  status  dari 
icetua  menjadi  ketua  umum,  mengingatkan  kita  pada 
peran  pengambilan  keputusan  Tanfidziah  yang  sama 
dengan  pada  saat  NU  menjadi  dan  atau  berkiprah  di 
kancah  politik  praktis-formal.  Namun  alasan  pandang- 
an  seperti  ini  agaknya  ditampik  oleh  Matori  Abdul  Jalil, 
dan  menyatakan  bahwa  soal  peran  ketua  atau  ketua 
umum  itu  sama  saja,  karena  ini  menyangkut  manaje- 
men  organisasi  semata.  Pandangan  terakhir  tidak  dtser- 
tai  argumentasi  yang  meyakinkan. 


SDSB  (selanjutnya  disebut  kasus  SDSB).^ 
Ketiga,  masalah  penolakan  Gus  Dur  untuk 
bergabung  dalam  ICMI  (selanjutnya:  masa- 
lah ICMI);  dan  keempat,  masalah  Rapat 
Akbar  yang  dilangsungkan  di  Senayan  pada 
bulan  Maret  tahun  1992. 

Ciri  kasus  Fordem  kurang  lebih  sama  de- 
ngan masalah  ICMI,  yakni  sama-sama  meli- 
batkan  Abdurrahman  Wahid  sebagai  tokoh 
NU  yang  kontroversial.  Sebenarnya  keterli- 
batan  Wahid  di  Fordem  dianggap  sebagai 
soal  pribadi,  demikian  pula  ketidakmauan 
dan  ketidaksetujuannya  terhadap  ICMI,  tak 
ada  kaitannya  dengan  NU,  walaupun  ia  sen- 
diri  sebenarnya  tetap  berjuang  demi  kepen- 
tingan  NU. 

Kasus  Fordem  dan  ICMI  itu  secara  orga- 
nisasi berbeda  dengan  kasus  SDSB  tahun 
1991  dan  penyelenggaraan  rapat  akbar  ta- 
hun 1992,  yakni  terletak  pada  keterlibatan 
formal  NU  dalam  tindakan  langsung  tokoh- 
tokohnya.  Hanya  saja  rapat  akbar  tak  ber- 
konsekuensi  moral,  sehingga  barangkali 
oleh  karenanya  tidak  terlalu  dipersoalkan 
walaupun  sebagian  tokoh  NU  tak  setuju  de- 
ngan tindakan  itu. 

Pada  kasus  Fordem,  ciri  konflik  ditandai 
dengan  perbedaan  pandangan  antara  Abdur- 
rahman Wahid  dengan  Syuriah.  Menurut 


^^Lepas  dari  penerimaan  sumbangan  ini  oleh  NU, 
sementara  kalangan  menganggap  bahwa  upaya  YDBKS 
itu  merupakan  salah  satu  kiat  dari  kalangan  pihak  pe- 
nyelenggara  SDSB  untuk  melumpuhkan  kritik  sosial  ka- 
langan Islam  terhadap  penyelenggaraan  SDSB,  karena 
umat  Islam  ~  apalagi  NU  sebagai  ormas  Islam  kon- 
servatif  ~  selalu  mengancam  eksistensi  SDSB,  karena 
walaupun  tak  semua  tetapi  umumnya  tokoh-tokoh 
Islam  menganggap  SDSB  sama  dengan  judi  dan  hukum- 
nya  haram.  Ini  pula  merupakan  salah  satu  upaya  kapi- 
talis  untuk  tetap  melanggengkan  usahanya.  Lihat:  Fai- 
sal Siagian,  Kelas  Menengah  Digugat  (Jakarta:  Penerbit 
Fikahati  Aneska,  1993),  179. 
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Wahid  keterlibatannya  di  Fordem  adalah 
dalam  rangka  lebih  membumikan  gagasan- 
gagasan  demokrasi  yang  diperjuangkannya. 
Pleno  kedua  yang  dilakukan  oleh  PBNU  di 
Ancol,  tampaknya  dijadikan  wahana  untuk 
memahami  posisi  Wahid  sebagai  Ketua 
PBNU  di  Fordem,  dan  sekaligus  untuk  mem- 
permaklumkan  pada  pengurus  PBNU  se- 
hingga  (mungkin)  memperoleh  dukungan 
dari  NU  tentang  posisinya  itu.  Fordem  nan- 
tinya  (akan)  dianggap  kuat  karena  di  bela- 
kangnya  ada  NU  sebagai  kekuatan  besar.  Se- 
mentara  Lembaga  Syuriah  sendiri  menolak- 
nya,  Wahid  memperoleh  kritik  tajam,  ma- 
lahan  pamannya  sendiri  menuduh  sikap  Wa- 
hid sebagai  mencemarkan  NU  dari  limbah 
Fordem,  dan  tetap  menganggap  bahwa  ke- 
terlibatan  Wahid  di  Fordem  merupakan 
urusan  pribadi.  Karena  Fordem  sama  sekali 
tak  ada  kaitannya  terhadap  NU,  NU  tak  bo- 
leh  dikaitkan  dengan  Fordem. 

Alasan  penolakan  itu  agaknya  bersifat 
konservatif  dan  sekaligus  merupakan  reflek- 
si  dari  kekuatiran  tokoh-tokoh  NU  terhadap 
langkah  NU  di  bawah  Wahid  yang  cende- 
rung  kembali  berhadapan  dengan  kekuasa- 
an,  sehingga  dianggap  akan  merugikan  NU. 
Dikatakan  NU  rugi  karena  dua  hal:  (1)  mem- 
beri  citra  jelek  pada  NU  karena  Fordem  di- 
dominasi  oleh  non- Muslim;  dan  (2)  langkah- 
nya  selalu  konfrontatif  dengan  pemerin- 
tah.2« 

Pendapat  ini  berbeda  dengan  argumen- 
tasi  yang  diberikan  Wahid  dan  Matori  Ab- 
dul Jalil.  Wahid  agaknya  melihat  konflik 
yang  terjadi  lebih  disebabkan  oleh  karena 
perjuangan  demokrasi  dalam  arti  bahwa  se- 
sungguhnya  NU  belum  mau  menerima  pemi- 
kiran  dan  tindakan  demokrasi,  yang  berkait- 

^Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafie,  yang  juga 
senada  dengan  alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh 
Slamet  Efendi  Yusuf. 


an  pula  dengan  soal  pemahaman  tokoh- 
tokoh  NU  tentang  makna  substansial  dari 
demokrasi. 

"Orang-orang  NU  tak  tahu  soal  demokrasi,  walau- 
pun  NU  demokratis.  Yang  diketahui  adalah  demo- 
krasi dalam  pemilihan  pengurus  di  mana  secara  na- 
sional  tak  pernah  pusat  mendikte  wilayah-wilayah 
atau  cabang-cabang  pada  waktu  pemilihan  pengu- 
rus. Bahkan  wilayah-wilayah  atau  cabang-cabang 
itulah  yang  menentukan.  Tetapi  hingga  saat  ini  ma- 
sih  banyak  orang-orang  NU  yang  belum  mengako- 
modasikan  seperti  toleransi  yang  tinggi  atas  perbe- 
daan  pendapat,  dan  sebagainya.  Dengan  kata  lain 
mereka  melaksanakan  demokrasi,  tapi  budaya  de- 
mokrasi itu  mereka  tak  tahu  dan  tak  melaksana- 
kannya."^' 

Dari  segi  politik  sebetulnya  pemikiran 
Abdurrahman  Wahid  searah  dengan  kebi- 
jakan  politik  Pernerintah  Orde  Baru  yang  ti- 
dak  menghendaki  atau  ingin  mengikis  habis 
adanya  ideologi  aliran.  Sebab  kehadiran  IC- 

30 

MI  misalnjfa,  banyak  yang  melihatnya  se- 
bagai organisasi  yang  cenderung  sektarian 
dan  primordial,  yang  dapat  mengganggu  ke- 
satuan  dan  persatuan  bangsa,  sehingga  oleh 
karenanya  ia  pun  merasa  perlu  bergabung 

31 

dalam  Fordem. 

^'Wawancara  dengan  Abdurrahman  Wahid,  11 
Maret  1994,  juga  senada  dengan  Matori  Abdul  Jalil. 

^°Berdirinya  ICMI  tahun  1990  di  Malang  yang  di- 
prakarsai  oleh  kalangan  cendekiawan  Muslim  dari  ber- 
bagai  latar  belakang  tampak  tak  disambut  baik  oleh  ka- 
langan militer.  Meskipun  alasannya  tak  jelas,  namun  di- 
perkirakan  karena  tiga  hal:  (1)  organisasi  kemasyara- 
katan  ini  lebih  merupakan  wadah  kalangan  sipil  yang 
bisa  memainkan  peran-peran  politik  yang  tak  mustahil 
mengancam  eksistensi  dominasi  militer  di  birokrasi;  (2) 
alasan  primordial  yang  sektarian;  dan  (3)  keterkaitan 
antara  pertama  dan  kedua.  Namun  bila  kita  melihat  la- 
tar belakang  berdirinya  ICMI  di  awal  Mei  1994  yang 
berupaya  menyahuti  himbauan  seorang  pejabat  teras 
militer,  tampaknya  isu  sektarian  itu  bisa  diterima  men- 
jadi  sesuatu  yang  mengkhawatirkan,  sebagaimana  pula 
dikuatirkan  oleh  Abdurrahman  Wahid. 

^^Pelita.  4  April  1991. 
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Berbeda  dengan  kasus  Fordem  yang  ke- 
beradaan  pelakunya  tidak  secara  tegas  meng- 
atasnamakan  NU,  kasus  SDSB  secara  tegas 
mengatasnamakan  PBNU,  karena  rekomen- 
dasi  ditandatangani  langsung  oleh  Ketua 
Umum  Tanfidziah  PBNU  dan  Sekjennya. 
Walaupun  tak  semua  orang  tokoh  Islam 
mengharamkan  SDSB,  seperti  halnya  Prof. 
Ibrahim  Hasan,  namun  sikap  NU  dalam  hal 
ini  secara  tegas  mengatakan  bahwa  SDSB  itu 
haram  hukumnya.  Abdurrahman  Wahid 
sendiri  menganggap  hal  itu  sebagai  persoal- 
an  moral  dari  Sekjen  PBNU  (yang  mengaju- 
kan  surat  itu)  -  yang  sepertinya  melempar- 
kan  tanggung  jawab  atau  kesalahan  itu  pada 
Gafar  Rahman  sebagai  Sekjen  PBNU.  Ada 
dua  anggapan  tentang  hal  ini,  yakni  perta- 
ma,  alasan  yang  dikemukakan  Wahid  itu  da- 
pat  diterima  karena  ia  hanya  disodorkan  su- 
rat, dan  sebagai  manusia  biasa  dia  memiliki 
kekurangan  tak  mampu  memeriksa  secara 
seksama  surat- surat  yang  ditandatangani- 
nya.  Kedua,  menolak  anggapan  pertama  lalu 
meletakkan  pada  tatanan  manajemen  orga- 
nisasi  yang  harus  ada  fungsi  kontrol  berda- 
sarkan  aturan-aturan  tertentu. 

KH  Ali  Yafie  yang  pada  saat  kasus  SDSB 
ini  menjabat  sebagai  Pelaksana  Rois  Aam, 
termasuk  yang  berpegang  pada  anggapan 
kedua  dan  mengapggap  Wahid  telah  mela- 
kukan  tiga  kesalahan  prinsipil.  Pertama,  ke- 
salahan secara  administrasi.  Menurut  aturan 
yang  ada,  setiap  surat  prinsip  (dan  kasus 
SDSB  dianggap  sebagai  masalah  prinsip)  ha- 
rus ditandatangani  oleh  tiga  orang,  satu  di 
antaranya  harus  ada  unsur  Syuriah.  Surat 
rekomendasi  yang  dikeluarkan  itu  hanya  di- 
tandatangani dua,  dan  tak  ada  unsur  Syu- 
riah. Kedua,  kesalahan  secara  organisatoris. 
Setiap  langkah  atau  kegiatan  yang  dianggap 
penting,  harus  dimusyawarahkan  terlebih 
dahulu.  Sedangkan  waktu  itu  tak  pernah  ada 


musyawarah,  dan  yang  tahu  hanya  Abdur- 
rahman Wahid  dan  Gafar  Rahman.  Ketiga, 
menyalahi  prinsip  agama,  karena  kesepakat- 
an  (ijma')  ulama  NU  mengharamkan 
SDSB,^^  Penyelesaian  kasus  ini  dianggap  cu- 
kup  rumit,  paling  tidak  di  antara  anggota 
Syuriah  sendiri  tak  ada  kesamaan  pandang- 
an.  Walaupun  hal  ini  dianggap  hanya  seba- 
gai kecelakaan  Wahid  yang  mengabaikan  pe- 
ran  Syuriah,  namun  menurut  KH  Ah 
Yafie,  persoalannya  harus  diselesaikan  se- 
cara formal,  karena  memang  sangat  mence- 
markan  nama  NU  di  mata  khalayak  umum. 
Oleh  karena  itu  pula  KH  Ali  Yafie  tak  setuju 
dengan  penyelesaian  secara  non- formal  se- 
perti yang  diusulkan  oleh  sebagian  anggota 
Syuriah.  "Ini  harus  diselesaikan  secara  for- 
mal organisatoris,  dan  semua  pihak  yang  ter- 
libat  di  dalamnya  harus  dibebas-tugas- 
kan"  .^'^  Makanya  diadakanlah  pertemuan  di 
kediaman  KH  Yusuf  Hasyim  di  Jakarta,  dan 
hasilnya  adalah  hanya  membebas-tugaskan 
Gafar  Rahman  dari  jabatannya  sebagai  Sek- 
jen. Di  sinilah  pula  sumber  kekecewaan  KH 
Ali  Yafie  dari  jabatan  sebagai  pelaksana 
Rois  Aam,  di  mana  surat  pengunduran  diri- 
nya  disampaikan  secara  resmi  melalui  Mu- 
nas  Alim  Ulama  di  Lampung  tahun  1992. 

Masalah  utama  yang  tak  bisa  diklarifi- 
kasi  oleh  KH  Ali  Yafie  sendiri  adalah  kena- 
pa  yang  dipecat  hanya  Gafar  Rahman,  tidak 
sekaligus  Abdurrahman  Wahid?  Menurut 
sebagian  tokoh  NU,  hal  itu  karena  Gafar 
Rahman  mengakui  kesalahannya  sendiri, 
yang  berarti  penyelesaian  secara  formal  be- 
rangkat  atau  menyetujui  anggapan  pertama. 
Dari  aspek  nilai-nilai  organisatoris,  sebetul- 

"Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafie,  17  April  1994. 

"Wawancara  dengan  Slamet  Efendi  Yusuf,  April 
1994. 

'*Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafie,  17  April  1994. 
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nya  penyelesaian  itu  merefleksikan  dua  hal 
yang  saling  terkait:  pertama,  sikap  kompro- 
mi  dalam  penyelesaian  masalahnya  memberi 
kemungkinan  melemahnya  nilai-nilai  nor- 
matif  yang  ada  di  NU,  dan  kedua,  pihak 
Syuriah  sendiri  yang  kurang  konsisten  terha- 
dap  penerapan  norma  yang  ada,  yang  mung- 
kin  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  pe- 
nafsiran  dalam  suatu  masalah. 

Jelas  tergambar  bahwa  berbagai  kete- 
gangan  dan  konflik  dalam  NU  sebagaimana 
diuraikan  di  atas,  faktor  Abdurrahman 
Wahid  (yang  tentu  saja  dengan  kelompok  se- 
pemikirannya)  menjadi  pemicu  yang  tak  da- 
pat  diabaikan.  Pemikiran  dan  tindakannya 
acapkali  telah  melewati  batas-batas  normatif 
NU.  Memang  hal  ini  wajar  saja,  karena  di 

35 

anggap  membingungkan  umat,  yang  oleh 
karena  pemikiran- pemikiran  dan  tindakan- 
nya Wahid  yang  progresif,  kritis,  "radikal", 
ada  yang  menyebutnya  bahwa  ia  tak  pantas 
jadi  organisator  atau  pemimpin,  karena  ia 
tipe  seorang  pemikir  bebas. 

Tetapi  walaupun  itu  ada  benarnya,  na- 
mun  tak  bisa  langsung  diterima.  Sebab  fak- 
tor Syuriah  dengan  tatanan  normatif  yang 
sudah  mapan  yang  dianutnya  justru  bisa  me- 
rupakan  penyebab  dominan.  Paling  tidak 
ada  tarik  menarik  di  antara  keduanya.  Hasil 
pertemuan  mengklarifikasi  pemikiran  dan 
tindakan  Abdurrahman  Wahid  di  Cirebon 
tahun  1989  yang  berakhir  dengan  adanya  pe- 
mahaman  dari  para  kyai  yang  sebelumnya 
menggugat,  dapat  dijadikan  salah  satu  con- 
toh.  Persoalannya,  di  tengah  kreativitas  ber- 
pikir,  menafsirkan  tindakan  Wahid  dengan 
menggunakan  secara  bersamaan  pendekatan 

"Laode  Ida,  "Konflik  Pemikiran  Elit  Islam,  Buyar- 
kan  Umat,"  Pelita,  21  Februari  1992. 

^awancara  dengan  Slamet  Efendi  Yusuf,  April 
1994. 


normatif  dan  filosofis  dalam  melaksana- 
kan  tugas-tugas  organisasi,  para  tokoh  NU 
tetap  cenderung  pada  pendekatan  normatif 
sehingga  watak  aslinya  yang  bersifat  defen- 
sif-reaktif  selalu  muncul  mendinamiskan 
perjalanan  NU. 


Perjuangan  Wahid  Melalui  Kemajemukan 
Diri 

Walaupun  Abdurrahman  Wahid  sendiri 
berprinsip  bahwa  perjuangannya  di  luar  NU 
tak  perlu  dipisahkan  dengan  upaya  membe- 
sarkan  NU,  namun  banyak  tokoh-tokoh  NU 
menuntutnya  untuk  memisahkan  hal  itu  se- 
cara tegas,  karena  peran-peran  yang  dimain- 
kan  ada  yang  dianggap  tak  pantas  diemban 
oleh  seorang  pemimpin  NU.  Padahal  selain 
sebagai  Ketua  Tanfidziah  PBNU,  Abdurrah- 
man Wahid  juga  memegang  paling  sedikit  16 
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jabatan  di  berbagai  tempat,  belum  terma- 
suk  kapasitas  ia  sebagai  intelektual,  budaya- 
wan,  dan  pengamat  sosial  politik,  yang  acap- 
kali (dan  sukar  dibuatkan  garis  batasannya 
dengan  tembok-tembok  normatif  jabatan 
yang  diembannya)  mengekspresikan  pemi- 
kiran, gagasan,  dan  atau  hasil  pengamatan- 
nya  dengan  bebas. 

Ini  mengandung  paling  tidak  dua  arti 
penting:  (1)  bahwa  status-status  yang  diem- 
ban oleh  Wahid  diabaikan  keberadaannya, 
dan  segala  pemikiran  dan  tindakan  Wahid 
harus  tetap  disesuaikan  dengan  kehendak 

''Ciri  dari  pemikiran  filosofis  Wahid  tampaknya 
harus  ditelusuri  dari  pemikiran-pemikiran  filosof  Islam, 
antara  lain  Al  Afghani.  Bacaan  yang  mudah  dicerna  un- 
tuk memahami  ini  antara  lain  dapat  ditelaah  artikel 
Muhsin  Mahdi,  "Filsafat  Islam  dalam  Pemikiran  Islam 
Kontemporer,"  dalam  Al-Hikmah,  Jurnal  Studi-studi 
Islam,  no.  11,  Oktober-Desember  1993. 

"Hamzah,  Sebuah  Dialog.  26. 
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tokoh-tokoh  dan  masa  NU;  dan  (2)  kalang- 
an  tokoh-tokoh  NU  yang  menyorot  pemikir- 
an  dan  tindakan  Wahid  agaknya  menempat- 
kan  Wahid  hanya  sebagai  "Ketua  Tanfid- 
ziah  PBNU"  yang  menjadi  reference  group- 
nya,  yang  pada  saat  bersamaan  berarti  me- 
nolak  status- status  yang  lain.  Itu  sukar  dila- 
kukan,  karena  Wahid  memiliki  "dirinya  sen- 
diri"  dengan  berbagai  status  dan  predikat 
yang  membuatnya  bukan  saja  milik  NU  teta- 
pi  milik  masyarakat  umum  yang  membutuh- 
kannya. 

Sorotan  terhadap  perannya  menjadi  De- 
wan  Juri  festival  keseniaft  di  Bandung,  mi- 
salnya,  itu  karena  posisi  statusnya  sebagai 
Ketua  Dewan  Kesenian  Jakarta  (DKJ),  di 
mana  hal  semacam  itu  sudah  sering  dilaku- 
kan  sebelum  ia  menjabat  sebagai  Ketua  Tan- 
fidziah  PBNU.  Juga  kehadirannya  membu- 
ka  Malam  Puisi  Yesus  Kristus  di  Surabaya 
tahun  1988,  agaknya  mesti  dipahami  lebih 
jauh  dalam  kapasitasnya  yang  lain  sebagai 
publik  figur  yang  concern  pada  masalah- 
masalah  kebudayaan  nasional  dan  memiliki 
hubungan  baik  dengan  orang-orang  dan 
lembaga-lembaga  non- Islam.  Tetapi  yang 
perlu  dicatat,  bahwa  keberadaannya  dalam 
berbagai  status  dan  peran  itu,  selalu  dipa- 
haminya  secara  filosofis,  sebagaimana  tam- 
pak  dalam  penjelasannya  di  depan  para 
kyai. 

Kenyataan  multi  status  itu,  dari  aspek 
sosiologis,  menggambarkan  adanya  kemaje- 
mukan  diri  (pluralism  of  selves)  dari  Abdur- 
rahman Wahid,  Ini  sebetulnya  musti  dipa- 
hami sebagai  konsekuensi  logis  dari  sese- 
orang  yang  memiliki  kapabilitas  yang  di- 
akui,  diterima  dan  dibutuhkan  oleh  banyak 
orang  dalam  masyarakat,  bukan  saja  NU. 

Persoalannya  adalah  bahwa  kenyataan 
sosial  di  NU,  apalagi  pada  tingkat  massa- 


bawah  yang  awam,  belum  mampu  mema- 
hami  status-status  yang  dimilikinya.  Walau- 
pun  mungkin  saja  ia  benar  tapi  kalau  tak 
bisa  dipahami  oleh  umat,  tak  akan  berarti 
apa-apa.  Dari  sisi  ini  tampak  dua  kelemahan 
Abdurrahman  Wahid,  yakni:  (1)  ia  lebih  ber- 
orientasi  pada  dirinya  sendiri  untuk  meme- 
nuhi  tuntutan  dari  status-status  yang  diem- 
bannya,  dan  pada  saat  yang  sama  mengabai- 
kan  unsur  pemahaman  dari  umat  yang  di- 
pimpinnya,^^  padahal  dalam  organisasi  tra- 
disional  seperti  NU,  faktor  rasionalitas  tak 
dapat  diandalkan;  dan  (2)  kelebihan  itu  se- 
kaligus  merupakan  kelemahan,  sebab  pada 
saat  bersamaan  biasanya  lengah  mengontrol 
diri  sendiri,  mengandalkan  kemampuan 
yang  dimiliki  sehingga  kurang  menghargai 
orang  lain  termasuk  tokoh-tokoh  NU  yang 
lebih  senior.'*^ 

Konflik  dengan  KH  As' ad  Syamsul 
Arifin,  misalnya,  dapat  juga  dilihat  sebagai 
akibat  dari  pengabaian  faktor  hubungan  so- 
sial apalagi  dengan  seorang  Mustasyar  Aam, 
seperti  halnya  berkonsultasi  atau  meminta 
pertimbangan  dalam  bertindak  atau  melak- 
sanakan  tugas-tugasnya  sebagai  Ketua  Tan- 
fidziah  PBNU,  sehingga  Kyai  As' ad  sebagai 
Penasehat  merasa  dilangkahi  tugasnya,  apa- 
lagi ia  termasuk  generasi  pertama  atau  ter- 
masuk generasi  pendiri  NU.  Sementara  Ab- 
durrahman Wahid  sendiri  mungkin  merasa 
apa  yang  dilakukannya  tidak  terlalu  perlu 
untuk  selalu  dikonsultasikan  dengan  pihak 
Mustayar,  apalagi  berbagai  kegiatan  yang 
dilakukan  Wahid  bersifat  insidentil  dalam 
berbagai  statusnya  yang  plural  itu.  Figur 
Abdurrahman  Wahid,  dalam  tuntutan  tradi- 
si  kyai  seperti  itu,  memang  terasa  agak  me- 
nyulitkan.  Karena  status  Abdurrahman 

^'Wawancara  dengan  KH  Ali  Yafic,  17  April  1994. 

^awancara  dengan  Slamet  Efendi  Yusuf,  April 
1994. 


KEPEMIMPINAN  NU  ERA  ABDURRAHMAN  WAHID 


151 


Wahid  tidak  hanya  sebagai  Ketua  Tanfid- 
ziah  PBNU,  tetapi  juga  memiliki  status- 
status  yang  lain.  Dalam  kondisi  seperti  ini, 
makanya,  Wahid  terkadang  pada  hari  yang 
sama  di  dua  tempat  yang  berbeda  status 
yang  berbeda  pula  sehingga  ia  harus  meme- 
rankan  dua  status  pula.  Bahkan  dalam  tem- 
pat yang  sama,  Wahid  bisa  "terbagi-bagi" 
dalam  beberapa  Wahid,  ya  sebagai  Ketua 
Tanfidziah  PBNU,  ya  sebagai  tokoh  LSM, 
ya  sebagai  budayawan,  ya  sebagai  intelek- 
tual,  ya  sebagai  kritikus  dan  analis,  ya  seba- 
gai Ketua  Forum  Demokrasi.  Sementara  itu 
kalangan  media  massa  dalam  mana  pen- 
dapat  Wahid  banyak  dimobilisir  mengeks- 
pos  Abdurrahman  Wahid  yang  lain  dan  ter- 
masuk  jamaah  NU  seringkali  kebingungan 
mengikuti  perkembangan  pemikiran  Wahid. 

Sehubungan  dengan  status  dan  peran 
Wahid  yang  demikian  banyak,  maka  sebe- 
tulnya  bargaining  position  NU  di  bawah 
Wahid  semakin  kuat.  Secara  intern  NU  ke- 
kuatan  Wahid  ditunjang  oleh  pendukungnya 
yang  semakin  kuat  mengakar  pula,  mulai 
dari  tingkat  pusat  sampai  ke  pedesaan  me- 
lalui  jaringan  yang  dibangunnya  untuk  me- 
ngembangkan  gagasan-gagasannya.  Kebe- 
radaan  kelompok  intelektual  NU  yang  sema- 
kin tumbuh  dan  menguat  secara  mandiri  ber- 
samaan  dengan  terjadinya  deferensiasi  sosial 
dalam  masyarakat  karena  modernisasi  yang 
berjalan  pesat.'*'  Kuatnya  tawar  menawar 
kelompok  ini,  karena:  (1)  mereka  memiHki 
kemampuan  manajerial,  keahlian,  dan  pro- 
fesional  yang  dibutuhkan  dalam  pemba- 
ngunan  massa  Orde  Baru;  (2)  sehingga  ja- 
ringan mereka  pada  kelas  menengah  kota 
yang  terjun  di  sektor-sektor  modern;  (3)  se- 

^'Hikam,  M.A.,  "Khittah  dan  Penguatan  Civil 
Society  di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  Historis  Struktural 
Atas  >fU  Scjak  Tahun  1984."  MakaJah  1984,  Doku- 
mentasi  Wahid,  26. 


makin  tumbuhnya  golongan  muda  NU  yang 
lebih  rasional,  yang  semakin  luas  pengaruh 
pemikiran  mereka  termasuk  pada  basis  tra- 
disional  NU,  maupun  di  luar  komunitas  NU. 

Pada  saat  munculnya  Wahid  sebagai  to- 
koh generasi  ketiga  dengan  berbagai  kelebih- 
annya  menjadi  Ketua  Tanfidziah  PBNU, 
tampaknya  tak  dibarengi  dengan  tatanan 
normatif  NU  yang  secara  tegas  bisa  memba- 
tasi  ruang  gerak  mereka.  Tidak  ada  pemba- 
tasan  berapa  jabatan  sosial  kemasyarakatan 
di  luar  NU  yang  bisa  dipangku  oleh  seorang 
Pengurus  PBNU.  Yang  ada  secara  tegas  ada- 
lah  hanya  pelarangan  terhadap  perangkapan 
tugas  di  partai  politik.  Ini  merefleksikan 
pula  bahwa  yang  menjadi  fokus  perhatian 
pada  saat  pembuatan  berbagai  ketentuan 
tentang  kepengurusan  di  NU  dipengaruhi 
kuat  oleh  kekecewaan  terhadap  tokoh-tokoh 
NU  di  PPP,  sehingga  lalai  mengantisipasi 
kemungkinan  munculnya  status- status  baru 
yang  bukan  di  partai  politik  tetapi  akibatnya 
tak  kurang  merugikan  daripada  status  di 
partai  politik. 

Ini  teriihat  antara  lain  dalam  kaitannya 
dengan  kekecewaan  As' ad  sehingga  melaku- 
kan  mufaroqah,  tidak  secara  tegas  menun- 
juk  norma-norma  tertentu  yang  dilanggar 
oleh  Wahid  dalam  posisi  sebagai  Ketua  Tan- 
fidziah PBNU.  As' ad,  termasuk  kelompok- 
nya  yang  kontra  dengan  Wahid  hanya  se- 
ringkah  mengklaim  bahwa  Wahid  telah  ke- 
luar  rel,  tetapi  tentang  butir  atau  point  mana 
yang  dilanggar  seringkali  kabur  pula.  Di 
sini,  termasuk  batas-batas  aktivitas  mana 
yang  tidak  perlu,  yang  memang  semakin  ru- 
mit  ketika  Wahid  memainkan  multi-peran 
dan  berbagai  tindakannya. 

Peran-peran  yang  dimainkan  oleh  Ab- 
durrahman Wahid,  meskipun  bukan  di  par- 
tai politik,  tetapi  dilihat  tak  kalah  penting- 
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nya  dengan  "berpolitik".  Agaknya  muncul 
pula  kecemburuan  di  antara  tokoh-tokoh 
NU  khususnya  sayap  politik.  Adanya  tun- 
tutan  agar  NU  melakukan  "khittah  plus" 
bahkan  sekalian  membentuk  partai  tersen- 
diri  dengan  berbagai  alasannya,  merupakan 
pantulan  atas  perilaku  Wahid.  Sebab  ketika 
mereka  dihadapkan  dengan  alasan  bahwa 
konsekuensi  kembali  ke  khittah  1926  berarti 
"melepaskan  kiprah  politiknya",  yang  seca- 
ra  implisit  bahwa  orang  NU  ~  bila  berpoli- 
tik ~  tidak  boleh  mengatasnamakan  NU, 
mereka  menjawab:  "kita  dilarang  berpoli- 
tik sementara  Wahid  sendiri  bermain  poli- 
tik". 

Kekurangmauan  kalangan  NU  Syuriah 
mengakomodasi  tindakan  baik  politisi  mau- 
pun  generasi  ketiga  NU  berdampak  pada  se- 
makin  panjangnya  usia  ketegangan  dan  kon- 
flik.  Padahal  akibat  dari  pengaruh  kalangan 
NU  generasi  ketiga  bahkan  ada  yang  sudah 
termasuk  generasi  keempat  yang  tergolong 
a-politis  sudah  demikian  meluas,  dengan 
orientasi  pada  pengembangan  kualitas  sum- 
ber  daya  manusia  dalam  menghadapi  tan- 
tangan  zaman  termasuk  pengembangan  ke- 
bebasan  berpikir,  menginisiatifi  perubahan 
pada  tingkat  NU  sendiri. 

Lepas  dari  sifat  kontroversi  atau  berba- 
gai pikiran  dan  tindakan  Wahid  termasuk 
keberadaannya  di  Fordem,  hal  itu  menun- 
jukkan  bahwa  ia  diterima  dan  sekaligus  di- 
akomodasi  tindakannya  oleh  kalangan  yang 
beragama  Islam.  Kenyataan  semacam  ini, 
bila  kita  telusuri  dalam  tradisi  imam  Syafii, 
dapat  ditemukan  persamaannya.  Dalam 
kaitan  itu  mengutip  Farouq  Abu  Zaid, 
Syamsuddin  Haris  mengatakan  bahwa 
M^zhab  Syafii  sendiri  dikenal  mempunyai 
pandangan  yang  fleksibel,  tidak  "hitam- 
putih",  bersifat  terbuka  dan  adaptif,  sehing- 
ga  ada  yang  menyebutnya  sebagai  imam 


kaum  moderat.  Di  samping  itu,  paham  ke- 
agamaan  yang  dianut  NU  bersifat  menyem- 
purnakan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masya- 
rakat,  yang  menurut  Syamsuddin  Haris  hal 
itu  berarti  bahwa  paham  yang  dianut  NU  ti- 
dak menciptakan  ketegangan  dengan  realitas 
lokal,  tetapi  justru  terjadi  proses  dialog  de- 
ngan realitas  lokal,  justru  terjadi  proses  dia- 
log di  mana  yang  satu  menjadi  inspirasi  yang 
lain,  dan  sebahknya. 

Ini  berarti  bahwa  paham  NU  sebenarnya 
mengakomodasi  pemikiran-pemikiran  yang 
bukan  saja  dari  satu  agama  tetapi  juga  dari 
agama  yang  lain,  yang  bila  dikaitkan  dengan 
sikap  Wahid  dalam  kelompok  demokrasinya 
saat  ini,  mungkin  hendak  mengkondisikan 
paham  ini.  Hanya  saja  para  pemimpin  NU 
tidak  saling  memahami  sehingga  yang  mun- 
cul adalah  sikap  suudzon  (prejudice)  di  an- 
tara mereka."*^ 

Perbedaan  Pemikiran  dalam  Hubungan  de- 
ngan Negara 

Dalam  kaitan  hubungan  NU  dengan  ne- 
gara, dapat  dilihat  dalam  dua  hal  penting, 
yakni:  hubungan  antara  NU  dengan  Panca- 
sila  sebagai  dasar  negara,  dan  hubungan  an- 
tara NU,  yang  diwakili  oleh  tokoh-tokoh- 
nya,  dengan  penguasa.  Dalam  bagian  ini  pe- 
nulis  akan  melihat  perkembangan  pemikiran 
tokoh-tokoh  NU  dalam  mendefinisikan  ke- 
dua  faktor  tersebut  secara  bersama-sama. 

Sebagaimana  telah  disinggung  di  bagian 
terdahulu  bahwa  sejak  Munas  Situbondo  ta- 
hun  1983,  NU  secara  organisatoris  menyata- 
kan  penerimaannya  dengan  sadar  akan  tang- 
gung  jawab  NU  terhadap  eksistensi  ideologi 
negara,  dan  sekaligus  mengantisipasi  upaya 

^^Jawa  Pos,  3  Agustus  1992. 


KEPEMIMPINAN  NU  ERA  ABDURRAHMAN  WAHID 


153 


pemerintah  dalam  menyeragamkan  ideologi 
dan  azas,  baik  organisasi  sosial  kemasyara- 
katan  maupun  organisasi  politik. 

Pihak  NU  beranggapan  bahwa  Pancasila 
merupakan  ideologi  final  yang  mutlak  diper- 
tahankan  dan  diperjuangkan  pelaksanaan- 
nya,  karena  Pancasila  memuat  prinsip-prin- 
sip  yang  bersifat  lestari,  memuat  ide  yang 
baik  tentang  hidup  bernegara.  Dan  tanpa 
Pancasila,  Negara  RI  tidak  akan  pernah 
ada.'^^  Dalam  perjalanan  NU  kembali  ke 
khittah  1926,  karena  sikap  itu  pula  pada  pe- 
riode  pertama  kembali  ke  khittah  1926  mem- 
bawa  NU  sebagai  ormas  yang  akomodatif 
dengan  pemerintah,  serta  mampu  menjer- 
nihkan  oposisi  dari  pemerintah.  Dengan 
cara  seperti  ini  pula,  ditambah  dengan  terja- 
linnya  Tiubungan  baik  antara  tokoh-tokoh 
NU  (khususnya  yang  tidak  berkiprah  di 
PPP)  dengan  pemerintah,  maka  pada  perio- 
de  pertama  kepemimpinan  Wahid  tak  ada 
ketegangan  dan  konflik  berarti  dengan  pe- 
merintah. Justru  isu  pribumisasi  Islam,  di- 
anggap  sebagai  isu  nasionalisme  Islam  yang 
mendukung  gagasan  integralistik  pemerin- 
tah Orde  Baru,  meskipun  pada  tingkat  in- 
tern NU  melahirkan  ketegangan  tersendiri 
atas  pemikiran  itu. 

Ketegangan  dan  konflik  internal  NU 
pada  periode  pertama  kepengurusan  PBNU 
setelah  kembali  ke  khittah  1926  lebih  diwar- 
nai  oleh  tarik  menariknya  kepentingan  to- 
koh-tokoh NU  dengan  berbagai  penafsiran- 
nya  terhadap  khittah.  Tetapi  memasuki  pe- 
riode kedua,  ketegangan  dan  konflik  mulai 
memiliki  ciri  yang  berbeda,  yakni:  hubungan 
antara  Wahid  sebagai  Ketua  PBNU  dengan 
penguasa  tidak  lagi  intim.  Ada  dua  akti vitas 


Rameg,  "Pcmahaman  Abdurrahman  Wahid  Ten- 
tang Pancasila  dan  Penerapannya  dalam  Era  Pasca 
Azas  Tunggal."  Makalah,  Dokumcnasi  PBNU,  1994,  1. 


yang  diprakarsai  oleh  Wahid  yang  mereflek- 
sikan  ketidakharmonisan  hubungan  itu,  yak- 
ni kasus  Fordem  dan  Rapat  Akbar.  Pada  ka- 
sus  Fordem,  meskipun  Wahid  diklaim  oleh 
tokoh-tokoh  NU  tidak  mewakili  NU  namun 
kesan  yang  terbangun  di  masyarakat  dan 
juga  pada  sementara  birokrat  sukar  melepas- 
kan  individu  dengan  organisasi  yang  dipim- 
pinnya.  Sedangkan  pada  kasus  Rapat  Ak- 
bar, NU  benar-benar  secara  formal  menye- 
lenggarakannya. 

Kedua  kasus  itu  membangun  kesan  se- 
olah-olah  NU  sudah  berhadapan  dengan  ne- 
gara. Kesan  ini  terbangun  lebih  karena  dua 
faktor,  pertama,  faktor  internal,  di  mana 
Wahid  diidentifikasikan  sebagai  representasi 
NU.  Pola  pikir  dan  tindakan  Wahid  diang- 
gap  merepresentasikan  NU,  dan  NU  adalah 
Wahid.  Kedua,  kesan  terhadap  negara  seba- 
gai suatu  kekuatan  tunggal  yang  memainkan 
peran  dalam  proses-proses  politik,  ekonomi 
dan  sosial  dalam  masyarakat.  Hampir 
semua  ahU  sependapat  bahwa  negara  Indo- 
nesia era  Orde  Baru  telah  tumbuh  sebagai 
otoritas  yang  otonom  dan  kurang  lebih  ber- 
ada  dalam  posisi  "mengatasi"  dan  "menga- 
wasi"  masyarakat  sebagai  hasil  dari  upaya 
Orde  Baru  dalam  merealisasikan  konsep  ne- 
gara kuat  (strong  state), ^  yang  berakibat 
pada  termarjinalisasinya  peran  masyarakat 
pada  umumnya  dan  menurunnya  tingkat  ke- 
mandirian  organisasi;'^^  sehingga  bila  NU 
berhadapan  dengan  penguasa  maka  diang- 
gap  mengancam  eksistensi  NU  sendiri. 

Oleh  karena  itu,  pemikiran  dan  tindakan 
Wahid  yang  bersentuhan  dengan  hubungan 
NU  dengan  negara  tersebut,  mendapat  reak- 
si  keras  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar 
atau  tepatnya  sebagian  birokrat.  Pada  ting- 

""Hikam,  "Khittah  dan  Penguatan  15. 
*'lbid.,  19. 
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kat  internal  NU,  Wahid  ditentang  oleh 
tokoh-tokoh  baik  di  jajaran  Syuriah,  aktivis- 
aktivis  NU  di  daerah,  maupun  sebagian  dari 
mereka  yang  pada  saat  merancang  konsep 
kembali  ke  khittah  (generasi  ketiga,  intelek- 
tual)  termasuk  kelompoknya.  Ketiga  unsur 
dalam  NU  yang  menentangnya  itu,  memiliki 
karakteristik  pandangan  dan  sikap  yang 
sama,  yakni  bahwa  sikap  Wahid  merugikan 
NU  sebagai  jamiyah  yang  tak  lagi  berpohtik 
dan  menjaiin  hubungan  harmonis  dengan 
pemerintah.  "Dan  sudah  mulai  terasakan 
adanya  kesuHtan  dalam  beberapa  urusan 
NU  di  daerah  sehingga  dikuatirkan  akan 
mempengaruhi  pelaksanaan  kegiatan" 
Kalangan  ini  melihat  bahwa  posisi  pimpinan 
NU  dalam  menyikapi  penguasa  berkorelasi 
positif  dengan  lancar  tidaknya  arus  program 
yang  (akan)  dilaksanakan  oleh  NU  di  la- 
pangan. 

Berkaitan  dengan  kekuatiran  tokoh- 
tokoh  NU  yang  menentang  Wahid  tersebut, 
secara  eksternal  dengan  pihak  penguasa, 
bisa  berarti  sama  saja  dengan  merusak  hu- 
bungan yang  sudah  dipupuk  selama  ini.  Pe- 
nyelenggaraan  rapat  akbar  menjelang  Pemi- 
lu  tahun  1992,  disusul  dengan  pengiriman 
surat/nota  Wahid  kepada  Presiden  Soehar- 
to,  dianggap  merupakan  cacat  tersendiri. 
Padahal  kekuatiran  pemerintah  terhadap  pe- 
mikiran  dan  tindakan  (termasuk  mobilisasi 
massa  NU)  sebetulnya  menunjukkan  penga- 
kuannya  terhadap  NU  sebagai  organisasi 
massa  yang  memiliki  potensi  besar,  baik  dari 
segi  pemikiran  (dengan  munculnya  intelek- 
tual  generasinya  Wahid)  maupun  dari  segi 
basis  massa  di  tingkat  bawah. 

Lepas  dari  kontroversi  itu,  bila  kita  me- 
metakan  tokoh-tokoh  yang  mengalami  kete- 
gangan  itu  dalam  kaitan  hubungan  antara 


'Wawancara  dengan  Slamet  Efendi  Yusuf. 


negara  (state)  dan  masyarakat  (society),  ma- 
ka  ditemukan  karakteristiknya  sebagai  beri- 
kut: 

Pertama,  tokoh-tokoh  yang  menentang 
Wahid  dengan  alasan-alasan  seperti  antara 
lain  dikemukakan  di  atas,  telah  terbawa  oleh 
arus  konsep  "negara  kuat"  (strong  state) 
yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Orde  Baru. 
NU  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan 
tak  bisa  dihadapkan  atau  mengambil  posisi 
berhadapan  dengan  negara,  karena  hal  ini 
hanya  akan  menjadikan  NU  mati  dengan 
sendirinya.  Alasan  yang  bersifat  ekonomis, 
terangkat  dari  suatu  realita  obyektif  bahwa 
NU  (berikut  warganya),  sangat  lemah  dari 
sisi  ini.  Ini  karena  warga  NU  yang  marjinal, 
bersandar  pada  basis  ekonomi  petani  di  pe- 
desaan  atau  pedagang  kecil  pribumi  di  per- 
kotaan,  sementara  kelas  menengah'*^  NU 
yang  mulai  bermunculan  menginginkan 
akses  yang  lebih  banyak  untuk  memperbaiki 
baik  posisi  ekonomi  maupun  politik. 

Peluang-peluang  yang  berdimensi  eko- 
nomi dan  politis  ini  bisa  diperoleh  apabila 
berkolaborasi  harmonis  dengan  pihak  pe- 
nguasa. Akibatnya  secara  diam-diam  atau 
terang-terangan,  para  tokoh  yang  berpan- 
dangan  seperti  ini  bersikap  kompromi  de- 
ngan penguasa,  dan  pada  saat  bersamaan 
menentang  pemikiran  dan  tindakan  Wahid, 
yang  sepertinya  identitas  ke-NU-an  larut  da- 
lam konsep  negara  kuat.  Berkaitan  dengan 
peluang-peluang  yang  berdimensi  ekonomi 
ini,  Brunessen,  mencatat  bahwa  era  kembali 
ke  khittah  1926  telah  membawa  keberun- 
tungan  kelas  menengah  NU  karena  dengan 
terbukanya  akses  berhubungan  ke  birokrasi 
sehingga  bisa  memperoleh  peluang-peluang 
ekonomi  untuk  pengembangan  usaha  mere- 

''^Yang  dimaksud  dengan  kelas  menengah  adalah 
kalangan  terpelajar  generasi  muda  NU  dan  kalangan 
pengusaha  dari  keluarga  NU. 
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ka  demikian  juga  beberapa  tokoh  lain  bisa 
memperoleh  peluang  politis  di  lembaga-lem- 
baga  legislatif. 

Mudah  dipahami,  dari  aspek  kepenting- 
an  politik  para  politisi  NU  terutama  yang 
berkiprah  di  Golkar,  di  tengah  identifikasi 
Wahid  sebagai  NU  sementara  pemikiran  dan 
tindakannya  berhadapan  dengan  penguasa, 
maka  bisa  menghambat  akses  para  tokoh 
tersebut  untuk  membangun  hubungan  har- 
monis  dengan  penguasa  ke  arah  perolehan 
peluang- peluang  politik.  Sementara  ketika 
berhadapan  dengan  Wahid  yang  masih  ber- 
pengaruh  pada  tingkat  pengambilan  kepu- 
tusan  administratifnya  di  PBNU,  bila  kete- 
gangan  dan  konflik  itu  berkepanjangan,  bisa 
berarti  memperkecil  ruang  manuver  pada  to- 
koh tersebut  di  NU. 

Kedua,  Wahid  dengan  orang-orang  NU 
yang  berada  dibelakangnya,  tergolong  da- 
lam  kelompok  yang  berusaha  mempenga- 
ruhi  arus  pemikiran  penguasa  dengan  meng- 
gunakan  kekuatan  pikir  dan  basis  massa  dari 
bawah.  Ada  kesadaran  bahwa  kalau  NU  te- 
rus  membiarkan  dirinya  terperangkap  di 
dalam  struktur  politik  formal  yang  secara 
ketat  dikendalikan  oleh  pemerintah,  ia  akan 
terus  digiring  untuk  melaksanakan  penye- 
suaian  dengan  keinginan  penguasa. 

Penggunaan  Pancasila  sebagai  bahasa 
kekuasaan  yang  sepertinya  secara  sah  tanpa 
cacat  dianggap  hanya  merupakan  milik  pe- 
nguasa, sebenarnya  keliru  adanya,  karena 
masyarakat  dan  khususnya  NU  bisa  pula 
mengambil  alih  bahasa  politik  itu  dalam 
upaya  mendukung  gagasan-gagasannya, 
bahkan  ia  secara  terbuka  berbicara  tentang 
"ancaman  terhadap  Pancasila","*^  apalagi 

^ruinessen,  "The  NU  in  the  1980s 

*'Remage,  "Pemahaman  Abdurrahman  Wahid 


sejak  berdirinya  negara  RI,  NU  berkontribu- 
si  dalam  merumuskan  dasar  negara  tersebut. 
Makanya  Rapat  Akbar  seperti  yang  digelar 
di  Senayan  tahun  1992,  merupakan  ekspresi 
dari  upaya  pengambilalihan  bahasa  kekua- 
saan "NU  Mendukung  Pancasila". 

Dalam  melihat  negara,  Wahid  dan  pen- 
dukungnya  tampaknya  membedakannya  de- 
ngan pemerintah  atau  penguasa.  Negara 
adalah  wadah  mapan  yang  netral  yang  mam- 
pu  mengakomodasi  seluruh  kepentingan 
yang  ada  di  dalamnya,  sedangkan  pemerin- 
tah dan/ atau  penguasa  merupakan  kelom- 
pok kepentingan  yang  dalam  pemikiran  dan 
tindakan  atau  (kebijakannya)  bisa  saja  ke- 
liru, termasuk  dalam  menafsirkan  Pancasila 
sebagai  ideologi  negara. 

Berkaitan  dengan  itu  Remage  menulis  ke- 
cenderungan  sikap  dan  pandangan  politik 
Wahid  tentang  Pancasila,  sebagai  berikut: 

"...  ketika  para  pejabat  itu  lebih  sering  berbicara 
tentang  Pancasila  sekedar  sebagai  mantra  untuk  me- 
lengkapi  pidato-pidato  resmi,  dan  sebagai  alat  un- 
tuk menekankan  berbagai  bentuk  kewajiban  yang 
harus  dipikul  oleh  warga  negara,  Abdurrahman  Wa- 
hid justru  menampilkan  Pancasila  sebagai  jawaban 
atas  masalah-masalah  inti  dalam  kehidupan  politik 
dan  kemasyarakatan.  Di  sini  Abdurrahman  Wahid 
membangun  citra  dirinya  sebagai  pendukung  kuat 
dari  idealisme  negara  Pancasila."^" 

Pemikiran  dan  tindakan  yang  dilakukan 
itu  berkaitan  erat  dengan  perjuangannya  un- 
tuk menegakkan  "demokrasi".^^  Gerakan 
perjuangan  demokrasi  yang  macam  ini  be- 
rangkat  dari  tesis-tesis  penguatan  masyara- 
kat sipil  dan  mencoba  melakukan  counter 
hegemony  terhadap  dorninasi  negara  yang 
terjadi,  di  mana  NU  merupakan  wadah  yang 

'°ibid. 

"Wawancara  dengan  Fahmi  D.  Syaifuddin,  Mei 
1994. 
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bisa  digunakan  untuk  mengekspresikan  per- 
juangan  itu.  Wahid  dan  kalangan  pendu- 
kungnya  memang  tergolong  pejuang  demo- 
krasi  versi  penguatan  civil  society  ini,  semen- 
tara  kalangan  penentangnya  termasuk  pihak 
yang  terbawa  arus  demokrasi  yang  dicipta- 
kan  pemerintah  Orde  Baru  selama  ini.  Teta- 
pi  kalangan  penentangnya  melihat  bahwa 
konsep  perjuangan  demokrasi  yang  dilaku- 
kan  oleh  Wahid  masih  belum  memiliki  kon- 
sep yang  jelas,  hanya  berupa  tuduhan-tu- 
duhan  bahwa  saat  ini  di  negara  kita  terjadi 
praktek  demokrasi  seolah-olah  (pseudo  de- 

52 

mokrasi).  Sementara  kalangan  pendukung 
Wahid  mehhat  gerakan  yang  dilakukan  saat 
ini  sudah  merupakan  kehendak  khittah 
1926.  Diakui  memang  sepintas  bahwa  pemi- 
kiran  dan  tindakan  Wahid  merupakan  per- 
juangan politik,  tetapi  menolak  watak  for- 
malitas  dari  politik.  Artinya  ia  menolak 
menjadikan  NU  sebagai  organisasi  politik, 
tetapi  pada  saat  itu  sebetulnya  lebih  mem- 
perluas  ruang  manuver  politiknya,  tidak  di- 
batasi  lagi  oleh  tembok-tembok  normatif 
dari  suatu  partai  politik.  Menurut  Matori 
Abdul  Jalil,  kecenderungan  seperti  ini  meru- 
pakan sikap  politik  kultural  dari  NU: 

"Berpolitik  secara  kultural  jauh  lebih  luas  jangkau- 
annya  ketimbang  memagari  diri  dalam  suatu  partai 
politik  tertentu.  Apalagi  yang  disebut  partai  politik 
dalam  konstelasi  politik  Orde  Baru  terkesan  sebagai 
oposisi  yang  oleh  NU  dianggap  tidak  menguntung- 
kan.  Tetapi  bukan  berarti  NU  tidak  berpolitik,  se- 
bab  proses  yang  dilakukan  adalah  menciptakan  ma- 
syarakat  untuk  menyadari  hak-hak  politiknya,  hak- 
hak  ekonominya,  dan  sebagainya;  dan  itulah  yang 
disebut  dengan  berpolitik  secara  kultural. "^^ 

Praktek  politik  kultural  seperti  ini  diya- 
kini  merupakan  bagian  dari  proses  demokra- 
tisasi  yang  diperjuangkan.  Sebab  tanpa  rak- 
yat  menyadari  hak-haknya,   akan  sukar 


Wawancara  dengan  Matori  Abdul  Jalil. 


mempraktekkan  politik  secara  demokratis 
dalam  masyarakat.^'*  Kecenderungan  ini  bila 
kita  menelusuri  latar  pergaulan  Wahid  dan 
pendukungnya,  agaknya  mereka  terpenga- 
ruh  kuat  oleh  paradigma  perjuangan  demo- 
krasi yang  dilakukan  oleh  LSM-LSM.  Ba- 
rangkali  ini  sebagai  konsekuensi  dari  latar 
belakang  atau  kiprah  mereka  yang  banyak 
berkecimpung  di  dunia  LSM. 

Pada  sisi  politik  dalam  rangka  tawar- 
menawar  NU  dengan  penguasa,  kalangan 
penantang  Wahid  (berikut  kelompoknya) 
cenderung  meletakkan  anggapan  bahwa 
hanya  memupuk  hubungan  dengan  pemerin- 
tah bisa  membesarkan  NU  dengan  berbagai 
kegiatannya  sehingga  akan  dilihat  sebagai 
suatu  wadah  yang  bermanfaat,  oleh  karena 
itu  bisa  memperoleh  legitimasi  dari  atas  (pe- 
nguasa, dengan  berbagai  fasilitasnya)  dan 
dari  bawah  (warga  NU).  Tetapi  sebaliknya, 
Wahid  dan  pendukungnya  cenderung  meli- 
hat pandangan  seperti  itu  lebih  menjadikan 
NU  (seperti  halnya  organisasi  kemasyara- 
katan  termasuk  organisasi  sosial  politik  lain- 
nya)  semakin  terkooptasi  oleh  pengusaha, 
menjadikan  "NU  tidak  memiliki  dirinya  sen- 
diri",  dan  akan  semakin  lemah  tawar-mena- 
warnya. 


Catatan  Penutup:  Ingin  Keluar  dari 
Kooptasi  Negara 

Posisi  Wahid  dan  pendukungnya  di  NU 
seperti  ini,  dengan  demikian,  menunjukkan 
usaha-usahanya  uhtuk  keluar  dari  kooptasi 
NU  atas  negara.  Ini  merupakan  gaya  radi- 
kalisme  NU  selama  kembali  ke  khittah  1926, 
suatu  penolakan  atas  gaya  kompromistis 
yang  cenderung  melarutkan  NU  dalam 
konsep  negara  kuat.  Tetapi  ciri  radikal  NU 
seperti  ini  berbeda  dengan  tahun  1970- an 
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ketika  NU  fusi  dalam  PPP  yang  mengguna- 
kan  label  Islam  secara  eksklusif  untuk  me- 
nunjukkan  jati  dirinya  dalam,  misalnya,  per- 
juangan  menentang  undang-undang  perka- 
winan,  dan  atau  menentang  keputusan  MPR 
tentang  P-4;  saat  ini  cara-cara  radikalisme 
itu  dikemas  dalam  bahasa-bahasa  politik 
yang  lebih  rasional  dalam  tatanan  ideologi 
negara  (Pancasila).  Kalaupun  ada  muatan 
Islam  di  dalamnya,  itu  diangkat  ke  permu- 
kaan  menjadi  sebuah  klaim  yang  universal 
sehingga  tampak  tak  ada  pertentangan  an- 
tara  ideologi  negara  dengan  agama  (Islam) . 

Persoalannya  apakah  perjuangan  kelom- 
pok  kedua  ini  akan  bisa  berjalan  baik?  Tam- 
paknya  agak  sukar.  Pertama,  gerakan  seper- 
ti  ini  masih  asing  bagi  kalangan  massa  NU 
yang  kebanyakan  masih  awam  tentang  per- 
soalan-persoalan  politik.  Kedua,  belum  ada- 
nya  kesamaan  visi  antara  kalangan  pencetus 
ide  yang  berada  di  Jakarta  dengan  para  ak- 
tivis  NU  yang  ada  di  cabang-cabang  seluruh 
Indonesia.  Akan  lain  adanya  kalau  per- 
juangan ini  dilakukan  secara  sistematis  de- 
ngan mata  rantai  penyambung  (berupa  to- 
koh-tokoh  NU)  yang  solid  sampai  ke  daerah- 
daerah. 


Makanya  wajar,  pada  kurun  waktu  sela- 
ma  lima  tahun  pertama,  gagasan  yang  diba- 
ngun  oleh  Wahid  dan  pendukungnya  itu 
terus-menerus  mengalami  hambatan  dalam 
sosialisasinya,  karena  dalam  perjalanan  so- 
sialisasinya  masih  berhadapan:  (1)  dengan 
kelompok  pertama  yang  larut  dengan  kon- 
sep  negara  kuat;  dan  (2)  dengan  tokoh- 
tokoh  NU  konservatif. 

Tetapi  antara  kedua  kelompok  tersebut 
terdapat  titik  singgungnya,  yakni  tetap  meli- 
hat  NU  sebagai  wadah  dengan  person- 
person  pengurusnya  (khususnya  pemegang 
posisi  kunci)  yang  memiliki  status,  yang  se- 
lama  kembali  ke  khittah  1926  ini  berada  di 
tangan  Wahid.  Status  sebagai  Ketua  Tanfid- 
ziah  PBNU,  masih  tetap  dianggap  represen- 
tase  NU  pada  khususnya  keluar  sebagai- 
mana  telah  terbangun  pada  saat  organisasi 
ini  berkiprah  di  dunia  poUtik  praktis  sebe- 
lum  Muktamar  Situbondo  tahun  1984.  Ke- 
cuali  itu,  NU  merupakan  wadah  untuk  me- 
wadahi  aspirasi  politik  dari  para  tokohnya, 
di  mana  menjadikan  NU  sebagai  wadah  me- 
lakukan  manuver-manuver  politik  sesuai  de- 
ngan kepentingan  tokoh. 


Dampak  UU  No.  1  Tahun  1995 

Terhadap 
Penanaman  Modal  di  Indonesia 


Pande  Radja  Silalahi 


Pengantar 


SALAH  satu  pertimbangan  mengada- 
kan  pembaruan  peraturan  tentang 
Perseroan  Terbatas  seperti  yang  ter- 
tuang  di  dalam  UU  No.  1  Tahun  1995  ada- 
lah,  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum 
baru  yang  dapat  lebih  memacu  pembangun- 
an  nasional,  serta  untuk  menjamin  kepastian 
dan  penegakan  hukum  yang  merupakan  pe- 
ngejawantahan  asas  kekeluargaan  menurut 
dasar-dasar  demokrasi  ekonomi  berdasar- 
kan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 
1945. 

Karena  produk  hukum  ini  dimaksudkan 
dan  diharapkan  dapat  lebih  memacu  pemba- 
ngunan  jnasional,  adalah  layak  untuk  mem- 
bicarakan  sejauh  mana  undang-undang  ini 
mempengaruhi  salah  satu  unsur  pembangun- 
an  nasional,  yaitu  penanaman  modal,  ke- 
arah  yang  dikehendaki. 

Dengan  beranggapan  bahwa  butir-butir 
ketentuan  dalam  undang-undang  ini  tidak 


mengalami  perubahan  sampai  mulai  masa 
berlakunya  pada  tanggal  7  Maret  1996,  bebe- 
rapa  pengaruh  atau  dampak  UU  ini  terha- 
dap penanaman  modal  sudah  dapat  dikenali 
atau  diperkirakan. 

Dalam  makalah  ini  beberapa  hal  yang 
berkaitan  dengan  penanaman  modal  akan 
dikemukakan  dengan  maksud  mengundang 
pembahasan  lebih  dalam.  Dengan  pemba- 
hasan  yang  lebih  dalam,  diharapkan  penga- 
ruh negatif  dari  UU  ini  terhadap  perkem- 
bangan  penanaman  modal  dapat  diminima- 
lisir  dan  dalam  waktu  yang  bersamaan,  pe- 
masyarakatan  UU  ini  dapat  berjalan  sesuai 
dengan  sasaran  yang  diinginkan. 


Efisiensi  dan  Efektivitas 

Pada  hakekatnya,  setiap  pelaku  ekonomi 
yang  melakukan  kegiatan  bisnis  dengan 
mempertaruhkan  modal  (harta  kekayaan) 
mengharapkan  keuntungan  yang  maksimal 
~  yang  jumlahnya  melebihi  perolehan  yang 
dapat  diraihnya  tanpa  bekerja.  Untuk  me- 
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raih  keuntungan  tersebut,  pelaku  bisnis  di- 
hadapkan  kepada  berbagai  pilihan  dan  ken- 
dala.  Pilihan  ini  meliputi,  pilihan  bekerja- 
sama  atau  tidak  dengan  orang  (badan)  lain 
dan  piHhan  bentuk  hukum  kegiatan  yang  di- 
lakukannya. 

Pelaku  bisnis  pada  umumnya  sangat 
mendambakan  hak  dan  kewajibannya  dapat 
terlindungi  secara  adil  dan  pasti.  Dengan 
perkataan  lain,  para  pelaku  bisnis  pada 
umumnya  membutuhkan  produk  hukum 
dan  penerapan  produk  hukum  yang  dapat 
menjamin  hak  dan  kewajibannya  secara  adil 
dan  pasti. 

Seperti  kita  ketahui  bersama,  nilai  uang 
sekarang  berbeda  dengan  nilai  uang  besok 
atau  setahun  kemudian.  Mungkin  tidak 
sama  dengan  masyarakat  lainnya,  di  kalang- 
an  masyarakat  bisnis  perubahan  nilai  uang 
menurut  tenggang  waktu  tertentu  pada 
umumnya  lebih  besar.  Dengan  demikian,  ti- 
dak mengherankan  kalau  dalam  masyarakat 
bisnis  faktor  waktu  dalam  banyak  hal  sangat 
berpengaruh. 

Dalam  Pasal  13  ayat  (l)a  ditentukan  bah- 
wa,  perseroan  tidak  boleh  menggunakan 
nama  yang  telah  dipakai  secara  sah  oleh  per- 
seroan lain  atau  mirip  dengan  nama  perse- 
roan lain.  Bagi  perseroan  yang  telah  disah- 
kan  keberadaannya  (status  badan  hukum- 
nya)  ketentuan  pasal  ini  tidak  menimbulkan 
permasalahan.  Tetapi  bagi  mereka  yang 
akan  mendirikan  perseroan  baru  timbul  per- 
tanyaan,  di  mana  dapat  diperoleh  nama- 
nama  perseroan  yang  ada  di  Indonesia  seca- 
ra mudah  dan  cepat.  Selanjutnya  apa  yang 
menjadi  kriteria  nama  suatu  perseroan  mirip 
dengan  nama  perseroan  yang  telah  ada.  Bila 
sampai  sekarang  misalnya  tidak  tersedia 
nama-nama  perseroan  yang  telah  ada  de- 
ngan mudah,  dan  bila  pengertian  mirip  be- 
lum  dibakukan,  sangat  besar  kemungkinan 


para  penanam  modal  enggan  atau  tertahan 
menanamkan  modalnya  melalui  kegiatan 
usaha  yang  berbentuk  perseroan.  Istilah 
yang  dipergunakan  kelihatannya  sederhana. 
Namun  pengaruh  yang  timbul  oleh  karena- 
nya  tidak  dapat  dianggap  tidak  berarti. 

Dari  Pasal  25  UU  ini  dapat  diketahui 
bahwa  UU  ini  tidak  hanya  diperuntukkan 
bagi  perusahaan  besar.  Dengan  persyaratan 
modal  dasar  suatu  perseroan  sebesar  paling 
sedikit  Rp.  20.000.000;  UU  ini  membuka  ke- 
sempatan  bagi  pengusaha  dengan  modal  ke- 
cil  untuk  memilih  Perseroan  Terbatas  seba- 
gai  bentuk  hukum  perusahaannya.  Yang 
menjadi  masalah  adalah,  beberapa  butir  lain 
dalam  UU  ini  tidak  atau  kurang  konsisten 
memperhitungkan  keberadaan  perusahaan- 
perusahaan  kecil. 

Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dinyatakan, 
bahwa  bila  penyetoran  saham  dilakukan  ti- 
dak dalam  bentuk  uang  muka  maka  penilai- 
an  harga  atas  penyetoran  tersebut  ditetap- 
kan  oleh  ahli  yang  tidak  terikat  pada  perse- 
roan. Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  disebut- 
kan,  penyetoran  saham  dalam  bentuk  benda 
tidak  bergerak  harus  diumumkan  dalam  2 
(dua)  surat  kabar  harian. 

Bagi  perusahaan  yang  berskala  besar  ke- 
tentuan ini  tidak  memberatkan  dan  bahkan 
mungkin  memanfaatkan  jasa  penilai  sangat 
berguna.  Tetapi  bagi  suatu  perusahaan  kecil 
yang  baru  berdiri,  yang  jumlah  modal  yang 
dapat  disetor  hanya  puluhan  juta,  beban 
biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  ketentuan 
ini  sangat  berarti. 


Kebebasan  dan  Kewajiban 

Bagi  perusahaan,  kebebasan  untuk  mem- 
pergunakan  kekayaannya  sesuai  dengan  ang- 
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garan  dasar  dan  ketentuan  yang  telah  disetu- 
jui  sangat  penting.  Dalam  UU  ini  ternyata 
terdapat  butir-butir  pembatasan  tertentu 
yang  dampaknya  dapat  memperkecil  ke- 
mungkinan  suatu  perseroan  meraih  keun- 
tungan  maksimal.  Dalam  Pasal  61  disebut- 
kan  bahwa  setiap  tahun  buku  perseroan  wa- 
jib  menyisihkan  jumlah  tertentu  dari  laba 
bersih  (sampai  sekurang-kurangnya  20% 
(dua  puluh  persen  dari  modal  yang  ditempat- 
kan)  untuk  cadangan.  Membaca  Pasal  61 
ayat  (3)  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  ke- 
tentuan pembentukan  cadangan  ini  dimak- 
sudkan  untuk  menutup  kerugian  yang  tidak 
dapat  dipenuhi  oleh  cadangan  lain. 

Keinginan  untuk  melindungi  setiap  pihak 
yang  berinteraksi  dengan  suatu  perseroan 
adalah  keinginan  baik.  Tetapi  alangkah  te- 
pat  bila  keinginan  tersebut  tidak  sampai 
mempersulit  suatu  perseroan  menggapai  se- 
suatu  yang  maksimal  yang  dapat  diraihnya, 
Dari  ketentuan  dalam  Pasal  26  UU  dapat  di- 
ketahui  bahwa  suatu  perseroan  sudah  dapat 
beroperasi  bila  telah  menyetorkan  modal 
sebesar  50%  dari  modal  yang  ditempatkan. 
Sedang  di  sisi  lain,  dalam  Pasal  3  UU  ini  di- 
nyatakan  bahwa  pemegang  saham  hanya 
bertanggungjawab  atas  kerugian  perseroan 
sampai  dengan  senilai  saham  yang  diambil- 
nya. 

Mewajibkan  suatu  perseroan  memben- 
tuk  suatu  cadangan  tertentu  yang  pengguna- 
annya  belum  ditentukan  dengan  pasti  atau 
tidak  sesuai  dengan  keinginan  perusahaan 
adalah  merupakan  beban  bagi  perusahaan 
yang  bersangkutan.  Dengan  melihat  secara 
jeli  Pasal  61  dan  62  dapat  dikatakan  bahwa, 
suatu  perseroan  dapat  menekan  jumlah  ca- 
dangan yang  diwajibkan  sampai  tingkat 
yang  dikehendaki  oleh  perseroan  yang  ber- 
sangkutan, Dengan  demikian  suatu  persero- 
an tidak  perlu  merasa  terhalang  kegiatannya 


dengan  adanya  ketentuan  pembentukan  ca- 
dangan. Tetapi  kalau  kita  menyimak  lebih 
dalam,  dengan  adanya  ketentuan  dalam 
Pasal  61  ini  dapat  timbul  keraguan  di  ka- 
langan  penanam  modal,  terlebih  karena  da- 
lam Pasal  61  ayat  (4)  disebutkan  bahwa  ke- 
tentuan mengenai  penyisihan  laba  bersih  un- 
tuk cadangan  dan  penggunaannya  diatur  le- 
bih lanjut  dengan  Pengaturan  Pemerintah. 

Seandainya  UU  atau  peraturan  pemerin- 
tah menentukan  penggunaan  cadangan  yang 
tidak  sejalan  dengan  kepentingan  perusaha- 
an maka  sebagai  akibatnya  harga  modal 
yang  ditanamkan  oleh  perusahaan  akan  le- 
bih tinggi.  Dalam  perputarannya,  hal  ini 
dapat  berakibat  mengecilnya  kemampuan 
bersaing  perusahaan  nasional  dengan  peru- 
sahaan asing. 

Dengan  melihat  butir-butir  yang  ada 
dalam  UU  ini  dapat  dikatakan  bahwa  keten- 
tuan dalam  Pasal  61  lebih  banyak  menimbul- 
kan  dampak  negatif  bagi  perseroan  bila  di- 
bandingkan  dengan  dampak  positif  yang 
ingin  dicapai. 

Dalam  dunia  bisnis  kegiatan  penciptaan 
utang  atau  pinjam  meminjam  sudah  meru- 
pakan kebiasaan.  Untuk  melindungi  pihak 
kreditor,  biasanya  setiap  negara  mempunyai 
ketentuan  yang  mengatur  besarnya  perban- 
dingan  antara  modal  sendiri  dari  perusahaan 
dengan  modal  pinjamannya.  Di  bidang  per- 
bankan  misalnya,  ada  ketentuan  yang  dise- 
but  Capital  Adequasi  Ratio  (CAR)  yang  be- 
sarnya adalah  8% .  Adanya  ketentuan  ini  di- 
maksudkan  selain  untuk  melindungi  pem- 
beri  dana  juga  menjaga  agar  perusahaan 
dapat  Ijerjalan  secara  sehat.  Sepanjang  suatu 
bank  tidak  melanggar  ketentuan  CAR  maka 
perusahaan  bank  dapat  melakukan  kegiatan- 
nya secara  normal  dan  penilaian  atas  kese- 
hatannya  tidak  berkurang. 


DAMPAK  UU  NO.  1/1995  TERHADAP  PENANAMAN  MODAL 


161 


Seperti  diketahui  ketentuan  mengenai 
CAR  adalah  ketentuan  pemerintah  yang  ke- 
dudukan  hukumnya  berada  di  bawah 
undang-undang.  Mempelajari  Pasal  88  UU 
No.  1  Tahun  1995  timbul  berbagai  pertanya- 
an.  Bagaimana  undang-undang  ini  diterap- 
kan  kepada  lembaga  keuangan  bank  atau 
lembaga  keuangan  bukan  bank.  Selanjut- 
nya,  kalau  setiap  perseroan  diwajibkan 
mengumumkan  dalam  2  (dua)  surat  kabar 
harian  setiap  tindakan  yang  menjadikan  ja- 
minan  utang  seluruh  atau  sebagian  besar  ke- 
kayaan  perseroan,  apakah  hal  ini  tidak  mem- 
persulit  perseroan  yang  bersangkutan.  Dan 
lebih  jauh  lagi,  apa  yang  dimaksud  dengan 
sebagian  besar  dalam  Pasal  88  ayat  (1). 

Dari  butir-butir  UU  No.  1  Tahun  1995 
dapat  dikatakan  bahwa  Pasal  88  perlu  men- 
dapat  perhatian  yang  serius.  Dampak  yang 
ditimbulkannya  cukup  luas  terlebih  karena 
ketentuan  lain  yang  mengatur  hal  yang  ber- 
kaitan  dengan  kekayaan  dan  utang  suatu 
perseroan  kedudukan  hukumnya  berada  di 
bawah  undang-undang. 

Seperti  diketahui  bersama,  setiap  perusa- 
haan  bergelut  dengan  resiko.  Pada  umum- 
nya,  semakin  tinggi  resiko  suatu  kegiatan 
bisnis,  semakin  besar  laba  yang  mungkin  di- 
raih.  Dalam  era  globalisasi  dan  dalam  era 
perekonomian  yang  semakin  dipandu  oleh 
kekuatan  pasar  dewasa  ini,  persaingan  men- 
jadi  semakin  tajam.  Pengalaman  negara-ne- 
gara  maju  menunjukkan  bahwa  setiap  tahun 
ribuan  perusahaan  menyatakan  diri  atau  di- 
nyatakan  pailit,  dan  di  sisi  lain  berdiri  beribu 
perusahaan  baru.  Tidak  dapat  dipungkiri, 
ada  perusahaan  yang  menjadi  pailit  karena 
Direksinya  melakukan  tindakan  yang  tidak 
sesuai  dengan  pedoman  kerja  atau  menyim- 
pang  dari  ketentuan  yang  berlaku,  baik  yang 
bersifat  internal  maupun  yang  bersifat  eks- 
ternal.  Di  negara  yang  sudah  maju,  perusa- 


haan-perusahaan  yang  sudah  besar,  biasa- 
nya  telah  memisahkan  secara  tajam  fungsi 
dan/atau  tugas  Direksi  dan  Komisaris  serta 
hak  dan  kewajiban  pemegang  saham  (pemi- 
Hk  perusahaan).  Di  samping  itu,  perusaha- 
an-perusahaan  tersebut  telah  memihki  job 
description  secara  tertulis  dari  masing- ma- 
sing  organ  perusahaan.  Dengan  adanya  job 
description  tersebut  secara  relatif  dengan 
mudah  diketahui  apakah  seseorang  anggota 
organisasi  melakukan  tugasnya  sesuai  de- 
ngan ketentuan  yang  berlaku. 

Seperti  diketahui,  di  banyak  perusahaan 
di  Indonesia,  pemisahan  fungsi  antara  pemi- 
lik  perusahaan  dan  penguasa  perusahaan 
(Direksi)  masih  samar-samar.  Sebagian 
perusahaan-perusahaan  Indonesia  memang 
telah  mempergunakan  tenaga  profesional 
sebagai  Direksi,  tetapi  para  pemilik  belum 
melepaskan  dirinya  dalam  pengurusan 
perusahaan.  Para  pemilik  biasanya  duduk 
sebagai  anggota  Dewan  Komisaris  dan 
dalam  praktek  di  lapangan,  tidak  jarang  ter- 
jadi  Dewan  Komisaris  mencampuri  urusan 
Direksi  dengan  perintah  lisan  dan  tertuHs 
atau  bahkan  melakukan  sendiri  pekerjaan 
Direksi. 

Kalau  hal  ini  dikaitkan  dengan  Pasal  90 
ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UU  No.  1  Tahun  1995 
yang  masing-masing  menyatakan  (ayat  2) 
dalam  hal  kepailitan  terjaoi  karena  kesalah- 
an  atau  kelalaian  Direksi  dan  kekayaan  per- 
seroan tidak  cukup  untuk  menutup  kerugian 
akibat  kepailitan  tersebut,  maka  setiap  ang- 
gota Direksi  secara  tanggung  renteng  ber- 
tanggungjawab  atas  kerugian  itu;  dan  (ayat 
3)  anggota  Direksi  yang  dapat  membiiktikan 
bahwa  kepailitan  bukan  karena  kesalahan 
atau  kelalaiannya  tidak  bertanggungjawab 
secara  tanggung  renteng  atas  kerugian  terse- 
but, timbul  beberapa  pertanyaan.  Apakah 
beban  Direksi  tidak  terlalu  berat  dan  apakah 
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ketentuan  ini  dapat  dikatakan  adil  dihadap- 
kan  dengan  kenyataan  yang  berlaku  dan  ke- 
nyataan  yang  akan  dihadapi  dalam  dua  pu- 
luh  lima  tahun  mendatang.  Dan  selanjutnya, 
apakah  adil  bila  kesalahan  ternyata  dilaku- 
kan  oleh  Komisaris  tetapi  kerugian  atau  ke- 
wajiban  yang  harus  dipertanggungjawab- 
kannya  hanya  sebatas  nilai  saham  yang  dimi- 
likinya. 

Mungkin  tidak  berlebihan  bila  dikata- 
kan, dewasa  ini  dan  sesedikitnya  sampai 
10-15  tahun  yang  akan  datang,  seorang  ma- 
najer  profesional  akan  sulit  mendapat  peker- 
jaan  atau  mungkin  tidak  akan  mendapat  lo- 
wongan  pekerjaan  manakala  dia  meminta 
agar  Dewan  Komisaris  tidak  mencampuri 
urusan  Direksi.  Dengan  demikian  masalah 
ini  tampaknya  perlu  dikaji  lebih  dalam  de- 
ngan mempertimbangkan  realita  kegiatan 
bisnis  di  Indonesia.  Kita  mengharapkan, 
agar  semua  perusahaan-perusahaan  yang 
ada  di  Indonesia  menjadi  besar  dan  dapat  di- 
miliki  oleh  banyak  orang  secara  lebih  merata 
sehingga  pemisahan  fungsi  dapat  dilakukan 
secara  tegas  dan  jelas.  Tetapi  kita  harus  pula 
menyadari,  untuk  sampai  kepada  keadaan 
seperti  itu  masih  dibutuhkan  perjalanan  pan- 
jang. 

Memperkirakan  dampak  globalisasi  atau 
persaingan  yang  semakin  tajam  di  masa  kini 
dan  masa  mendatang,  tampaknya  yang  pa- 
Hng  dibutuhkan  masyarakat  Indonesia  ada- 
lah  kesadaran  akan  resiko.  Kegiatan  ekono- 
mi  tidak  terlepas  dari  resiko. 

Penutup 

Undang-Undang  No.  1  Tahun  1995  yang 
akan  mulai  berlaku  pada  tanggal  7  Maret 
1996  adalah  produk  hukum  yang  dimaksud- 
kan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum 


baru  yang  dapat  lebih  memacu  pembangun- 
an  nasional,  serta  untuk  menjamin  kepastian 
dan  penegakan  hukum. 

Pemenuhan  kebutuhan  hukum  baru  ter- 
sebut  secara  sempurna  adalah  pekerjaan 
yang  sulit  dan  rumit  karena  berbagai  hal. 
Untuk  dapat  memproduksi  dan  memenuhi 
kebutuhan  hukum  tersebut  dipersyaratkan 
pengetahuan  yang  akurat  tentang  segala  hal 
yang  berkaitan  dengannya,  misalnya,  kela- 
ziman  praktek  bisnis,  komposisi  kepemilik- 
an  dalam  perusahaan-perusahaan,  kompo- 
sisi perusahaan  menurut  skala  kegiatan,  je- 
nis  kegiatan  dan  skala  usaha,  ketentuan 
peraturan-peraturan  yang  berlaku  selama  ini 
bersama  dasar  dikeluarkannya  peraturan 
yang  bersangkutan. 

Dilihat  dari  dampak  UU  ini  terhadap  pe- 
nanaman  modal  dapat  disimpulkan  bahwa 
beberapa  ketentuan  justru  berdampak  nega- 
tif  terhadap  penanaman  modal  melalui  ben- 
tuk  hukum  perseroan  karena  beberapa  hal. 
Di  antaranya  adalah,  besarnya  beban  yang 
akan  timbul  bagi  perseroan- perseroan  ter- 
tentu,  adanya  beban  (kewajiban)  yang  tidak 
seimbang  atau  tidak  fair  bagi  fungsionaris  di 
dalam  perseroan,  ketidakjelasan  kriteria  ser- 
ta ketidakjelasan  atau  ketiadaan  sanksi  bila 
UU  ini  tidak  dipatuhi. 

Undang-undang  ini  akan  berlaku  mulai 
tanggal  7  Maret  1996,  sehingga  dipandang 
dari  segi  waktu,  masih  terbuka  peluang  un- 
tuk menyempurnakan  kekurangan-keku- 
rangan  yang  ada.  Seandainya  UU  ini  dapat 
disempurnakan  tentu  tujuan  dari  UU  ini  se- 
makin besar  kemungkinannya  akan  terca- 
pai.  Tetapi  bila  UU  ini  akan  tetap  diberlaku- 
kan  dalam  bentuknya  yang  sekarang,  bebe- 
rapa masalah  yang  dapat  muncul  sudah 
dapat  dikenali  dengan  baik.  Sehingga  de- 
ngan demikian,  usaha  untuk  menanggulangi- 
nya  akan  dapat  dilakukan  secara  efektif. 


Merancang 
Demokrasi  Pancasila 


Mangadar  Situmorang 


Pengantar 

KEPEDULIAN  utama  tulisan  ini  ada- 
lah  bagaimana  menyiasati  dan  mera- 
jut  Demokrasi  Pancasila  agar  lebih 
mampu  menghasilkan  konsensus  dan  demo- 
krasi. Kajian  terhadap  persoalan  diawali  de- 
ngan  telusuran  yang  agak  komprehensif  ten- 
tang  pemikiran  dan  dilema  sekitar  demokra- 
si itu  sendiri.  Bagian  akhir  tulisan  ini  men- 
coba  memberi  jawaban  atas  persoalan  di 
atas,  tanpa  berarti  merupakan  kesimpulan 
dan  saran. 

Perkembangan  Pemikiran  Demokra- 
si 

Pandangan  atau  pemikiran  tentang  poli- 
tik,  khususnya  demokrasi,  yang  dicetuskan 
oleh  teoritisi  dan  praktisi  politik  menunjuk- 
kan  berbagai  ide  dan  segi  mengenai  evolusi 
pemerintahan,  masyarakat  dan  negara.  Ke- 
simpulan-kesimpulan  yang  dicapai  baik  se- 
cara  deduktif  maupun  induktif  membentuk 


suatu  tradisi  pemikiran  yang  koheren,  tetapi 
sekaligus  membuka  modus  perdebatan  dan 
konfrontasi.  Inilah  karakteristik  politik  de- 
mokrasi (baik  dalam  cakrawala  akademik 
maupun  lingkungan  praktek)  yang  menonjol 
dalam  sejarah  modern. 

Penelusuran  perkembangan  pemikiran 
demokrasi  berada  dalam  suatu  kerangka 
pencarian  sistem  politik  dan  pemerintahan 
atau  sistem  negara  yang  ideal,  yang  baik. 
Adakalanya  demokrasi  dipandang  sebagai 
buruk  dibandingkan  dengan  aristokrasi, 
oligarkhi  atau  monarkhi,  atau  yang  lain.  Te- 
tapi, pada  saat  yang  lain  demokrasi  diagung- 
kan  sebagai  cara  dan  bahkan  tujuan  berne- 
gara  yang  terbaik  di  antara  yang  lain,  dan 
karenanya  harus  dicapai. 

Rujukan  pertama  mengenai  demokrasi 
adalah  kehidupan  politik  Yunani  Kuno.  De- 
mokrasi Yunani  Kuno  di  Athena  adalah  de- 
mokrasi langsung  (direct  democracy)  yang 
dilaksanakan  dalam  suatu  wilayah  kota 
(policy,  city-state  atau  town- meeting)  dan 
melibatkan  sejumlah  kecil  warga.  Setiap 
warga  kota  yang  mempunyai  hak-hak  untuk 
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berpartisipasi  dapat  membuat  keputusan-ke- 
putusan  politik  secara  langsung  di  dalam 
suatu  ecclesia  (sidang  umum)  dan  mengawasi 
pelaksanaan  keputusan  tersebut.  Sifat  lang- 
sung ini  dapat  diselenggarakan  secara  efektif 
karena  di  samping  jumlah  warga  dan  wila- 
yah  negara  yang  tidak  begitu  besar,  juga  ka- 
rena mereka  berswasembada  secara  ekono- 
mi. 

Praktek  demokrasi  politik  Yunani  Kuno 
ini  dijadikan  working  model  atau  operating 
principles  dari  ^atu  sistem  pemerintahan 
yang  baik.  Pertama,  warga  negara  secara 
langsung  membentuk  keputusan- keputusan 
yang  dianggap  tepat  untuk  kepentingan  pu- 
blik.  Kedua,  kebebasan  politik  dan  kewar- 
ganegaraan  dijamin  sepenuhnya.  Ketiga, 
apabila  pendapat,  kepentingan  dan  argumen 
telah  dipaparkan,*  voting  atau  pemungutan 
suara  dipandang  sebagai  sarana  terbaik  un- 
tuk mengetahui  kepentingan  mayoritas  war- 
ganya  mengenai  masalah-masalah  tertentu. 
Secara  teoritis  ini  dimaksudkan  untuk  mem- 
peroleh  kebenaran  yang  lebih  kuat. 

Pemikiran  Plato  dan  Aristotles  tidak  se- 
penuhnya merupakan  refleksi  empiris  dari 
masyarakat  politik  Yunani  Kuno.  Bahkan, 
dikatakan  bahwa  Plato  dan  Aristotles  bu- 
kanlah  orang-orang  demokrat,  meskipun  de- 
mikian  mereka  mengobarkan  semangat  de- 
mokrasi. Plato,  yang  dikenal  sebagai  pence- 
tus  postulat  utopis  pertama  tentang  negara 
ideal,  dan  Aristotles  berpendapat  bahwa 
mereka  yang  mempunyai  nalar  terbesar  dibe- 
rikan  kekuasaan  terbesar  untuk  memerin- 
tah.  Karena  struktur  kerja  dan  struktur  kelas 
didasarkan  pada  pembagian  atau  perbedaan 
kualitas  kecakapan  alamiah,  maka  hanya  fi- 
losof-raja  yang  dapat  menghayati  keadilan 
dan  yang  dengan  itu  mampu  mencapai  ke- 
baikan  publik.  Pemenuhan  kebaikan  publik 
merupakan  manifestasi  atau  fungsi  potensi 


setiap  individu  melalui  partisipasi  dan  kerja. 
Yang  terakhir  ini  merupakan  sumber  kewe- 
nangan  bagi  penguasa.  Inilah  model  siklus 
dari  kekuasaan  raja  yang  kuat,  negara  yang 
stabil  dan  rakyat  yang  adil. 

Bagi  Plato  dan  Aristotles  pemerintahan 
yang  baik  adalah  yang  dijalankan  oleh 
orang-orang  bijak  baik  dalam  bentuk  aristo- 
krasi  atau  monarkhi.  Tetapi  monarkhi  dapat 
menjurus  menjadi  tirani,  apabila  terjadi  ke- 
senjangan  yang  sangat  ekstrem.  Demokrasi 
dipandang  lebih  dekat  dengan  ochlocracy, 
yaitu  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh 
orang-orang  yang  tidak  layak  atau  sama  se- 
perti  pemerintahan  teror.  Pada  masa  Yunani 
Kuno  ini  demokrasi  mendapat  kesan  buruk 
karena  adanya  unsur  kesewenang-wenangan 
rakyat.  Ini  terlihat  pada  penghakiman  dan 
penghukuman  mati  Socrates. 

Demokrasi  Yunani  Kuno  dan  pemikiran 
Plato  atau  Aristotles  meletakkan  dasar  ra- 
sionalitas  sistem  politik.  Tetapi,  pada  masa 
kekaisaran  Romawi  rasionalitas  ini  menga- 
lami  transformasi  dalam  paradigma  teokra- 
si.  Hukum  kodrat  dari  Yunani  dikombinasi- 
kan  dengan  kepercayaan  fundamental  Kris- 
tiani  dan  hukum-hukum  positif  yang  menga- 
tur  konsekuensi-konsekuensi  praktis.  Per- 
luasan  polls  menjadi  empire  merupakan  kon- 
disi  empiris  bagi  pencetusan  konsep  perwa- 
kilan  dan  perluasan  jangkauan  hukum  (ius 
gentium  dan  ius  intergentes).  Namun  demi- 
kian,  bagaimana  "memberikan  kepada  Cae- 
sar apa  yang  menjadi  "miliknya"  tidak  da- 
pat diselesaikan. 

Sejak  keruntuhan  Romawi  dan  sepan- 
jang  Abad  Pertengahan  demokrasi  hanya 
merupakan  cetusan-cetusan  gagasan  yang  ti- 
dak bergema  di  dalam  praktek  dan  kecende- 
rungan  nondemokrasi.  Lahirnya  Magna 
Charta  (1215)  yang  merupakan  perjanjian  di 
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mana  raja  Inggris  mengakui  dan  menjamin 
hak  dan  privileges  kaum  bangsawan  sebagai 
imbalan  atas  kepatuhan  dan  dana  bagi  ke- 
pentingan  kerajaan,  dipandang  sebagai  tong- 
gak  penting  bagi  perkembangan  demokrasi. 
Renaissance  di  Italia  dan  Reformasi  di  Ero 
pa  Utara  adalah  rangkaian  sejarah  yang 
memberi  andil  bagi  pemisahan  kekuasaan 
negara  dari  gereja.  Machiavelli,  Jean  Bodin 
dan  Thomas  Hobbes  mencurahkan  perhati- 
an  pada  dimensi-dimensi  moralitas  sekuler 
dan  hakikat  hukum  dalam  politik.  Manusia 
beserta  akalnya  ditempatkan  pada  posisi 
sentral. 

Transformasi  terus  berlanjut  pada  masa 
Aufklarung  atau  Enlightenment  yang  men- 
dasarkan  pemikiran  atas  ratio.  Rasionalisme 
membebaskan  manusia  dari  dogma  agama. 
TimbuUah  gagasan  agar  manusia  mempu- 
nyai  hak-hak  politik  yang  tidak  dapat  di- 
abaikan  atau  diselewengkan  penguasa.  Ratio 
atau  nalar  membutuhkan  kebebasan.  Na- 
mun  tindakan-tindakan  manusia  yang  bebas 
mungkin  bersifat  serampangan,  destruktif 
dan  anarkhis,  mungkin  juga  konstruktif. 
Nalar  bisa  salah  dan  manusia  mempunyai 
berbagai  sifat  buruk  yang  secara  alamiah 
cenderung  mengarah  pada  konflik  dan  keka- 
cauan.  Persoalannya  adalah  proses  politik 
apakah,  yang  akan  menjamin  kebebasan 
menghasilkan  ketertiban. 

Bagi  seorang  Machiavelli  "tidaklah 
realistis  mengandaikan  bahwa  para  pengua- 
sa harus  baik.  Adakalanya  mereka  harus  ti- 
dak baik".  Di  sini  politik  menjadi  praktis, 
yaitu  seni  dari  kemungkinan.  "Untuk  men- 
cegah  konflik  maka  pertimbangan-pertim- 
bangan  pribadi  harus  mengalah  kepada  oto- 
ritas".  Tetapi,  bagaimana  orang  bisa  me- 
ngumpulkan  dan  menyerahkan  kekuasaan 
kepada  penguasa?  Menurut  Hobbes,  mereka 
akan  melakukannya  apabila  mereka  mem- 


peroleh  manfaat.  Manfaatnya  adalah  suatu 
tertib.  Di  sini  ketertiban  didefinisikan  seba- 
gai perubahan  kepentingan  individu  menjadi 
keuntungan  publik.  Kebebasan  bukanlah 
hak  setiap  orang  sejak  lahir,  melainkan  hak 
yang  berasal  dari  publik.  Dan  sekali  lagi, 
proses  ini  mengarah  pada  terciptanya  otori- 
tas  yang  kuat. 

Di  sisi  lain  rasionalitas  yang  diilhami 
oleh  hukum  kodrat  mengandung  prinsip- 
prinsip  keadilan  dan  universalitas.  Penguasa 
diberi  hak  untuk  menjalankan  pemerintahan 
dan  rakyat  menaatinya.  Penguasa  merupa- 
kan  wakil  rakyat  dengan  lingkup  kekuasaan 
yang  ditentukan  oleh  konstitusi.  Pengertian 
mengenai  hak  warga  negara  dan  pembatasan 
konstitusional  atas  kekuasaan  para  penguasa 
menjadi  sekuler,  tatkala  pengertian  itu  ber- 
kembang  menjadi  sebuah  teori  kontrak  so- 
sial. 

Ketertiban  menurut  John  Locke  adalah 
hasil  dari  keseimbangan  antara  kepentingan 
penguasa,  kepentingan  pribadi  dan  kepen- 
tingan umum.  Oleh  karena  itu,  adalah  pen- 
ting  memperhatikan  dan  melindungi  kebe- 
basan dan  hak  milik  individu.  Ini  sejalan  de- 
ngan cita-cita  liberal  dari  Montesquieu.  Tu- 
juan  pemerintah  adalah  mencegah  tirani  dan 
intervensi  yang  terlalu  jauh  ke  dalam  pasar 
politik.  Kehidupan  politik  menjadi  proses 
kompromi.  Kebebasan  manusia  menjadi  da- 
sar  kesejahteraan  dan  campur  tangan  peme- 
rintah dalam  urusan  warga  negara  adalah 
hanya  bila  perlu.  Oleh  karena  itu,  menurut 
Montesquieu  negara  yang  cocok  untuk  me- 
maksimalkan  kebebasan  dan  memungkin- 
kan  kompromi  adalah  negara  di  mana  ke- 
kuasaan legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif 
dipisahkan  satu  sama  lain. 

Hukum  dan  nilai-nilai  kebudayaan  meru- 
pakan  pertimbangan-pertimbangan  politik 
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terpenting  bagi  Montesquieu.  Dan  agar  plu- 
ralitas  tujuan  dan  kepentingan  dapat  difung- 
sikan  menjadi  dukungan  terhadap  kekuasa- 
an,  maka  dibutuhkan  dua  kondisi.  Pertama, 
penguasa  dapat  diganti  secara  damai  bila 
mereka  tidak  mengerjakan  kewajibannya. 
Dan  kedua,  rakyat  ikut  memerintah  melalui 
perwakilan.  Pemerintahan  perwakilan  men- 
jamin  eksistensi  pasar  politik,  menengahi  ke- 
timpangan,  mencegah  ancaman  terhadap  ke- 
bebasan  dan  meningkatkan  keadilan. 

Dialektika  politik  di  atas  terus  berlanjut 
pada  pemikir-pemikir  di  kemudian,  seperti 
Rousseau,  Jeremy  Bentham,  John  Stuart 
Mill,  pemikir  radikal  Karl  Marx  sampai  pa- 
da  pemikir  kontemporer  seperti  Robert 
Dahl,  Giofanni  Sartori,  dan  yang  lainnya. 
Meskipun  sebagian  di  antara  mereka  tidak 
bisa  disebut  sebagai  tokoh-tokoh  demokrasi,' 
tetapi  pikiran  mereka  tertuju  pada  persoalan 
distribusi  kekuasaan  antara  penguasa  de- 
ngan  yang  dikuasai,  kebebasan  individu,  lan- 
dasan  hukum  dan  prosedur  pengaturan  ber- 
sama,  dan  manfaat  atau  hasil  yang  diper- 
oleh. 

Eksperimen-eksperimen  demokrasi  pun 
terus  berlangsung.  Monarkhi  konstitusional 
Inggris,  Revolusi  Amerika  dan  Revolusi 
Perancis,  serta  keruntuhan  demokrasi  ala 
komunis  adalah  peristiwa  politik  penting 
yang  sangat  berjasa  bagi  berkembangnya  de- 
mokrasi yang  merupakan  jawaban  praktis 
bagi  persoalan  di  atas. 

Berbagai  atribut  dilekatkan  pada  berba- 
gai  bentuk  demokrasi,  seperti  demokrasi 
langsung,  demokrasi  perwakilan,  demokrasi 
konstitusional,  demokrasi  liberal,  demokrasi 
kapitalis,  demokrasi  sosial,  demokrasi  kon- 
sosiasional  sampai  pada  demokrasi  terpim- 
pin  atau  demokrasi  Pancasila.  Apa  pun 
nama  yang  diberikan,  yang  penting  diperha- 
tikan  adalah  bahwa  ide-ide  dan  eksperimen- 


eksperimen  politik  di  atas  menegaskan  ada- 
nya  sejumlah  kriteria  universal  bagi  demo- 
krasi. Kriteria  itu  antara  Iain: 

1 .  Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pe- 
ngambilan  keputusan,  baik  secara  lang- 
sung ataupun  melalui  lembaga-lembaga 
perwakilan; 

2.  adanya  kebebasan  berpendapat,  berusa- 
ha,  dan  hak  milik; 

3.  adanya  rule  of  law  yang  disepakati  dan 
ditaati  oleh  setiap  lapisan  masyarakat, 
termasuk  oleh  pemerintah.  Hukum  harus 
membatasi  kekuasaan  penguasa  dan  me- 
lindungi  hak-hak  rakyat; 

4.  adanya  distribusi  dan  pergantian  kekua- 
saan secara  damai. 

Keharusan  kriteria  universal  ini  menjadi- 
kan  demokrasi  sebagai  semacam  ideologi 
(democratic  ideology).  Tetapi,  telusuran  pe- 
ngalaman  historis  menunjukkan  bahwa 
demokrasi  sebagai  bentuk  pemerintahan 
kompromi  atau  government  by  discussion. 
Yang  terakhir  ini  memungkinkan  demokrasi 
terbuka  untuk  "muatan-muatan  lokal",  ka- 
rakteristik  masing-masing  negara  dan  sifat 
kontekstual.  Demokrasi  menjadi  suatu  sis- 
tem  politik  dan  pemerintahan  yang  bersifat 
dinamis,  yang  bisa  berubah  atau  direvisi,  di- 
yakini  sebagai  sistem  yang  mampu  memaksi- 
malkan  manfaat,  keadilan,  kemakmuran 
dan  kekuatan  negara  bersama  rakyat. 

Dilemma  Demokrasi 

Demokrasi  adalah  hasil  perpaduan  pemi- 
kiran  dan  pengalaman,  pergumulan  antara 
paham  universal  dan  muatan  lokal,  kebaik- 
an  versus  kerumitan.  Nilai-nilai  kebudaya- 
an,  pengalaman  historis  dan  kondisi  empiris 
masing-masing  negara  sangat  mempenga- 
ruhi  persepsi  dan  dukungan  terhadap  demo- 
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krasi.  Ini  merupakan  sumber  perdebatan 
dan  dilemma  demokrasi. 

Apakah  negara  demokratis  lebih  maju 
secara  politik  daripada  negara  otoriter,  atau 
sebaliknya?  Apakah  ukuran  dan  kompleksi- 
tas  institusi-institusi  politik  merefleksikan 
efisiensi  atau  kekacauan?  Apa  hubungan  de- 
mokrasi dengan  pembangunan  ekonomi? 
Apakah  demokrasi  merupakan  tujuan  atau 
cara?  Jawaban  dan  argumentasi  terhadap 
persoalan  ini  bervariasi  dan  tergantung  pada 
perspektif  yang  digunakan. 

Perspektif  normatif,  misalnya,  menem- 
patkan  demokrasi  pada  ujung  kanan  atas 
dari  suatu  garis  diagonal  pembangunan  poli- 
tik, di  mana  setiap  negara  secara  linear  ber- 
gerak  menuju  ke  sana.  Di  sini  diasumsikan 
bahwa  demokrasi  mengandung  sejumlah 
nilai  yang  lebih  baik  daripada  yang  bukan 
demokrasi.  Karena  sifatnya  yang  normatif 
atau  ideal,  demokrasi  dianggap  bersifat  uni- 
versal. Oleh  karena  itu,  diperlukan  sejumlah 
syarat  seperti  adanya  institusi-institusi  poli- 
tik, partisipasi  dan  kebebasan  serta  sepe- 
rangkat  aturan  yagn  disepakati  bersama. 

Di  sisi  lain  demokrasi  dilihat  sebagai  ga- 
ris datar  yang  terdiri  dari  berbagai  kenyata- 
an  empiris  dan  aktivitas.  Demokrasi  tidak 
mempersoalkan  nilai.  Demokrasi  tidak  uni- 
versal, tetapi  kontekstual.  Demokrasi  adalah 
pilihan,  bukan  keharusan.  Dalam  perspektif 
ini  yang  dipentingkan  adalah  bagaimana  me- 
ngendalikan,  mengatur  secara  efektif  dan 
memobilisasi  sumber- sumber  daya  yang  ada 
untuk  mendukung  pencapaian  tujuan  mo- 
dernisasi  sosial  dan  ekonomi,  serta  bagai- 
mana mengakomodasikan  tuntutan  yang  se- 
makin  meningkat  tanpa  kehilangan  kapasi- 
tas  yang  mengontrol  rakyat. 

Dilemma  lain  adalah  berkenaan  dengan 
hubungan  antara  demokrasi  dan  pemba- 


ngunan ekonomi.  Beberapa  tesis  dan  anti- 
tesis  diajukan  oleh  para  ahli.  Ada  yang  me- 
ngatakan  bahwa  semakin  demokratis  suatu 
negara,  maka  semakin  maju  pertumbuhan 
ekonominya.  Atau  sebaliknya,  semakin  ti- 
dak demokratis  negara,  ekonominya  sema- 
kin maju.  Ada  juga  yang  .berpendapat  bah- 
wa democratization  may  not  be  a  prerequi- 
site/or economic  growth  and  self-reliance. 

Dalam  praktek  demokrasi  di  negara-ne- 
gara  sedang  berkembang,  demokrasi  boleh 
jadi  hanya  sekedar  political  choice  yang  di- 
perlukan untuk  menjamin  pergantian  ke- 
kuasaan  secara  damai,  atau  sebagai  kamu- 
flase  statusquo.  Untuk  sebagian  besar  kasus 
di  negara  sedang  berkembang,  pemerintah 
demokratis  tidak  selalu  berarti  pemerintah 
yang  baik  dan  kompeten.  Seperti  halnya  in- 
stitusi  sosial  lain,  demokrasi  hanya  baik  bagi 
orang  yang  menikmatinya.  Dan  yang  hampir 
pasti  regime  demokrasi  cenderung  korup,  ja- 
hat  dan  mudah  diserang  (vulnerable). 

Namun  demikian,  karena  demokrasi  te- 
lah  diterima,  secara  tidak  sengaja  atau  diam- 
diam,  sebagai  sistem  nilai  yang  lebih  baik 
(ideal)  daripada  sistem  nondemokrasi,  maka 
yang  terjadi  adalah  aktivitas  atau  proses  de- 
mokratisasi.  Itu  berarti  pembangunan  poli- 
tik terus-menerus  ditujukan  supaya  nilai- 
nilai  dan  keahhan  elite,  institusi-institusi, 
sumber  daya,  sikap  dan  perilaku  masyara- 
kat,  dan  lingkungan  regional  maupun  inter- 
nasional  mampu  memenuhi  kebutuhan  op- 
timal dari  negara. 

Tetapi,  proses  demokratisasi  ini  mengan- 
dung atau  bahkan  menimbulkan  persoalan- 
persoalan  yang  dilematis.  Sebagaimana  dike- 
tahui,  hierarki  nilai-nilai  dari  kalangan  elite 
menentukan  tujuan  pembangunan  serta 
cara-cara  untuk  mencapainya.  Alternatifnya 
merentang  dari  pengejaran  pertumbuhan 
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ekonomi  dengan  mengobarkan  rezim  otori- 
tarian  dan  mengorbankan  nilai-nilai  agama 
dan  tradisi  sosial;  mencapai  modernisasi  de- 
ngan tetap  memelihara  institusi-institusi  de- 
mokrasi;  membiarkan  kemajuan  dinikmati 
hanya  oleh  kelompok  aristokrat;  sampai  pa- 
da  menolak  modernisasi  dan  demokratisasi 
karena  dianggap  merupakan  ancaman  terha- 
dap  stabilitas  rezim. 

Institusi-institusi  politik  (demokratis), 
meskipun  telah  hadir  atau  dibentuk,  ia  lebih 
berfungsi  sebagai  simbol-simbol  demokrati- 
sasi atau  bahkan  sebagai  alat  rezim.  Militer, 
birokrasi,  dan  partai  politik  atau  lembaga 
perwakilan  dan  hukum  menjalankan  fungsi- 
fungsi  yang  sangat  terbatas.  Pelembagaan 
perilaku  dan  partisipasi  politik  masyarakat 
merupakan  saluran  indoktrinasi  elite,  se- 
hingga  mengalami  kekurangan  legitimasi. 

Rendahnya  institusionalisasi  dan  legiti- 
masi lembaga-lembaga  politik  diperparah 
oleh  rendahnya  tingkat  integrasi  nasional. 
Sebagian  besar  negara  sedang  berkembang 
terfragmentasi  ke  dalam  basis  agama,  etnis 
dan  kedaerahan.  Tidak  ada  loyalitas  yang 
bersifat  supra-parokial.  Di  sisi  lain  secara 
simtomatis  pemimpin-pemimpin  di  negara 
sedang  berkembang  juga  mengalami  low 
level  of  identification  with  nation.  Akibat 
lanjut  dari  kondisi  seperti  ini  adalah  ketim- 
pangan  antara  support  dan  demands  dari 
masyarakat  politik  yang  dapat  mengakibat- 
kan  "kebusukan  politik"  (political  decay). 

Keharusan  demokrasi  dan  realitas  sosial, 
ekonomi,  budaya  atau  politik  yang  tidak 
atau  kurang  mendukung  terlaksananya  de- 
mokratisasi, merupakan  contents  dan  sekali- 
gus  sebagai  contexts  dilemma  di  negara- 
negara  sedang  berkembang.  Keterikatan  pa- 
da  nilai-nilai  primordial,  isolasi  budaya  dan 
lingkungan,  kepemimpinan  karismatik  dan 
tradisional,  dan  tingkat  litcrasi  serta  pendi- 


dikan  yang  rendah  kurang  mendukung  terse- 
lenggaranya  representasi  dan  pengawasan. 
Sedikitnya  sumber-sumber  daya  ekonomi 
dan  pengelolaannya  yang  sangat  tradisional 
serta  ketergantungan  pada  banluan  asing 
justru  merupakan  kondisi  alamiah  pada  ter- 
jadinya  otoritarianisme,  korupsi  dan  penga- 
baian  kepentingan  publik. 

Merancang  Demokrasi  Pancasila 

Kemungkinan  demokrasi  untuk  tumbuh 
dan  berakar  memang  lemah  di  sejumlah 
besar  negara  sedang  berkembang,  termasuk 
Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  demokrasi 
merupakan  suatu  sistem  kompromi  dengan 
seperangkat  kaidah  yang  menjembatani  ke- 
pentingan pluralistis  dan  saling  bertentang- 
an.  Di  sisi  lain,  demokrasi  mungkin  lebih 
mudah  tumbuh  setelah  suatu  masyarakat 
(negara)  merasakan  kebuntuan  dan  kehan- 
curan  sistem  otoritarian,  totalitarian  atau 
komunis  yang  traumatik.  Kompromi,  seba- 
gai titik  kelemahan  dan  sekaligus  kekuatan 
demokrasi,  menuntut  terselenggaranya 
suatu  rekonstitusi  sistem  koeksistensi.  De- 
ngan demikian,  inti  demokrasi  adalah  terse- 
dianya  kesempatan  yang  sama  bagi  semua 
pihak  untuk  mempengaruhi  dan  menentu- 
kan  hasil  kompromi  tersebut  dalam  bentuk 
keputusan-keputusan  politik. 

Persoalannya  adalah  bagaimana  mem- 
perbesar  kemampuan  untuk  menghasilkan 
kompromi  dan,  selanjutnya,  demokrasi  di 
dalam  "demokrasi  Pancasila". 

Transisi  dari  loyalitas  kepada  latanan  la- 
ma (nilai-nilai  tradisional  dan  rezim  non- 
demokratis  scbelumnya)  menuju  keteriarik- 
an  dan  penlingnya  koeksistensi  pluralistis 
(demokrasi)  bukanlah  pekerjaan  mudah.  Se- 
lalu  diperlukan  usaha  yang  sungguh- 
sungguh  untuk  meyakinkan  bahwa  koeksis- 
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tensi  menjamin  pemerintah  dan  oposisi  atau 
pemerintah  dengan  rakyat  saling  bertoleran- 
si  dan  mempertahankan  mutual  security  ser- 
ta  lebih  memudahkan  penyelesaian  berbagai 
konflik.  Di  dalamnya  terkandung  kesepakat- 
an  instrumental  yang  tidak  selalu  berarti 
mempersyarati  atau  mendahului  demokrasi. 
Dengan  perkataan  lain,  transisi  tersebut  ha- 
rus  diletakkan  pada  daya  tarik  demokrasi  itu 
sendiri  dan  bukan  semata-mata  pada  ling- 
kungan  internal,  kondisi  atau  syarat-syarat 
yang  harus  dipenuhi  lebih  dahulu.  Di  sisi 
lain,  fakta  empiris  tentang  keterbatasan  dan 
keruntuhan  sistem-sistem  nondemokratis 
sama  pentingnya  dengan  kaidah-kaidah 
kompromi  dan  kondisi  internal  lainnya. 

Rekonstitusi  harus  pula  ditujukan  pada 
peluang  terjadinya  rekonsiliasi  dan  koalisi  di 
antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  (eks- 
trem  kanan  -  kiri;  konservatif/moderat  -  ra- 
dikal/reformis).  Proses  perujukan  men- 
cakup  perlindungan  kepentingan  (seperti 
yang  diperoleh  dari  tatanan  lama)  dan  pem- 
berian  kesempatan  dan  kekuasaan  (bagi 
yang  tidak  mendapatkannya  dari  rezim 
lama).  Proses  seperti  ini  tampak  normal  dan 
ideal,  suatu  institutional  garantismo  sehing- 
ga  bisa  menghasilkan  representasi  dan  me- 
laksanakan  checks  and  balances.  Dengan  in- 
stitutional garantismo  kekuatan-kekuatan 
politik  terlibat  di  dalam  lebih  dari  satu  arena 
politik,  dan  tidak  ada  arena  tunggal  atau 
aktor  tunggal  yang  bersifat  desisif. 

Pembentukan  pakta  atau  kerja  sama  po- 
litik (koalisi)  sangat  mendukung  demokrati- 
sasi.  Pakta  tidak  hanya  dimaksudkan  mere- 
dam  konflik,  tetapi  juga  merupakan  gam- 
baran  komitmen  kolektif  yang  lebih  jelas 
serta  merupakan  jalur  pintas  pemasyarakat- 
an  demokrasi  Pancasila.  Kuatnya  pakta  atau 
koalisi  ini  tergantung  pada  komposisi  dan 
distribusi  sejumlah  aktor  politik  (konsti- 


tuensi)  utama,  yaitu  aparat  pemerintah  (bi- 
rokrasi),  militer  (ABRI),  kelas  bisnis,  dan 
kelompok  yang  tidak  masuk  kategori  itu. 
Namun  demikian,  trade-off  antara  kepen- 
tingan ekonomi  dan  kepentingan  politik, 
meskipun  secara  teoritis  disebut  sebagai  pi- 
lihan  politik  (political  choice),  seringkali  ti- 
dak terelakkan.  Di  satu  sisi  hal  ini  bisa  ter- 
wujud  dengan  mudah,  seperti  antara  biro- 
krasi  dengan  ABRI  dan  para  pengusaha.  Na- 
mun demikian,  akomodasi  atau  pembentuk- 
an pakta  di  antara  kekuatan-kekuatan  poli- 
tik utama  dengan  kekuatan  politik  mayori- 
tas  lebih  banyak  gagal  daripada  berhasil,  mi- 
salnya  antara  aparat  pemerintah  dengan  ma- 
syarakat,  atau  antara  kelompok  bisnis  de- 
ngan buruh.  Kebijakan  liberal  dan  populis 
tidak  dapat  diagregasikan  menjadi  keputus- 
an  yang  diterima  oleh  semua  pihak.  Semen- 
tara  itu,  pemaksaan  justru  akan  menimbul- 
kan  krisis  ekonomi  atau  disorganisasi  kepen- 
tingan. Pada  gilirannya  semua  ini  merupa- 
kan biaya-biaya  sosial  dan  ancaman  bagi 
stabilitas  dan  legitimasi. 

Dimensi  waktu  (time)  juga  berperan  pen- 
ting  dalam  masa  transisi  menuju  demokrasi 
pohtik.  Apabila  inisiatif  demokrasi  berasal 
dari  kelompok  oposisi  (mayoritas?),  misal- 
nya,  mereka  harus  memperhitungkan  dan 
menentukan  saat  yang  tepat  dan  kondusif 
bagi  terlaksananya  demokrasi  (umpamanya 
untuk  melaksanakan  pemihhan  umum  dan/ 
atau  referendum).  "Tanda-tanda  politik" 
harus  diperhatikan  secara  seksama,  seperti 
luapan  emosi  dan  dukungan  massa  atau 
tanda-tanda  memudarnya  kekuatan  rezim 
lama.  Kekeliruan  waktu  justru  dapat  mem- 
perkeruh  suasana  politik  (political  chaos). 

Melalui  garantismo  institusional  transisi 
demokratik  dapat  memelihara  keseimbang- 
an  antara  tuntutan  massa  dan  tuntutan  insti- 
tusi-institusi  fungsional.  Untuk  itu  diperlu- 
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kan  taktik  atau  strategi  sehingga  bisa  meng- 
hasilkan  akomodasi.  Salah  satu  yang  pen- 
ting  adalah  mengikutsertakan  reformasi  bi- 
dang  sosial  ekonomi  dalam  proses  demokra- 
tisasi  politik.  Sebab,  demokrasi  politik  tidak 
dapat  terlaksana  dalam  sistem  ekonomi  ko- 
lektif  (komunal).  Singkatnya,  antara  demo- 
krasi politik  dan  demokrasi  (liberalisme) 
ekonomi  tidak  berlaku  konsep  trade-off. 

Merancang  demokrasi  Pancasila  bukan- 
lah  pekerjaan  yang  sekali  jalan.  Tetapi,  se- 
kali  aturan-aturan  atau  nilai-nilai  demokrasi 
diterima,  maka  transisi  menjadi  lebih  lancar 
dan  kehidupan  demokratis  menjadi  lebih 
kuat  dan  berkualitas.  Adopsi  tata  nilai  de- 
mokrasi menjadikannya  sebagai  penuntun 
perilaku  politik  dalam  penyampaian  dan  pe- 
nyelesaian  pertikaian  serta  memperbesar  ha- 
rapan  terhadap  stabilitas  dan  viabilitas  ke- 
amanan  dan  kepentingan  bersama.  Semen- 
tara  itu  kelenturan  aturan-aturan  demokra- 
tis memberikan  peluang  bagi  perbaikan  yang 
terus-menerus. 

Adanya  persetujuan  kolektif  memper- 
kuat  institusi-institusi  demokrasi.  Itu  berarti 
kondisi  yang  positif  bagi  konsolidasi,  dalam 
arti  terlaksananya  institutionalisasi  dan  so- 
sialisasi.  Adaptabilitas,  kompleksitas,  oto- 
nomi  institusi  dan  prosedurnya  akan  me- 
ningkat  sedemikian  rupa  sejalan  dengan  so- 
sialisasi  nilai-nilai  demokrasi.  Sesuai  dengan 
rentang  waktu  yang  dilalui  pada  tahap  pen- 
capaian  kesepakatan  kolektif  dan  konsoli- 
dasi (institusionalisasi  dan  sosialisasi),  maka 
legitimasi  menjadi  suatu  akibat  positif  yang 
dapat  dipastikan. 

Perlu  dicatat  bahwa  aturan-aturan  de- 
mokratis, konsolidasi  dan  legitimasi  tidak 
tepat.  diasumsikan  sebagai  kondisi  atau  sya- 
rat  yang  harus  ada  (atau  diciptakan  secara 
paksa)  untuk  menuju  demokrasi.  Sebalik- 
nya,  seyogyanya  dipahami  bahwa  setiap  ta- 


hapan  demokrasi  merupakan  masa  pembias- 
an  (habituation)  untuk  menilai  dan  memu- 
tuskan  bahwa  demokrasi  lebih  baik  daripada 
sistem  nilai  lain.  Dengan  demikian,  yang  ber- 
kembang  di  tengah  masyarakat  adalah  di 
mana  persepsi  tentang  demokrasi  atau  buda- 
ya  politik  demokratis  mendahului  dukungan 
terhadap  demokrasi.  Yang  terjadi  di  sebagi- 
an  besar  negara  sedang  berkembang,  seperti 
Indonesia,  adalah  menetapkan  terlebih  da- 
hulu  bahwa  demokrasi,  yang  dilengkapi  de- 
ngan kriteria  ilmiah  plus  ketertiban  (baca: 
stabilitas),  lebih  baik  daripada  yang  lain  dan 
lalu  menuntut  dukungan  massa.  Dalam  kon- 
teks  ini  demokrasi  lebih  merupakan  produk 
kelompok  elite  atau  gagasan  kelompok  in- 
telektual.  Atau  sebaliknya  yang  terjadi  de- 
ngan demokrasi  Pancasila,  di  mana  demo- 
krasi dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mewah 
sehingga  perlu  dikenakan  atribut  Pancasila 
yang  mengandung  "nilai-nilai  dan  potensi- 
potensi  lokal". 

Sisi  atraktif  dari  demokrasi  Pancasila  di- 
tunjukkan  oleh  fakta  empiris  kegagalan  sis- 
tem nondemokrasi.  Dengan  bahasa  yang 
agak  berbeda  dapat  dikatakan  bahwa  pros- 
pek  demokratisasi  tidak  semata-mata  per- 
soalan  kondisi  historis  dan  domestik  sebuah 
negara.  Faktor-faktor  internasional  turut 
memberi  kontribusi,  dengan  berbagai  cara, 
bagi  terselenggaranya  demokrasi.  Tekanan 
dan  sanksi  internasional,  meskipun  telah 
usang,  merupakan  formulasi  politik  yang 
mampu  mempengaruhi  kehidupan  politik 
demokratis.  Di  sisi  lain,  demonstration  ef- 
fects merupakan  batu  ujian  bagi  mekanisme 
demokrasi  dan  prestasi  ekonomi.  Pada  saat 
yang  hampir  bersamaan  promoting  demo- 
cracy seringkali  dianggap  sebagai  bagian  in- 
tegral dari  kerja  sama  internasional  di  bi- 
dang  ekonomi,  politik  maupun  militer.  Na- 
mun  demikian,  penyebaran  demokrasi  atas 
pertimbangan-pertimbangan  hegemoni  dan 
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geopolitik  tidak  bisa  menjadi  jaminan  kesi- 
nambungan  kehidupan  demokrasi.  Selain 
"intervensi  positif  negara-negara  demo- 
kratis  maju  (Amerika  Serikat,  dan  Eropa 
Barat)  dan  mundurnya  hegemoni  Uni  So- 
viet, rekayasa  demokrasi  lebih  ditentukan 
oleh  reformasi  politik  domestik. 

Penutup 

Menurut  Di  Palma  merancang  demokra- 
si (crafting  democracy)  tidak  sesulit  yang  di- 
perkirakan.  Demokrasi  dan  demokratisasi 
adalah  produk  atau  proses  seni.  Premis  ini 


juga  berlaku  untuk  Demokrasi  Pancasila. 
Perubahan  loyalitas  kepada  demokrasi  Pan- 
casila ditentukan  oleh  daya  tarik  demokrasi 
dan  persepsi  masyarakat  terhadap  demokra- 
si itu  sendiri,  bukan  oleh  suatu  pemaksaan 
atau  metode-metode  ilmiah  yang  impresif. 
Efisiensi,  koeksistensi  dan  legitimasi  adalah 
keuntungan  dan  manfaat  yang  diperoleh 
dari  sistem  demokrasi  yang  tidak  didapatkan 
dari  sistem  lain.  Pembiasan  atau  perkem- 
bangan  persepsi  demokrasi  harus  mendahu- 
lui  institusi-institusi  dan  slogan- slogan  de- 
mokratis.  Dengan  demikian  demokrasi  dan 
akselerasi  proses  demokratisasi  dapat  well- 
established. 
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Centre  for  Strategic  and 
International  Studies 

Jl.  Tanah  Abang  III/23-27 
Jakarta  10160 

Telepon:  3865532  s/d  35 

jang  2U-JU  naiaman  Kuarto,  rermasuK  reierensi  uaiarn  dciuuk  u-aiaian  num  uan/aiau 
daftar  bacaan.  Pengiriman  naskah  hendaknya  disertai  nama  lengkap  dan  alamat 
penulis  yang  jelas.  Untuk  tulisan-tulisan  yang  dimuat  akan  disediakan  honoraria  yang 
pantas.  Naskah-naskah  yang  tidak  dimuat  akan  dikembalikan  kepada  penulis  jika  hal 
itu  dikehendakinya.  Surat  menyurat  yang  berhubungan  dengan  hal  tersebut  harap  ditu- 
jukan  ke  Redaksi  ANALISIS  CSIS. 


Langganan 


Harga  pengganti  ongkos  cetak  Rp  4.000,00  per  eksemplar;  langganan  setahun  (6  nomor, 
sudah  termasuk  ongkos  kirim  biasa)  Rp  20.000,00.  Surat  menyurat  yang  berhubungan 
dengan  langganan  ditujukan  ke  Biro  Pemasaran,  CSIS. 


Alamal 


Jl.  Tanah  Abang  III/23-27,  Jakarta  10160,  Telepon  3865532,  3865533,  3865534,  3865535 


